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I. DESKRIPSI PROYEK 

A. Latar Belakang 

 Urbanisasi yang cepat telah menempatkan kota di pusat lintasan pembangunan 

1.

Indonesia, tetapi pengembalian dari urbanisasi belum mencapai potensi penuh. Indonesia 

berada di antara sepuluh besar negara urbanisasi tercepat di dunia dari tahun 1990-2014 dan 

memiliki populasi kota terpadat kedua di Asia Timur setelah Cina. Indonesia memiliki sekitar 

137 juta penduduk perkotaan yang merupakan 53,7 persen dari total populasi. Populasi 

perkotaan di Indonesia meningkat rata-rata 4,1 persen per tahun antara tahun 2000 dan 2010, 

lebih cepat daripada di negara lain di Asia. Pada tahun 2025, diperkirakan 68 persen orang 

Indonesia akan tinggal di kota. Tetapi Indonesia belum mendapatkan manfaat penuh dari 

pengembalian positif urbanisasi yang telah dialami oleh negara-negara lain di kawasan ini. Dari 

tahun 1970 hingga 2006, setiap peningkatan satu persen dalam populasi perkotaan berkorelasi 

dengan peningkatan rata-rata 6-10 persen di beberapa negara berpenghasilan menengah di 

Asia seperti Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan India. Di Indonesia, laju peningkatan urbanisasi 

yang serupa menghasilkan peningkatan PDB per kapita kurang dari 2 persen. 

 

 Kesenjangan infrastruktur yang terjadi secara terus-menerus menjadi penghambat bagi 

2.
kemajuan ekonomi yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk perkotaan. 

Kurangnya investasi pada sector infrastruktur juga berkontribusi terhadap peningkatan 

kesenjangan di daerah perkotaan. Kesenjangan infrastruktur telah memicu beberapa persoalan, 

seperti kemacetan, rendahnya kinerja logistik, kurangnya daya listrik, kurangnya pasokan air 

bersih dan layanan sanitasi, serta layanan dasar lainnya. Hal ini semakin mempertajam 

ketimpangan multidimensi infrastruktr perkotaan.  

 

 Kurangnya investasi infrastruktur ditambah dengan tidak adanya prioritas spasial dan 3.

lemahnya pengelolaan pembangunan infrastruktur. Proses penyusunan rencana perundang-

undangan masih belum efektif dilaksanakan karena kurangnya integrasi tingkat kota. Kerangka 

perencanaan kota-kota di Indonesia, yang terdiri dari rencana pembangunan (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD) dan rencana tata ruang dan guna lahan 

(Rencana Tata Ruang Wilayah / RTRW dan Rencana Detil Tata Ruang / RDTR) seringkali tidak 

sinkron dalam penyusunan dan arahan pembangunannya, sekalipun secara prinsip sudah 

terdapat mekanisme untuk menjamin integrasi tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri 

mengingat lingkungan politik dan norma kebiasaan masih bekerja sendiri-sendiri (silo). 

 



2 
 

 Kurang memadainya perencanaan kota berimplikasi pada investasi infrastruktur yang 

4.

tidak terarah. Seperti contohnya, pertumbuhan perkotaan terjadi di daerah dengan risiko 

bencana yang tinggi, seperti banjir dan penurunan permukaan tanah. Perencanaan kota yang 

lemah dapat berakibat pada kerugian aset karena lahan yang dikembangkan telah menjadi 

kurang layak secara finansial. Perbaikan perencanaan perkotaan yang dikoordinasikan pada 

tingkat nasional dapat menjadi upaya mitigasi terhadap risiko tersebut dan meningkatkan 

ketahanan perkotaan di Indonesia secara keseluruhan. 

 

 Kota juga menghadapi tantangan lain dari sisi pembiayaan infrastruktur. Pemerintah 

5.

Kota cenderung menggunakan Anggaran Pemerintah Daerah untuk menangani investasi modal 

berskala kecil yang tercakup dalam siklus penganggaran tahunannya. Sedangkan untuk kota-

kota dengan pertumbuhan yang sangat pesat, membutuhkan jenis pembiayaan infrastruktur 

lainnya, terutama yang dapat mengakomodasi pelaksanaan dalam tahun jamak (multi years). 

Selain itu, Pemerintah Kota pada umumnya juga belum mampu untuk mengungkit sumber 

pembiayaan jenis ini secara langsung dan yang bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nasional (APBN). 

 

 National Urban Development Project (NUDP) diharapkan dapat menjadi sebuah 

6.
platform untuk mengkoordinasikan perencanaan perkotaan dan pembangunan infrastruktur 

lintas sector di tingkat kota serta membantu kota dalam meningkatkan kapasitasnya untuk 

dapat mengakses pembiayaan infrastruktur dalam kerangka tahun jamak. Platform ini juga juga 

diharapkan dapat memfasilitasi berbagai program sectoral yang dibiayai oleh berbagai sumber 

pendanaan, diantaranya APBN serta pinjaman dan hibah  

 

B. Tujuan 

 Tujuan Pengembangan Proyek (PDO) adalah meningkatkan jumlah kota peserta untuk 7.

dapat melaksanakan perencanaan terpadu dan memprioritaskan program investasi modalnya. 

C. Desain Proyek 

 NUDP adalah operasi Pembiayaan Proyek Investasi (IPF) senilai USD 49,6 juta dalam 
8.

bentuk pinjaman bantuan teknis. NUDP akan mengembangkan platform yang menyatukan 

program investasi infrastruktur sektoral dalam tiga cara: 1) mendorong kepaduan kelembagaan 

dan kebijakan dalam agenda pembangunan perkotaan nasional untuk memungkinkan 

berfungsinya Pemerintah Daerah (Pemda) secara efisien; 2) meningkatkan perencanaan 

terpadu untuk investasi perkotaan berdasarkan kerangka pengembangan tata ruang; dan 3) 

memperkenalkan dan membangun system prioritisasi program pembangunan melalui capital 
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investment planning (CIP) untuk diadaptasi dalam kerangka perencanaan dan pembangunan 

daerah menuju efisiensi dan efektivitas investasi. 

 

 NUDP mencakup empat komponen, yaitu, (1) Pengembangan Kelembagaan dan 

9.

Kebijakan Perkotaan Nasional; (2) Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Perkotaan; (3) 

Pengembangan Kapasitas Manajemen Keuangan Kota; dan (4) Dukungan Pelaksanaan Proyek. 

Dari keempat komponen ini, Komponen 2 yang merupakan inti operasi NUDP, sedangkan 

Komponen 1 dan 3 adalah komponen pendukung dan Komponen 4 adalah komponen yang 

berorientasi proyek, bertujuan untuk mendukung operasionalisasi proyek. Intervensi pada 

komponen 2 fokus pada kualitas rencana tata ruang di tingkat kota dan visi spasial strategis 

dalam rencana kota yang ada. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan panduan spasial yang 

strategis sebagai dasar untuk memprioritaskan investasi modal dengan menerapkan proses 

Capital Investment Planning and Budgeting jangka menengah yang berbasis spasial pada 

Pemerintah Kota peserta proyek. Termasuk juga mekanisme pemantauan tahunan terhadap 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pendekatan perencanaan spasial dan capital 

investment planning diharapkan berkontribusi untuk mengurangi kerentanan investasi 

infrastruktur. Komponen 1 bertujuan untuk menciptakan mekanisme koordinasi di tingkat 

nasional yang kondusif melalui peningkatan koordinasi lintas kementerian dan kebijakan  yang 

berpotensi menghambat pemerintah kota menjadi berperan dalam pembangunan yang 

berkelanjutan. Komponen 3 akan fokus pada kendala terkait kebutuhan Pemerintah Kota untuk 

mengakses sumber pendanaan alternatif dan implementasi investasi modal yang efektif, 

termasuk peningkatan kapasitas untuk pengelolan proyek dan proses pengadaan yang lebih 

baik, manajemen keuangan, efisiensi pengeluaran dan kelayakan kredit. 

 

i. Komponen 1: Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Perkotaan Nasional 

 Komponen ini akan mendukung penguatan koordinasi lintas kementenrian terkait isu 10.

perkotaan di tingkat nasional. Komponen ini juga akan mendukung penyusunan kebijakan, 

pedoman dan strategi untuk mendorong pembangunan perkotaan yang efisien, berkelanjutan, 

tahan iklim, dan terkoordinasi. Kapasitas Pemerintah Kota dalam membut rencana secara 

strategis, memprioritaskan investasi modal dan mengakses sumber-sumber pembiayaan 

alternative akan meningkat secara signifikan melalui mekanisme kebijakan nasional yang terkait 

perencanaan strategis dan manajemen kota. Kegiatan pada komponen ini mendukung 

koordinasi vertikal secara lebih labik dan membangun pendekatan yang sesuai untuk menjawab 

tantangan pada perencanaan yang terpadu dan efisiensi manajemen kota di tingkat nasional 

dan kota.  
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 Sub-komponen 1.1: Memperkuat kapasitas Platform Perkotaan untuk Koordinasi 

11.

Lintas Kementerian. Komite Pengarah Lintas Kementerian yang dibentuk di tingkat nasional 

bertugas menjadi basis untuk koordinasi beberapa program sektoral nasional, termasuk NUDP. 

Pemerintah Indonesia mengungkapkan kebutuhan untuk restrukturisasi dan peningkatan 

efektivitas Komite Pengarah Lintas Kementerian yang ada (TKPPN). NUDP akan mendukung 

pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan rencana kerja untuk 

mengoperasionalkan platform ini dan fungsi lintas-sektoralnya, contohnya melalui 

pembentukan Sekretariat Teknis di bawah kepemimpinan Bappenas. Sekretariat Teknis ini  akan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi, pelatihan, memetakan program-program 

perkotaan nasional untuk mengidentifikasi kebutuhan akan penyelarasan geografis, tinjauan 

rencana investasi modal tingkat kota setelah set pertama intervensi, dll. Platform ini akan 

memiliki mandate untuk mengambil pembelajaran dari pelaksanaan proyek dan memberikan 

input bagi kebijakan, pedoman dan regulasi yang relevan, meliputi regulasi yangdapat 

mendukung perencanaan pembangunan yang berketahanan. Knowledge sharing dengan 

Pemerintah Provinsi dan Kota akan dibiayai melalui pelatihan-pelatihan di tingkat nasional 

secara berkala. 

 

 Sub-komponen 1.2: Dukungan bagi perumusan bagian kebijakan perkotaan nasional 

12.
untuk mendukung pembangunan perkotaan terpadu. Komponen ini akan membiayai studi 

analitis, position paper dan penilaian yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan perkotaan 

nasional, termasuk dukungan untuk RPJMN dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan 

lingkungan berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana terkait iklim di kota-kota Indonesia. 

Dukungan untuk mengoperasionalkan temuan-temuan relevan yang berasal dari Indonesia 

Urbanization Flagship Report akan dimasukkan serta dialog kebijakan akan difasilitasi melalui 

lokakarya untuk mendukung operasionalisasi RPJMN. Keluaran utama adalah Studi Posisi dan 

Peran Kota serta Pengembangan Ekonomi akan dapat memberikan pandangan strategis 

tentang keunggulan kompetitif kota-kota yang memiliki kepentingan regional dan nasional 

berdasarkan lokasi regional, karakteristik demografis, pertumbuhan ekonomi, kerentanan iklim, 

dll.  

 

 Sub-komponen 1.3: Perumusan Rencana Strategi Infrastruktur Perkotaan Nasional. 
13.

Analisa strategis unuk mendukung penyusunan rencana strategi infrastruktur perkotaan 

nasional, meliputi strategi infrastruktur perkotaan yang dapat mendukung ketahanan iklim, 

pengembagan rendah karbon, densifikasi, transit-oriented development, dll 

 

ii. Komponen 2: Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Perkotaan 
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 Komponen ini bertujuan untuk memperkuat kualitas dan implementasi perencanaan 

14.

tata ruang di kota-kota partisipan, sekaligus mendukung Pemda untuk mengidentifikasi 

investasi modal strategis secara tata ruang, memprioritaskan investasi dalam jangka menengah 

dan memantau pelaksanaan setiap tahun. Secara keseluruhan, Komponen 2 akan memperkuat 

kapasitas kota-kota untuk menilai permintaan infrastruktur dan layanan di masa depan, 

berdasarkan pada pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang 

diperkirakan, daya dukung lingkungan, dan keadaan saham infrastruktur yang ada. 

 

 Prinsip utama dalam NUDP adalah untuk memanfaatkan rencana/mekanisme 

15.

perundang-undangan yang ada di Indonesia dan fokus pada menjembatani kesenjangan dari 

rencana ke pelaksanaan. Pengarusutamaan intervensi dalam perencanaan dan kerangka 

peraturan yang ada untuk memastikan keberlanjutan kelembagaan dari intervensi yang 

diusulkan. Hasil diskusi dengan kementerian-kementerian terkait untuk mereforasi kerangka 

perencanaan perundangan yang ada berdasarkan temuan pada tahap pertama intervensi telah 

disetujui. Kegiatan-kegiatan ini juga dikembangkan melalui beberapa kegiatan trust fund yang 

sedang berlangsung yang telah diuji-coba dan disesuaikan dengan konteks Indonesia, meliputi 

kegiatan di bawah Indonesia Sustainable Urbanization Trust Fund (IDSUN), khususnya bantuan 

teknis City Planning Labs (CPL) dan Pembiayaan Pemerintah Daerah, juga Indonesia 

Urbanization Flagship Report.  

 

 Sub-komponen 2.1: Dukungan untuk memperkuat landasan data kapasitas 

16.kelembagaan untuk tata kelola data. Sub-komponen ini akan membiayai pengembangan dan 

pemeliharaan data, peningkatan kapasitas untuk analisis data, platform data terintegrasi dan 

penyusunan kebijakan tata kelola data Pemerintah Kota (mis. Municipal Spatial Data 

Infrastructure-MSDI-Keputusan Walikota untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang 

berbasis data). Kegiatan-kegiatan ini akan menjadi tulang punggung perencanaan kota yang 

berbasis data / bukti dan fokus pada pengembangan kapasitas geospasial yang menjadi dasar 

bagi pemerintah daerah, melalui pelatihan, pertukaran pengetahuan dan pengembangan 

keterampilan. Di dalam proses pengembangan data untuk perencanaan terpadu, akan 

diperhatikan dataset yang berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi risiko iklim (mis. datayang 

diperlukan untuk kesesuaian lahan dan analisis daya dukung yang mencakup risiko perubahan 

iklim, kawasan hutan, urban footprint, dll.):  

 

 Sub-komponen 2.2: Dukungan untuk perencanaan spasial terpadu. Sub-komponen ini 

17.

akan membiayai beberapa studi strategis / analitis utama yang diperlukan untuk perencanaan 

spasial dan sosial-ekonomi yang terpadu, pengembangan Spatial Development Framework 
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(SDF) untuk memperkuat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah untuk 20 tahun) dan Strategic 

Area Framework (SAF) untuk memperkuat RDTR (Rencana Detil Tata Ruang untuk wilayah 

prioritas, 20 tahun). Kegiatan di bawah komponen ini bertujuan untuk membangun kapasitas 

pemerintah daerah peserta untuk merancang dan mengimplementasikan rencana tata ruang 

terpadu, serta meningkatkan keterkaitan perencanaan tata ruang dengan rencana sosial-

ekonomi (RPJMD). Sub-komponen ini juga akan membiayai proses konsultasi para pemangku 

kepentingan dalam penyusunan masukan-masukan untuk perencanaan terpadu (termasuk 

konsultasi masyarakat), pembelajaran peer-to-peer antara pemerintah daerah dan kegiatan 

peningkatan kapasitas untuk mendukung penguatan kelembagaan bagi perencanaan dan 

pembangunan kota teradu. Sebisa mungkin, intervensi akan diselaraskan dengan siklus 

perencanaan kota, untuk memaksimalkan manfaat proyek. Kegiatan juga akan mencakup studi 

tentang peningkatan efektivitas mekanisme pengendalian pembangunan yang ada, pilot untuk 

pendekatan pengendalian pembangunan baru (termasuk pembatasan atau standar yang perlu 

diterapkan pada daerah rawan bahaya), pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas terkait.  

 

 Sub-Komponen 2.3: Dukungan untuk Precinct Planning. Precinct Planning (PP) yang 

18.

dibiayai oleh komponen ini memiki lingkup studi yang lebih rinci, infrastruktur di tingkat 

lingkungan dan rencana desain perkotaan pada skala yang merupakan turunan dari  SAF / sub-

RDTR). Rencana ini memetakan dan memvisualisasikan lokasi investasi modal diperlukan pada 

area prioritas yang telah diidentifikasi. Tujuan pertama rencana ini adalah secara jelas 

mendefinisikan visi dan tujuan pembangunan pada skala lingkungan. Tujuan kedua adalah 

untuk memberikan pedoman desain perkotaan yang akan mengkatalisasi pencapaian bentuk 

dan fungsi perkotaan yang diinginkan dan sesuai dengan visi pembangunan. Rencana ini 

merupakan "dokumen penghubung" antara rencana tata ruang dan proyek pembangunan 

infrastruktur (mis. Studi kelayakan dan desain teknis terperinci). Mayoritas identifikasi investasi 

modal di bawah mandat pemerintah daerah diidentifikasi pada tingkat ini. Dokumen ini menjadi 

penghubung antara rencana dan investasi, dimana saat ini dokumen serupa tidak ditemukan di 

Indonesia. 

 

 Sub-komponen 2.4: Kerangka Perencanaan Investasi Modal (CIP) dibuat sebagai sarana 
19.

penentuan prioritas dan pelacakan. Sub-komponen ini akan membiayai: (i) pengembangan 

metodologi, proses, dan alur kerja CIP di bawah BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah); (ii) pemasangan perangkat lunak CIP yang mudah digunakan dan berbasis web untuk 

mengotomatiskan proses CIP; dan (iii) pelatihan tentang proses dan perangkat lunak CIP; (iv) 

dukungan konsultan langsung sepanjang siklus proyek untuk memastikan pelembagaan proses 

CIP, (v) mendukung perumusan peraturan tambahan tentang pedoman CIP untuk RPJMD 

berdasarkan Permendagri 86/2017. 
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 Di bawah pendekatan CIP yang diusulkan dalam proyek ini, sebuah kota akan 

20.

berkembang melalui adanya identifikasi daftar investasi prioritas yang mengarahkan pada 

investasi dalam wilayah strategis. CIP adalah rencana bergulir tahun jamak untuk berbagai 

proyek investasi modal (termasuk untuk penguatan dan pemeliharaan struktur bangunan), yang 

diprioritaskan setiap tahunnya, dengan perkiraan tanggal permulaan dan penyelesaian, 

perkiraan biaya tahunan, metode pembiayaan yang diusulkan, dan identifikasi kesenjangan 

pembiayaan.  

 

 Kerangka CIP yang diusulkan memastikan operasionalisasi rencana yang efektif dengan 

21.

memprioritaskan investasi pada area prioritas kota dalam anggaran yang tersedia dan dengan 

melacak kemajuan pelaksanaan dan meninjau setiap tahun. Penentuan prioritas daftar panjang 

proyek (semua tercatat dalam basis data sebelum penapisan) didasarkan pada kriteria tujuan 

yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks proyek ini, skor prioritas investasi akan 

meliputi skor tertinggi untuk infrastruktur yang sesuai dengan area/koridor prioritas yang 

diarahkan oleh dokumen rencana spasial, yang mengakomodasi visi walikota dan targetnya, 

pertimbangan lingkungan dan social-ekonomi, aspek ketahan iklim, serta prioritas kota lainnya. 

Berdasarkan diskusi dengan Kementerian Dalam Negri, setelah pelaksanaan CIP dinyatakan 

berhasil, CIP akan diinternalisasi ke dalam RPJMD dan RKPD (rencana anggaran tahunan kota) 

untuk memberikan dasar hukum, memandatkan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan oleh 

pemerintah kota, juga untuk meningkatkan proses yang berkelanjutan.  

 

iii. Komponen 3 Pengembangan Kapasitas Manajemen Keuangan Kota  

 Komponen 3 akan membiayai kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah 
22.

untuk mendorong pelaksanaan investasi modal yang efektif, termasuk menjawab kebutuhan 

permintaan untuk mengakses sumber keuangan alternatif di luar dana alokasi dari dapat 

mendorong operasionalisasi investasi modal prioritas yang diidentifikasi dalam proses CIP. 

Kota-kota peserta diharapkan dapat meningkatkan manajemen keuangan tambahan, proses 

pengadaan dan kapasitas manajemen proyek, sehingga akan memastikan implementasi 

investasi modal yang lebih baik dan terprioritasasi, yang diperoleh dari intervensi Komponen 2. 

Secara keseluruhan, Komponen 3 akan memperkuat kapasitas kota-kota peserta dalam (i) 

pengadaan proyek infrastruktur berskala besar secara lebih efisien dan efektif; (ii) 

meningkatkan manajemen proyek infrastruktur, implementasi dan pengawasan; serta (iii) 

mengelola sumber daya fiskal dan keuangan dengan lebih baik dan mengakses pembiayaan 

alternative 
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 Sub-komponen 3.1: Penilaian kapasitas keuangan dan manajemen proyek Pemerintah 

23.

Kota. Penilaian ini akan mendukung kota-kota dalam memahami kendala kapasitas keuangan 

dan manajemen proyek mereka dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi pengembangan 

kapasitas yang sesuai, dari menu pilihan program peninkatan kapasitas yang tersedia. Penilaian 

akan mencakup analisis fiskal, hutang dan pendapatan, kesiapan untuk mengelola investasi 

modal dalam jangka menengah, hambatan dalam pengadaan, manajemen kontrak, efisiensi 

pengeluaran, dll. Sub-komponen ini juga akan mengidentifikasi area yang menjadi kelemahan 

Pemerintah Kota serta ketidak-konsistenan keputusan penetapan anggaran dengan program 

prioritas dan tantangan implementasi infrastruktur. Hasil penilaian akan disampaikan kepada 

dinas-dinas terkait. Selanjutnya dipimpin oleh BAPPEDA akan dilakukan pengembangan rencana 

aksi untuk mengatasi kendala-kendala yang terindentifikasi. 

 

 Sub-komponen 3.2: Manajemen Proyek dan pelatihan Pengadaan. Kegiatan ini akan 

24.

membiayai program peningkatan kapasitas manajemen proyek yang disesuaikan dan selaras 

dengan siklus anggaran Pemerintah Kota. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

dinas-dinas utama sehingga dapat meningkatkan manajemen proyek infrastruktur, 

implementasi dan pengawasan. Sub-komponen ini juga akan fokus pada peningkatan kualitas 

masukan proses pengadaan teknis, peningkatan proses pengadaan (efisiensi, konsolidasi, dll.) 

Dan penguatan mekanisme M&E selama siklus proyek. Penekanan pada modul pelatihan 

khusus akan berdasarkan pada hasil penilaian sub-komponen 3.1 dan rencana aksi yang 

disepakati oleh pemerintah daerah 

 

 Sub-komponen 3.3: Meningkatkan kapasitas untuk mengakses sumber-sumber 
25.

pembiayaan alternatif. Kegiatan ini berfokus pada inovasi keuangan kota, juga pelatihan dan 

dukungan pengembangan kapasitas pada topik-topik terkait kelayakan kredit, manajemen 

hutang, obligasi kota, land value capture dll. Hasil penilaian dalam komponen 3.1, juga hasil dari 

CIP dari komponen 2 akan digunakan untuk menentukan kegiatan peningkatan kapasitas 

pemerintah daerah, untuk memastikan kegiatan pelatihan yang dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan. Menu pilihan kegiatan sub-komponen ini, termasuk produk dan alat terpilih yang 

telah diujicobakan di Indonesia tersedia untuk Pemerintah Kota. Menut tersebut meliputi 

dukungan untuk Kelayakan Kredit, pelatihan Kerangka Kerja Fiskal Jangka Menengah (Medium-

term Fiscal Framework / MTFF), penilaian portofolio investasi Program Ketahanan Kota (City 

Resilience Program / CRP) untuk pembiayaan swasta. 

 

 

iv. Komponen 4: Dukungan Pelaksanaan Proyek 
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 Guna memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan proyek ini, kerangka dukungan 

26.

pelaksanaan sangat diperlukan. Komponen ini akan membiayai biaya Dukungan Manajemen 

Proyek (PMS) untuk CPMU, Konsultan Manajemen Teknis (TMC) untuk seluruh PIU, dan 

Penyedia Jasa Pengawasan (OSP) untuk memperkuat kapasitas Unit Pengelola Proyek (PMU) 

dan Unit Pelaksana Proyek (PIU) untuk mengawasi pelaksanaan program di tingkat nasional, 

provinsi dan kota. Pengawasan akan mencakup pengawasan kontrak, audit keuangan dan 

teknis, pengawasan terhadap penyertaan aspek perlindungan lingkungan dan sosial (termasuk 

keterlibatan warga negara), pemantauan dan evaluasi, dll.  

 

 Pemilihan Kota: Pemilihan kota diprioritaskan pada kota-kota dengan populasi lebih 

27.

dari 500.000 orang. Pengecualian dapat diberikan pada kota yang lebih kecil, jika terdapat 

kebutuhan yang mendesak (seperti konteks risiko bencana di Palu). Kriteria utama yang 

digunakan untuk memprioritaskan kota peserta adalah (a) periode waktu revisi Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) selama siklus hidup proyek (b) kepemimpinan kota yang kuat, kapasitas 

BAPPEDA dan komitmen untuk berpartisipasi dalam proyek, (c) kemungkinan untuk revisi 

RPJMD, (d) keberadaan program investasi infrastruktur sektoral perkotaan lainnya (termasuk 

proyek platform nasional Bank Dunia), (e) wilayah persebaran.  

 

D. Susunan Kelembagaan dan Pelaksanaan 

 

 Desain proyek ini membutuhkan kerja sama antarl-embaga, sehingga dibutuhkan 
28.pengaturan kelembagaan multi-PIU. Hal ini menjadi penting untuk meminimalkan tantangan 

koordinasi selama implementasi dan meningkatkan penyerapan intervensi proyek di tingkat 

kota. Mengatur pelaksanaan proyek di tingkat nasional dan kota. Penyempurnaan lebih lanjut 

dari pengaturan ini mungkin diperlukan selama implementasi proyek setelah pelaksaaan proyek 

tahap pertama selesai dilakukan.  

 

 Lembaga Pelaksana: Kementerian PUPR akan menjadi lembaga pelaksana proyek ini 
29.

dengan Unit Pengelola Proyek Pusat (CPMU) dibentuk dibawah Badan Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah (BPIW) Peran dan tanggung jawab lembaga pelaksana adalah sebagai 

berikut: mengadakan pertemuan rutin dengan unit pelaksana untuk memastikan kemajuan 

tepat sasaran dan tepat jadwal; implementasi perlindungan lingkungan dan sosial sesuai 

dengan kebijakan Bank sebagaimana ditentukan dalam ESMF, manajemen dan pelaporan 

tentang kerangka kerja pemantauan dan evaluasi, pengembangan, pemanfaatan, dan 

pemutakhiran Manual Operasi Proyek (POM) berkoordinasi dengan PIU. CPMU akan didukung 

oleh Dukungan Manajemen Proyek (PMS) untuk memastikan keseluruhan kualitas kerja, 
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akuntabilitas, dan ketepatan waktu melalui KPI yang jelas terkait dengan proyek dan 

sebagaimana diuraikan dalam TOR. PMS akan memastikan bahwa implementasi di tingkat pusat 

dan kota sesuai dengan rencana kerja. PMS juga akan menyediakan konsultan untuk 

mendukung komite koordinasi pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan 

proyek. Selain para ahli operasional (Manajemen Keuangan, Pengadaan, M&E, dll.), PMS juga 

akan mengumpulkan sejumlah pakar teknis yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan 

dukungan teknis untuk kelancaran implementasi. 

 

 Unit Pelaksana Proyek (PIU): PIU mencakup direktorat terkait dari kementerian yang 

30.

bertanggung jawab atas komponen atau sub-komponen. PIU akan dibentuk dalam Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Masing-masing 

lembaga utama ini akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga utama di tingkat nasional 

termasuk, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nasional (ATR/BPN), Kementerian Komunikasi dan 

Teknologi Informasi (Menkominfo), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dll. Tidak ada PIU tingkat kota. PIU akan bertanggung 

jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pengembangan proyek dan indikator 

kinerja yang relevan dengan mengoordinasikan semua kegiatan di bawah mandat masing-

masing, memastikan bahwa kegiatan berlangsung sejalan dengan jadwal pelaksanaan kemajuan 

dan rencana kerja dalam POM; mengawasi pelaksanaan sub-komponen di bawah tanggung 

jawab mereka; berkoordinasi dengan direktorat atau lembaga terkait dalam melaksanakan 

kewajibannya, dan memastikan manajemen keuangan, pengadaan dan kontrak, perlindungan 

dan implementasi proyek secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan Bank Dunia. Setiap PIU 

akan didukung oleh Konsultan Manajemen Teknis (TMC), yang akan diawasi oleh staf PIU. TMC 

juga akan bertanggung jawab untuk secara berkala berkoordinasi dengan PMS. 

 

 Koordinasi Lintas Kementerian di tingkat nasional: Di tingkat nasional, struktur 31.

koordinasi lintas kementerian bidang perkotaan akan diperkuat. Komite Pengarah Lintas 

Kementerian (TKPPN) di bawah kepemimpinan BAPPENAS akan dimanfaatkan untuk koordinasi 

di tingkat nasional selama implementasi proyek, dengan pemahaman bahwa fungsi dan 

strukturnya akan lebih ditingkatkan dalam siklus hidup proyek. CPMU dan PIU akan melaporkan 

isu strategis dan kemajuan serta pencapaian NUDP pada pertemuan TKPPN yang dilakukan 

secara berkala. 
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 Koordinasi di tingkat kota: Di tingkat kota, Tim Koordinasi NUDP akan dibentuk melalui 

32.

Keputusan Walikota. Komite Koordinasi Kota NUDP akan berfungsi di bawah kepemimpinan  

Sekretaris Kota (Sekda), dengan BAPPEDA (badan perencanaan kota) sebagai koordinator -dan 

anggota kunci yang diambil dari dinas-dinas terkait. Tim ini akan mengoordinasikan, memantau 

dan mengawasi semua kegiatan di bawah NUDP dan peran koordinasi akan didukung oleh 

konsultan tingkat kota yang ditunjuk melalui PMS. TMC selanjutnya akan mendukung komite 

koordinasi kota sesuai kebutuhan. Kelompok kerja teknis dalam Tim Koordinasi akan dibentuk 

untuk mengawasi kegiatan NUDP tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kelembagaan 

yang ada di tingkat kota agar dapat bermanfaat untuk peningkatan kapasitas. Sebagai contoh, 

Kelompok Kerja Perencanaan Terpadu akan memanfaatkan mekanisme yang ada yang tersedia 

di kota-kota tertentu, yaitu Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD). Kelompok 

kerja ini akan melaporkan kepada Komite Koordinasi Kota dan secara berkala ke Sekda tentang 

kemajuan proyek. Kota akan diminta untuk berkomitmen untuk membentuk Tim Koordinasi 

Kota NUDP sebagai bagian dari Surat Keberminatan (EOI) untuk bergabung dengan proyek, 

yang akan diperkuat melalui Nota Kesepahaman (MOU) dengan pemerintah nasional. 

 

 Kelompok referensi pengendalian kualitas. Mengingat kerumitan proyek yang meliputi 

33.

berbagai sektor dan pemangku kepentingan serta kebutuhan untuk menentukan waktu dan 

urutan titik intervensi dengan baik, Proyek akan membentuk panel ahli, atau "kelompok 

referensi pengendalian kualitas" beraggotakan akademisi dan asosissi perencana. Kelompok ini 

secara berkala melakukan reviu kualitas keluaran proyek dan memberikan masukan pada CPMU 

dan PIU. Para ahli ini akan mengikuti lokakarya pemangku kepentingan kota dan menjadi 

champion, sesuai dengan kapasitas mereka pada proyek, melalui dialog terkait isu perencanaan 

terpadu dan urbanisasi di Indonesia.  
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Gambar 1. Struktur Manajemen Proyek 

 

 Susunan kelembagaan serupa untuk NUDP per ilustrasi dalam Gambar 1 akan 

34.

dibutuhkan untuk mengimplementasikan sarana pengamanan dan strategi yang diidentifikasi 

dalam ESMF ini, sebagai upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang 

mungkin disebabkan oleh kegiatan proyek. Susunan kelembagaan untuk kegiatan terkait upaya 

pengamanan dapat ditemukan di Bab VI.  

 

II. KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

A. Tujuan 

 Tujuan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) adalah untuk meningkatkan 35.

dampak positif lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh NUDP serta memberikan referensi 

dan panduan untuk staf manajemen proyek, konsultan, pemerintah kota, dan pihak terkait 

lainnya yang berpartisipasi dalam proyek tentang seperangkat prinsip, aturan, prosedur dan 

susunan kelembagaan untuk menapis, menilai, mengelola dan memantau tindakan-tindakan 

mitigasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari perencanaan tata ruang proyek dan untuk 

penanganan proses konsultasi dan keluhan proyek. 

 

 Panduan yang disediakan adalah untuk mendukung pemerintah kota untuk mematuhi 

36.

persyaratan, prosedur, dan peraturan Proyek terkait dengan pengelolaan lingkungan, 

pengadaan tanah dan pemukiman kembali, serta Masyarakat Adat, sesuai dengan peraturan 
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Pemerintah Indonesia yang berlaku dan ketentuan tambahan dari Kebijakan Pengamanan Bank 

Dunia yang relevan. Kebijakan selama tahap pelaksanaan proyek.   

 

B. Ruang Lingkup 

 Sebagai sebuah proyek bantuan teknis, NUDP hanya akan fokus pada penguatan 

37.

dokumen perencanaan menurut undang-undang dan peningkatan kualitas masukan untuk 

rencana tata ruang dan pembangunan kota-kota tersebut. NUDP tidak secara langsung 

membiayai Sudi Kelayakan (FS) atau Rancangan Teknis (DED), juga tidak akan mendukung 

investasi fisik yang direncanakan dalam RPJMD. 

 

 ESMF akan mambahas potensi dampak langsung dan tidak langsung yang disebabkan 

38.

oleh kegiatan NUDP. Contoh potensi dampak langsung dari Komponen 1, 2 terkait dengan 

pengawasan aspek lingkungan dan sosial selama pelaksanaan beberapa kajian, seperti Kajian 

Zonasi Lingkungan dan Penatagunaan Tanah (lihat Komponen 2.2), dan diuraikan dalam Bagian 

III secara terperinci. Mitigasi pengamanan untuk kegiatan di luar perencanaan tata ruang kota 

tidak akan berada di bawah ruang lingkup proyek. Karena ini tidak di bawah kendali proyek, 

contoh TOR dan pelatihan tentang topik pengamanan tertentu seperti pengadaan tanah dan 

pemukiman kembali, misalnya, diberikan sebagai nilai tambah, untuk memperluas 

kesadarantahuan dan meningkatkan kapasitas untuk pekerjaan di masa depan atau pekerjaan 

terkait lainnya oleh lembaga yang sama, di mana pertimbangan lingkungan dan sosial dapat 

ditangani dengan lebih baik. Sebagai proyek Bantuan Teknis, ESMF memberikan rekomendasi 

yang diharapkan akan dilaksanakan oleh proyek, namun rekomendasi tersebut hanya wajib 

untuk kegiatan yang merupakan bagian dari deskripsi proyek NUDP atau kewajiban khusus 

dimasukan untuk tujuan tersebut1. 

 

 ESMF juga akan menyediakan alat-alat praktis seperti kuesioner atau daftar periksa 39.

untuk menarik informasi strategis dan penting dari KLHS atau SESA yang akan dimasukkan 

selama SAF, SDF dan CIP atau Pengembangan Perencanaan Daerah (Lampiran 5).  

 

 Koordinasi tingkat kota akan ditentukan dengan Surat Keputusan Daerah. Proyek ini 
40.

tidak akan mendirikan PMU di tingkat kota tetapi lebih ke membangun dengan struktur 

                                                           
1
 Pernyataan ini diatur dalam "Pedoman Sementara tentang Penerapan Kebijakan Pengamanan untuk Kegiatan 

Bantuan Teknis (TA) dalam Proyek yang Didanai Bank Dunia dan Dana Perwalian yang Dikelola oleh Bank Dunia" 

berdasarkan "Dokumen Hukum" 
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perencanaan atau pembangunan yang ada, yaitu BAPPEDA, sebagai badan koordinasi 

perencanaan pembangunan daerah.  

 

C. Kebijakan Pengamanan (Safeguards) Lingkungan dan Sosial Bank Dunia yang berlaku 

 Kebijakan Safeguard Bank Dunia dan tujuan kebijakannya dirangkum dalam Tabel 1 di 

41.

bawah ini: 

 

Tabel 1. Pengamanan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan Tujuan kebijakannya 

No. OP/BP Subjek Tujuan kebijakan 

1. 4.01 Kajian 

Lingkungan 

Memastikan kesehatan lingkungan dan sosial dan 

keberlanjutan proyek investasi. Mendukung integrasi berbagai 

aspek lingkungan dan sosial dari proyek dalam proses 

pengambilan keputusan. 

2. 4.04 Habitat Alami Mendorong pembangunan berkelanjutan yang ramah 

lingkungan dengan mendukung perlindungan, konservasi, 

pemeliharaan, dan rehabilitasi habitat alami dan fungsinya. 

3. 4.09 Pengelolaan 

Hama 

Meminimalkan dan mengelola risiko lingkungan dan 

kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan pestisida dan 

mempromosikan dan mendukung pengelolaan hama yang 

aman, efektif, dan berwawasan lingkungan. 

4. 4.11 Cagar Budaya Membantu dalam menjaga Cagar Budaya (PCR) dan 

menghindari kehancuran atau kerusakan daripadanya. PCR 

mencakup sumber daya bernilai arkeologis, paleontologis, 

sejarah, arsitektur, agama (termasuk kuburan dan situs 

pemakaman), estetika, atau benda lain yang bernilai budaya. 

5. 4.12 Pemukiman 

Kembali Secara 

Tidak Sukarela 

Menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali secara 

tidak sukarela dan, jika tidak memungkinkan, membantu 

warga yang dipindahkan dalam meningkatkan atau 

memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka 

dalam jangka waktu riil sesuai taraf sebelum perpindahan 

atau ke taraf sebelum awal proyek, yang mana saja yang lebih 

tinggi. 

6. 4.10 Mayarakat 

Adat 

Merancang dan melaksanakan proyek dengan cara yang 

menumbuhkan rasa hormat penuh terhadap martabat, hak 
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No. OP/BP Subjek Tujuan kebijakan 

asasi manusia, dan keunikan budaya Masyarakat Adat dan 

sehingga mereka (1) menerima manfaat sosial dan ekonomi 

yang berkesesuaian secara budaya, dan (2) tidak mengalami 

dampak buruk selama proses pembangunan. 

7. 4.36 Hutan Mernyadari potensi hutan untuk mengurangi kemiskinan 

secara berkelanjutan, mengintegrasikan hutan secara efektif 

ke dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan 

melindungi jasa lingkungan lokal dan global dan nilai-nilai 

hutan yang vital. 

8. 4.37 Keselamatan 

Bendungan  

Memastikan kualitas dan keamanan dalam rancangan dan 

konstruksi bendungan baru dan rehabilitasi bendungan yang 

ada, dan dalam melaksanakan kegiatan yang mungkin 

dipengaruhi oleh bendungan yang ada. 

9. 7.50 Proyek pada 

Perairan 

Internasional 

Pastikan bahwa aspek internasional dari suatu proyek pada 

jalur perairan internasional ditangani secepat mungkin dan 

bahwa pihak riparian diberitahukan tentang proyek yang 

diusulkan dan perinciannya. 

10. 7.60 Proyek di 

Wilayah 

Sengketa 

Memastikan bahwa pengklaim lain atas wilayah sengketa 

tidak keberatan dengan proyek, atau bahwa keadaan khusus 

dari kasus tersebut membutuhkan dukungan Bank terhadap 

proyek meskipun ada keberatan atau kurangnya persetujuan 

oleh pengklaim lainnya. 

 

 Semua kegiatan Bantuan Teknis (TA) dalam proyek yang didanai Bank Dunia, terlepas 42.

dari sumber pembiayaannya dan apakah proyek tersebut berdiri sendiri atau sebagai bagian 

dari operasi investasi, harus ditinjau untuk mengetahui potensi implikasi lingkungan dan sosial, 

risiko dan dampaknya, dan oleh karena itu, tunduk pada kebijakan safeguard Bank Dunia, jika 

berlaku. Oleh sebab itu, Bank Dunia bertanggung jawab atas penapisan, kategorisasi lingkungan 

dan pemilihan instrumen perngamanan dari setiap kegiatan TA yang diusulkan berdasarkan 

Pedoman Sementara Januari 2014 tentang Penerapan Kebijakan Safeguard untuk Kegiatan 

Bantuan Teknis (TA) dalam Proyek yang Didanai Bank Dunia dan Dana Perwalian yang Dikelola 

oleh Bank Dunia. 

D. Hukum dan Peraturan Indonesia terkait Pengelolaan dan Analisis Dampak Lingkungan 

i. Undang-Undang 
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 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan 

43.

untuk membangun lingkungan yang lestari melalui kebijakan perencanaan berbasis lingkungan 

dan eksploitasi rasional yang mencakup pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 

perlindungan, pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan harus direncanakan melalui langkah-langkah berikut: inventarisasi aspek lingkungan 

untuk menghasilkan data dan informasi tentang sumber daya alam; kesesuaian dengan 

peraturan untuk ekologi kawasan tertentu; analisis dampak lingkungan dan sosial; dan 

penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Undang-undang ini mencakup 

beberapa elemen konsultasi publik, yang didukung oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan No. 17/2012: “Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak 

Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan”.  

  

 Khusus untuk perencanaan pembangunan, undang-undang ini mengatur instrumen 

44.

untuk mencegah polusi atau kerusakan lingkungan, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS). Lihat di bawah untuk Peraturan No. 46/2016 tentang pelaksanaan KLHS dan Permen 

LHK No. 69/2017 sebagai pedoman pelaksanaan Permen LHK No. 46/2016. 

 

 UU No. 26/2007 (Perubahan UU No. 24/1992) Penataan Ruang. Dalam konteks 

45.
desentralisasi, urbanisasi dan faktor-faktor lain, UU ini memberikan kewenangan penataan 

ruang kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Ketentuan 

wewenang ini tidak diatur dalam undang-undang penataan ruang sebelumnya. UU ini juga 

menyediakan beberapa cara baru untuk meningkatkan pengendalian pembangunan termasuk 

zonasi, izin perencanaan, pelaksanaan insentif dan disinsentif, termasuk administrasi dan sanksi 

pidana. UU No. 26/2007 juga mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam perencanaan 

tata ruang. 

 

 UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 46.

Umum menetapkan bahwa pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah; rencana pembangunan nasional atau regional; rencana strategis; dan rencana kerja 

masing-masing lembaga yang melibatkan pengadaan tanah. 

 

 

 

ii. Peraturan Pemerintah 
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 Peraturan Pemerintah No. 63/2002 tentang Hutan Kota. Peraturan ini menetapkan 

47.

pembangunan hutan kota untuk pelestarian dan keseimbangan ekosistem yang mencakup 

komponen lingkungan, sosial dan budaya. 

 

 Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

48.

Peraturan ini mengatur arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang, yang dimaksudkan 

untuk mewujudkan rencana nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 

 

 Peraturan Pemerintah No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

49.

memberikan pedoman untuk perumusan dokumen rencana tata ruang dalam lingkup semua 

tingkat pemerintah sebagai referensi untuk pembangunan perkotaan dan menentukan 

deskripsi umum dari analisis yang diperlukan dalam penataan ruang. 

 

 Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan Izin Lingkungan 

50.

No. 27/2012 mensyaratkan bahwa permohonan izin lingkungan harus disertai dengan dokumen 

penilaian lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL), dokumen hukum usaha, dan dokumen profil 

usaha. Di bawah peraturan ini, pemilik proyek perlu mengajukan izin lingkungan dari otoritas 

pemerintah yang sesuai sebelum pelaksanaan proyek. 

 

 Peraturan Pemerintah No. 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 

51.Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjabarkan metode untuk merumuskan, memvalidasi, 

mendokumentasikan, memantau, dan mengevaluasi dokumen KLHS yang wajib untuk RTRW, 

RDTR dan/atau RPJP/M. Peraturan ini menjelaskan prosedur terkait untuk pelaksanaan 

serangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pengembangan 

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 

 

 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
52.

Secara Elektronik (OSS) memberikan penjelasan menyeluruh tentang layanan lperizinan 

berusaha berbasis daring (online) untuk lebih dari 40 jenis izin. Peraturan ini mencakup 

berbagai jenis izin usaha, tata cara pelaksanaan izin, reformasi perizinan sektoral, penjelasan 

tentang lembaga OSS, sistem dan pendanaan, dan penyelesaian masalah dan sanksi terkait OSS. 

Sehubungan dengan izin lingkungan, ada total lima pedoman yang diturunkan dari peraturan 

ini, yang tercantum sebagai berikut:  
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o Peraturan Menteri LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, 

Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik 

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

o Peraturan Menteri LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria 

Perubahan Usaha dan/atau Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan. 

o Peraturan Menteri LHK No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian 

Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah Memiliki Rencana Detail 

Tata Ruang; UKL-UPL berdasarkan RDTR menggantikan kewajiban pemrakarsa Proyek 

untuk menyiapkan AMDAL hanya jika kegiatannya masih dalam skala/lingkup KLHS dan 

RDTR. 

o Peraturan Menteri LHK No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman 

Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen UKL-

UPL dan SPPL 

o Peraturan Menteri LHK No P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman 

Penyusunan, Penilaian, dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-

UPL, SPPL) dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (OSS) 

 

iii. Peraturan Menteri 

 Peraturan Menteri Kehutanan No. 71/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan 

53.Kota memberikan panduan tentang menetapkan/memelihara, mengembangkan, membangun 

dan mengelola hutan kota.  

 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/2011 tentang Pedoman Penyusunan 54.

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota mewajibkan analisis sosial, 

budaya, dan lingkungan wilayah perkotaan untuk dimasukkan dalam rencana detail tata ruang 

dan peraturan zonasi. Analisis ini terdiri dari kajian mengenai kondisi sosial-budaya, analisis 

sumber daya air, sumber daya tanah, topografi, geologi lingkungan, klimatologi, zona lindung, 

dan zona tahan banting. Tujuan dari analisis ini adalah untuk meninjau kesesuaian tanah dan 

untuk mengoptimalkan pembangunan perkotaan sembari mempertahankan ekosistem dan 

meminimalkan kerusakan lingkungan. 

 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86/2017 tentang Pedoman Perencanaan 

55.

Pembangunan memberikan garis besar RPJMD yang memadukan rencana teknokratis dengan 
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visi, misi, dan program walikota yang terpilih. RPJMD harus didukung oleh KLHS sebagai 

dokumen tambahan wajib. 

 

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 09/2011 tentang Pedoman Umum Kajian 

56.

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Peraturan ini berisi referensi untuk melaksanakan kajian 

lingkungan hidup strategis untuk para pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program, dalam 

konteks sektoral dan regional. 

 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian 

57.

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan 

Daerah. Peraturan ini menguraikan proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan selama persiapan dan evaluasi Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak 

dan/atau risiko lingkungan sebagai konsekuensi dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (Renstra-RKPD) di pemerintah daerah. 

 

 Peraturan Menteri LHK No. 69/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 

58.
46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

menguraikan metode untuk merumuskan, memvalidasi, mendokumentasikan, memantau, dan 

mengevaluasi dokumen KLHS yang wajib untuk RTRW, RDTR dan/atau RPJP/M. Dampak 

komponen dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang terkait dengan aspek lingkungan 

dan sosial harus dianalisis dalam KLHS bersama dengan rencana alternatif untuk meningkatkan 

KRP, rekomendasi untuk pengambilan keputusan, integrasi hasil KLHS ke dalam KRP. 

Penyelenggaraan KLHS akan mencakup pengendalian kualitas, dokumentasi tertulis, validasi, 

dan harus diintegrasikan dengan KRP. 

 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan 
59.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah menguraikan mekanisme untuk pengembangan KLHS / SESA sebagai 

dokumen pendukung untuk RPJMD, prosedur untuk penjaminan dan penilaian kualitas, dan 

implementasi KLHS. Masukan dari KLHS, seperti tinjauan umum kondisi kabupaten / kota, 

masalah strategis, tujuan KLHS, dan target strategis akan dimasukkan ke dalam dokumen 

RPJMD dan perumusan Rencana Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD 

TPB). 
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 Peraturan Kepala BPN No. 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan 

60.

Tanah mengatur tata cara pengadaan tanah, termasuk ketentuan yang menjelaskan langkah-

langkah dalam pengadaan tanah, termasuk kompensasi bagi warga terkena dampak; aspek-

aspek ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan perkotaan. Sejak 

diterbitkan, peraturan ini telah diubah dua kali, yaitu dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 

6/2015 dan No. 22/2015. Peraturan ini menetapkan secara terperinci persiapan pelaksanaan 

yang meliputi: inventarisasi dan identifikasi tanah yang terkena dampak, penentuan layanan 

penilaian dan tugas penilai, diskusi/negosiasi tentang bentuk dan nilai kompensasi, pembayaran 

kompensasi atau ketentuan bilamana kompensasi berupa non tunai, proses dan tata cara 

memberikan kompensasi dalam keadaan khusus, perwalian/pengiriman kompensasi, pelepasan 

objek pengadaan tanah, dokumentasi peta lapangan, daftar nominatif dan data administrasi. 

Peraturan ini juga menentukan penyampaian hasil pengadaan tanah; pengambilan pengiriman; 

pemantauan dan evaluasi; pembiayaan pengadaan tanah; pengadaan tanah skala kecil; 

koordinasi atau pelaksanaan pengadaan tanah; dan ketentuan peralihan. Peraturan ini disertai 

dengan serangkaian format sebagai lampiran. 

 

 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata 

61.

Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur proses dan tata cara merumuskan 

dokumen RTRW. Proses penyusunan RTRW membutuhkan beberapa aspek analisis, salah 

satunya adalah aspek fisik wilayah perencanaan yang harus mencakup potensi bencana, 

sumber daya alam, kapasitas tanah, keseimbangan ekosistem, ketahanan perubahan iklim, 

serta mempertimbangkan pertimbangan sosial seperti perkiraan jumlah penduduk di wilayah 

tersebut, kondisi sosial dan budaya (misalnya agama, kearifan lokal, dan adat istiadat 

setempat). RTRW juga diharuskan untuk memasukkan rekomendasi dari KLHS. 

 

 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5/2015 tentang Izin Lokasi. Peraturan ini menjelaskan 62.

izin yang harus diperoleh untuk melakukan pengadaan tanah. Peraturan ini mengatur luas 

tanah dan menegaskan luas tanah tersebut sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, dan 

juga menguraikan tata cara, hak, kewajiban, serta pemantauan dan evaluasi pemegang izin. 

 

 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri 

63.

ATR/BPN No. 5/2012. Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5/2012. 

Peraturan ini menguraikan perubahan dari Peraturan Presiden No. 71/2012 sebagaimana 

ditentukan dalam Peraturan Presiden No. 40/2014, Peraturan Presiden No. 99/2014, dan 

Peraturan Presiden No. 30/2015. Peraturan ini menetapkan bahwa hak pengelolaan tanah 

dapat diberikan kepada lembaga nasional, kementerian, lembaga non-kementerian, provinsi, 
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kabupaten atau kota, dan BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk bekerjasama 

dengan badan usaha. Badan usaha yang memiliki perjanjian dengan salah satu lembaga ini 

dapat diberikan hak guna bangunan atau hak pakai. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan 

bahwa dana pengadaan tanah dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

lembaga pemerintah atau anggaran BUMN. Peraturan ini juga mengatur proses dan tata cara 

pengadaan tanah skala kecil untuk luas hingga 5 Ha dan pengadaan tanah bagi infrastruktur 

yang bukan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, peraturan ini memuat proses, tata cara, 

dan persyaratan pengadaan tanah yang tidak lengkap tetapi telah mendapatkan Surat 

Penetapan Lokasi Pembangunan. Ini termasuk persyaratan untuk menerapkan tingkat 

kompensasi yang dinilai oleh penilai tanah sebagaimana ditentukan dalam UU 2/2012 untuk 

tanah yang telah dinilai berdasarkan persyaratan peraturan sebelumnya dengan tingkat 

kompensasi yang lebih rendah. 

 

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis Rencana Usaha 

64.

dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Peraturan ini menjelaskan proses penapisan 

untuk jenis Kajian Dampak di berbagai sektor. Proses penapisan didasarkan pada ambang batas 

untuk ruang lingkup kegiatan, misalnya: kapasitas pabrik, panjang pipa, panjang jalan, dll.  

 

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan 

65.
Dokumen Lingkungan Hidup. Peraturan ini menetapkan langkah-langkah dalam melakukan 

Analisis Dampak dan isi dokumen AMDAL. 

 

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan 
66.

Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Peraturan 

ini memberikan pedoman untuk pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam Proses Analisis 

Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar berikut: 

transparansi, kesetaraan, keadilan serta koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para 

pemangku kepentingan. 

E. Kebijakan Safeguard Bank Dunia yang Dipicu 

 Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap proyek-proyek serupa dan penapisan awal 
67.

lingkungan dan sosial, Kebijakan Safeguard Bank Dunia yang relevan dan/atau dipicu oleh 

kegiatan NUDP ditunjukkan di bawah ini (lihat Tabel 2). Alasan pemicu kebijakan oleh NUDP 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2. Daftar Kebijakan Safeguard Bank Dunia yang Dipicu 

Kebijakan Safeguard yang Dipicu oleh Proyek Ya Tidak 

Kajian Lingkungan OP/BP 4.01 X  

Habitat Alami OP/BP 4.04  X 

Hutan OP/BP 4.36  X 

Pengelolaan Hama OP 4.09  X 

Cagar Budaya OP/BP 4.11  X 

Masyarakat Adat OP/BP 4.10 X  

Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela OP/BP 4.12 X  

Keselamatan Bendungan OP/BP 4.37  X 

Proyek pada Perairan Internasional OP/BP 7.50  X 

Proyek di Wilayah Sengketa OP/BP 7.60  X 

 

 OP 4.01 Kajian Lingkungan adalah untuk memastikan bahwa proyek ini berwawasan 
68.

lingkungan dan berkelanjutan. Analisis potensi dampak lingkungan harus dilakukan untuk 

mencegah atau meminimalkan potensi dampak lingkungan dan sosial (melalui penghindaran, 

minimalisasi, dan mitigasi atau dengan kompensasi ekologis), sambil melibatkan para 

pemangku kepentingan terkait sepanjang masa proyek. Poin-poin berikut menjelaskan relevansi 

OP 4.01 dalam NUDP. 

 

 Proyek ini dirancang untuk meningkatkan (PDO) mendorong perencanaan dan proses 
69.

perkotaan terpadu di tingkat kota dan dampak keseluruhan proyek diharapkan menjadi positif. 

Kegiatan-kegiatan di semua komponen memerlukan penguatan perencanaan, penentuan 

prioritas, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya, dengan berbagai peluang untuk 

meningkatkan perhatian terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial dari zonasi dan 

perubahan infrastruktur di masa depan yang akan dihasilkan dari kegiatan proyek.  



23 
 

 

 Komponen 1 tidak akan: (i) secara langsung maupun tidak langsung mendukung 

70.

rancangan teknis (DED) atau kajian teknis yang mengarah pada persiapan investasi fisik; atau (ii) 

menetapkan atau mendukung perumusan rencana baru penatagunaan tanah. Kegiatan ini 

memberikan peluang penting untuk mengintegrasikan tujuan lingkungan dan sosial ke dalam 

kebijakan dan peraturan pembangunan perkotaan. Pengarusutamaan pertimbangan safeguard, 

termasuk peningkatan konsultasi pemangku kepentingan dan dialog selama proses peninjauan 

dan revisi kerangka peraturan, akan dicapai melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR), dan 

melalui pelatihan dan langkah-langkah peningkatan kapasitas lainnya. 

 

 Komponen 2 akan menggunakan pendekatan Kerangka Pengembangan Tata Ruang 

71.

(SDF), Kerangka Kawasan Strategis (SAF), untuk memperkuat Rencana Tata Ruang saat ini bagi 

kota-kota partisipan. Kedua dokumen ini akan membangun atau mendukung penguatan 

rencana penatagunaan tanah yang ada (RTRW, RDTR) yang mungkin memiliki potensi dampak 

lingkungan dan sosial. Selain itu, Dokumen Perencanaan Wilayah Perkotaan (Precinct Plan) akan 

menyoroti kesenjangan infrastruktur pada SDF tingkat lingkungan, SAF dan Precinct Plan 

bersama akan memberikan masukan untuk CIP kota-kota partisipan. Penting untuk dicatat 

bahwa walaupun memprioritaskan investasi modal dari daftar harapan kota berada dalam 

ruang lingkup proyek ini, sekaligus memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas 

perencanaan serta memperkuat pengendalian pembangunan, tidak akan ada kegiatan 

konstruksi fisik yang didanai oleh NUDP. 

 

 Meskipun NUDP tidak membiayai pengembangan Studi Kelayakan (FS), Rancangan 
72.Teknis (DED) atau infrastruktur apa pun, langkah-langkah pengamanan yang termasuk dalam 

ESMF ini akan tetap berfungsi sebagai tindakan pencegahan dan meningkatkan kapasitas lokal 

untuk mengantisipasi dampak hilir tidak langsung di masa depan yang mungkin termasuk 

dampak terinduksi pada situs bersejarah, dampak terinduksi pada penggunaan sumber daya di 

pinggiran kota, kemungkinan relokasi warga termasuk penghuni ilegal di tanah pemerintah, 

serta memiliki dampak merugikan pada daerah sensitif atau terlarang di hilir suatu 

kemungkinan investasi fisik di masa depan. Antisipasi potensi dampak masa depan ini dalam 

proses perencanaan kota disediakan dalam ESMF, melalui sosialisasi, pelatihan, serta melalui 

masukan khusus untuk membangun pertimbangan lingkungan dan sosial bagi CIP, seperti 

dibahas dalam bagian III. 

 

 Komponen 2 juga akan mendukung dan memperkuat data dan informasi dalam 

73.

perencanaan kota. Proyek ini akan melakukan berbagai studi, antara lain studi zonasi 

lingkungan dan kesesuaian lahan, yang akan menghasilkan input berkualitas tinggi untuk SDF, 
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SAF, dan PP untuk meningkatkan keberlanjutan dan mempromosikan hasil positif dari investasi 

masa depan. Studi zonasi lingkungan dan kesesuaian lahan akan memasukkan setiap informasi 

lingkungan dan sosial dalam perencanaan tata ruang (mis. Bahaya alam, kepemilikan lahan, 

keberadaan masyarakat adat, dll) dan memastikan bahwa semua kegiatan yang dikembangkan 

dalam rencana akan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. 

 

 Keluaran Komponen 3 adalah peningkatan kapasitas pemerintah kota untuk melakukan 

74.

perencanaan, penganggaran, dan manajemen proyek yang lebih baik. Keluaran ini juga akan 

membantu memperkuat kapasitas kota dalam mengakses pembiayaan dari berbagai sumber 

termasuk pasar modal, seperti Proyek Dana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RIDF). Oleh 

karenanya komponen ini tidak akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial; setiap 

investasi di masa depan yang dilaksanakan akan tunduk pada proses pengamanan Pemerintah 

Indonesia dan persyaratan pendana, seperti atau termasuk Proyek RIDF Bank Dunia yang 

ditetapkan sebagai fasilitas pinjaman sub-nasional.  

 

 Komponen 4 melibatkan penguatan PMU dan PIU dan akan mencakup kontrak untuk 

75.

pengawasan, audit keuangan dan teknis, pengawasan terhadap penyertaan aspek-aspek 

perngamanan lingkungan dan sosial, pemantauan dan evaluasi, dll. Melalui aplikasi ESMF, akan 

ada peluang untuk mengarusutamakan pertimbangan dampak dan risiko lingkungan dan sosial 

melalui serangkaian fungsi di berbagai lembaga.  

 

 Dokumen perencanaan menurut undang-undang, yaitu. RPJMD, RTRW dan RDTR, 
76.diwajibkan oleh hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia agar dilengkapi dengan Kajian 

Lingkungan Hidup (dan Sosial) Strategis (KLHS) sebagai dokumen yang disyaratkan. KLHS harus 

dilakukan secara paralel dengan proses perencanaan tata ruang dan rekomendasi kajian ini 

menjadi masukan untuk dokumen perencanaan. Kesenjangan dalam peraturan telah 

diidentifikasi dan rekomendasi akan diberikan mengenai penguatan KHLS di masa depan, 

dengan TOR praktik terbaik KLHS diberikan untuk mendorong perbaikan yang diperlukan. 

 

 OP 4.10 Masyarakat Adat adalah untuk memastikan bahwa proses pembangunan 
77.

sepenuhnya menghormati martabat, hak asasi manusia, ekonomi, dan budaya Masyarakat Adat 

(MA). Bank Dunia mengakui bahwa identitas dan budaya MA terkait erat dengan tanah tempat 

mereka tinggal dan sumber daya alam tempat mereka bergantung. Keadaan yang berbeda ini 

membuat MA terpapar berbagai jenis risiko dan berbagai tingkat dampak dari proyek 

pembangunan, termasuk hilangnya identitas, budaya, dan mata pencaharian adat, serta 

paparan terhadap penyakit. Masalah gender dan antar generasi di antara MA juga rumit. 
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Sebagai kelompok sosial dengan identitas yang sering berbeda dari kelompok dominan di 

masyarakat nasional mereka, MA sering berada di antara segmen populasi yang paling 

terpinggirkan dan rentan. Akibatnya, status ekonomi, sosial, dan hukum mereka seringkali 

membatasi kapasitas mereka untuk mempertahankan kepentingan dan hak atas tanah, wilayah, 

dan sumber daya produktif lainnya, dan/atau membatasi kemampuan mereka untuk berperan 

serta dan mendapat manfaat dari pembangunan. Pada saat yang sama, Bank Dunia mengakui 

bahwa MA memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan dan bahwa hak-hak 

mereka semakin dibahas di bawah hukum dalam negeri dan internasional. Poin-poin berikut 

menjelaskan relevansi OP 4.10 dalam NUDP. 

 

 Kebijakan ini dipicu berdasarkan pada pemahaman bahwa proses perencanaan kota 

78.

akan membutuhkan partisipasi dari publik, termasuk Masyarakat Adat. Selain itu, dengan 

partisipan sebanyak hingga 15 kota di Indonesia, terdapat kemungkinan kehadiran Masyarakat 

Adat yang dapat terpengaruh oleh kegiatan Proyek di bawah Komponen 2. Kehadiran MA akan 

diketahui setelah kota partisipan diidentifikasi dan diputuskan. Penapisan untuk MA akan 

melibatkan verifikasi dan konfirmasi keberadaan MA di tingkat kota, untuk dimasukkan dalam 

proses perencanaan dan sistem yang diterapkan sebagai bagian dari proyek. Sebagai contoh, 

dimasukkannya penapisan MA dalam pedoman lingkungan dan sosial untuk CIP akan 

memperkuat kemungkinan kehadiran dan kepentingan MA dibahas dalam proses perencanaan. 

Sebagai sumber bagi peserta proyek, contoh TOR untuk Kerangka Penanganan Masyarakat Adat 

(IPPF) diberikan dalam Lampiran 7. 

 

 OP 4.12 Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela adalah untuk memastikan bahwa 
79.

pemukiman kembali secara tidak sukarela, termasuk pemindahan fisik atau ekonomi, dihindari 

atau diminimalkan dalam proses perencanaan. Jika hal ini tidak dapat dihindari, warga yang 

terkena dampak proyek diberikan pilihan kompensasi, bantuan pemukiman kembali dan 

bantuan pemulihan mata pencaharian, setidaknya ke taraf sebelum pemukiman 

kembali/pembebasan tanah dilakukan. Poin-poin berikut menjelaskan relevansi OP 4.12 dalam 

NUDP. 

 

 Kegiatan komponen Proyek tidak secara langsung melibatkan pemukiman kembali 

80.

secara tidak sukarela, pengadaan tanah, pembatasan akses, atau perpindahan. Namun 

demikian, kegiatan Proyek terkait erat dengan perencanaan penatagunaan tanah dan 

diperkirakan dapat mengakibatkan kemungkinan pemukiman kembali secara tidak sukarela di 

masa mendatang karena pelanggaran penggunaan lahan (mis. pemukiman kembali di daerah 

rawan bencana, kawasan lindung, di mana masyarakat mungkin diminta untuk pindah karena 
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alasan keamanan, atau karena adanya konslidasi lahan yang melibatkan instansi pemerintah 

untuk rencana pembangunan infrastruktur di masa depan). Oleh karena itu OP 4.12 dipicu 

untuk memastikan adanya perhatian pada masalah akses lahan dan sumber daya yang 

digunakan sebagai tujuan mata pencaharian serta kebutuhan perumahan. Sebagai pendekatan 

pengamanan umum untuk pengarusutamaan masalah lingkungan dan sosial, termasuk untuk 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam kebijakan perencanaan kota dan proses 

peraturan, OP 4.12 dan persyaratannya akan dimasukkan dalam sosialisasi ESMF dan kegiatan 

pelatihan khusus untuk lembaga yang berpartisipasi. BAPPEDA, ATR/BPN, KLHK dan PUPR 

semua memiliki mandat yang berkaitan langsung dengan masalah seperti pengadaan tanah, 

sumbangan tanah sukarela, pemukiman kembali secara fisik, dan perpindahan ekonomi. 

Sebagai masalah penting untuk dipertimbangkan dalam kegiatan proyek, langkah-langkah 

pengamanan akan memasukkan topik-topik ini dalam pelatihan, dan dalam memberikan contoh 

TOR untuk LARPF sebagai bagian dari ESMF ini (lihat Lampiran 9) termasuk pertimbangan 

kebijakan lingkungan dan sosial dalam pelatihan, khususnya terkait dengan Zonasi Lingkungan 

dan Kajian Penatagunaan Tanah di bawah Komponen 2, dan dalam CIP, yang merupakan 

'mitigasi' pencegahan lain terkait  OP 4.12 yang dibahas lebih lanjut dalam Bagian IV. 

 

 Kebijakan operasional lainnya seperti OP 4.37 Keselamatan Bendungan, OP 4.04 Habitat 

81.

Alam dan OP 4.11 Sumber Daya Budaya Fisik tidak dipicu karena potensi dampak tidak langsung 

dari proyek TA ini tidak diprediksi akan terjadi dalam investasi masa depan karena pemilihan 

kota akan dilakukan saat implementasi dan tidak semua kota yang dipilih (yang sebagian besar 

terletak di daerah perkotaan) akan membangun bendungan ataupun memiliki habitat alami dan 

situs cagar budaya di dalam kota. Untuk OP 4.09 Pengelolaan Hama, proyek tidak akan secara 

langsung menghasilkan pestisida atau terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan 

pengelolaan hama atau kegiatan yang akan meningkatkan penggunaan pestisida di masa 

mendatang. 

 

F. Analisis Kesenjangan Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Persyaratan Safeguard Bank 

Dunia 

 Hukum dan peraturan Indonesia terkait pengamanan lingkungan dan sosial diuraikan di 
82.

atas. Analisis peraturan ini terhadap Kebijakan Safeguard utama Bank Dunia menunjukkan 

bahwa ada beberapa perbedaan dalam ruang lingkup dan persyaratan, yang perlu ditangani 

melalui ESMF ini sebagai bagian dari proyek NUDP. Kesenjangan dan langkah-langkah untuk 

mengatasinya diuraikan dalam Lampiran 1. 
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III. DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG DIANTISIPASI 

 Dampak lingkungan dan sosial NUDP tidak langsung dan sebagian besar positif. Melalui 

83.

kajian baru, proses perencanaan yang ditingkatkan dan alat tambahan seperti CIP, perhatian 

pada beragam variabel lingkungan dan sosial dalam pengembangan kota akan meningkat dan 

dapat diharapkan mengarah pada penghindaran dampak negatif dari perencanaan yang buruk. 

Potensi dampak buruk tidak langsung dari NUDP kecil dan hanya terkait dengan pelaksanaan 

beberapa kajian untuk persiapan rencana pengembangan tata ruang termasuk Kerangka 

Pengembangan Tata Ruang (SDF), Kerangka Kawasan Strategis (SAF), dan Precinct Plan dalam 

CIP (Komponen 2). Satu pengecualian untuk ini yaitu dampak potensial yang terkait dengan 

penggunaan lahan seperti masalah sekunder yang timbul dari studi dan proses perencanaan 

yang tidak terkait langsung dengan kegiatan NUDP. Dengan fungsi pemerintah dalam 

konsolidasi tanah untuk keperluan infrastruktur, zonasi ulang dan peningkatan penegakan 

rencana tata ruang, dampak pada kepemilikan dan penggunaan lahan, termasuk perubahan 

pada pola perumahan / pemukiman kembali mungkin berpotensi terjadi. 

 

 Kegiatan NUDP mencakup berbagai kajian yang mengkaji, baik secara pustaka maupun 

84.

di lapangan, masalah-masalah seperti zonasi lingkungan, kesesuaian tanah, zonasi, 

pengintegrasian penggunaan tanah dan ketersediaan transportasi untuk akses ke pekerjaan dan 

layanan, dll. Berbagai kajian tersebut melibatkan pertimbangan dalam perencanaan 

infrastruktur kota, termasuk ketersediaan tanah, baik kosong maupun dihuni. Proses 

melakukan berbagai kajian itu sendiri akan melibatkan konsultasi dan kerja lapangan, dengan 

kehadiran surveyor di beberapa permukiman dan kawasan umum, dan kebutuhan untuk 

wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD) dan/atau pertemuan publik kecil. Berbagai 

kegiatan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian atau kecemasan di beberapa pemangku 

kepentingan, dan mungkin juga memicu kegiatan spekulatif (transaksi tanah) sebagai akibat 

tidak langsung. Ada juga potensi pengesampingan masyarakat rentan dan lingkungan sekitar 

dari berpartisipasi penuh dalam berbagai kajian tersebut, sehingga upaya pengamanan tertentu 

dibutuhkan.   

 

 Masukan dari SDF, SAF, dan Dokumen Perencanaan Wilayah Perkotaan (Precinct Plan) 
85.

akan dipertimbangkan dalam CIP yang akan mendukung penentuan prioritas proyek tingkat 

kota. CIP adalah metodologi dan alat berbasis proses untuk memprioritaskan, menyesuaikan 

anggaran, melacak kemajuan setiap tahun dari perspektif anggaran dan target. CIP 

menghasilkan rencana bergulir tahun jamak dari berbagai proyek investasi modal yang 

diprioritaskan dari tahun ke tahun dengan tanggal permulaan dan penyelesaian yang 

diantisipasi, perkiraan biaya tahunan, metode pembiayaan yang diusulkan, dan identifikasi 



28 
 

kesenjangan pembiayaan. Dengan demikian CIP adalah kegiatan NUDP lain yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial serta meningkatkan manfaat 

positif lingkungan dan sosial. Pada tahap penangkapan dan penentuan prioritas proyek, CIP 

dapat dirancang untuk memasukkan kriteria mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial 

yang bertindak sebagai pedoman untuk mencegah dan mengurangi potensi dampak buruk.  

 

 Di luar ruang lingkup pembiayaan proyek, CIP kota-kota partisipan dapat mengarah 

86.

pada studi kelayakan, rancangan teknis atau keluaran lain dalam persiapan pembangunan 

infrastruktur fisik di masa depan, yang mungkin memiliki potensi implikasi lingkungan dan 

sosial. Dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial dalam CIP, risiko ini dapat 

diantisipasi dengan lebih baik. Mitigasi potensi dampak di masa depan berada di luar cakupan 

ESMF ini, seperti disebutkan sebelumnya, usulan investasi aktual akan tunduk pada persyaratan 

pengamanan pada saat itu.   

 

 Seperti disebutkan dalam bagian sebelumnya, pembiayaan NUDP tidak secara langsung 

87.

mendukung studi kelayakan, rancangan teknis atau kajian teknis menuju persiapan investasi 

fisik. Namun, proyek ini memang memperkuat kapasitas untuk mengurangi kemungkinan 

dampak lingkungan dan sosial yang disebutkan di atas.  

 

IV. TINDAKAN, PENDEKATAN, DAN PELAKSANAAN MITIGASI 

 ESMF mencakup prinsip dan strategi pengamanan lingkungan dan sosial, dengan 
88.tindakan terencana, untuk dijadikan pedoman bagi PIU, CPMU, serta pemerintah kota dalam 

tahap perencanaan dan pelaksanaan NUDP. Persiapan ESMF melibatkan penilaian kesenjangan 

pertimbangan lingkungan dan sosial antara Kebijakan Bank Dunia dan peraturan Pemerintah 

Indonesia.   

 

 Secara umum, proses ESMF dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahap: Penapisan 
89.

potensi dampak lingkungan dan sosial dari dokumen perencanaan menurut undang-undang, 

pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi. 

 

 Proses penapisan lingkungan dan sosial dalam NUDP adalah untuk mengidentifikasi 

90.

sejauh mana pertimbangan lingkungan dan sosial diperlukan sebagai masukan ke dalam 

dokumen perencanaan yang ada (RTRW, RDTR, dan RPJMD) dan kegiatan NUDP (SDF, SAF, 

Precinct Plan dan CIP ) dan apakah ada kesenjangan antara Kebijakan Bank Dunia dan peraturan 
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Pemerintah Indonesia dalam dokumen seperti KLHS. Kuesioner/daftar periksa umum akan 

dikembangkan untuk membantu proses ini. Penapisan pra-pelaksanaan adalah untuk 

mengidentifikasi peluang dan titik masuk dalam proyek bantuan teknis ini. Penapisan juga 

merupakan proses yang berkelanjutan ketika proyek multi-kota dilaksanakan, yaitu selama 

tahap pelaksanaan, 'proses penapisan' lebih lanjut dilakukan untuk mempertimbangkan secara 

berkala apakah ada peluang baru, atau yang terlewatkan, untuk meningkatkan pertimbangan 

lingkungan dan sosial dalam kegiatan proyek untuk lokasi tertentu. 

 

 Pendekatan 'mitigasi' pengamanan untuk masalah lingkungan dan sosial di NUDP secara 

91.

luas mencakup pengarusutamaan pertimbangan lingkungan dan sosial dalam proses yang ada 

dan meningkatkan kesadartahuan dampak lingkungan dan sosial serta kualitas praktik. Tiga 

strategi spesifik direncanakan untuk: 

 mengarusutamakan berbagai aspek lingkungan dan sosial, termasuk perhatian khusus 

pada pengadaan lahan dan potensi isu pemindahan penduduk; 

 meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dan konsultasi publik pada khususnya, 

dan  

 menanamkan berbagai pertimbangan lingkungan dan sosial dalam CIP. 

 

 Kegiatan sesuai dengan strategi ini terdiri dari sosialisasi ESMF, pelatihan lingkungan dan 

92.
sosial khusus, dengan modul mengenai topik-topik spesifik yang menyasar kelompok-kelompok 

berbeda sebagaimana diperlukan, dan penyertaan aspek lingkungan dan sosial dalam TOR 

pengadaan untuk CIP, pengembangan, keluaran2, dan pelatihan dalam penggunaannya. 

 

 Format acuan dokumen pengamanan yang relevan untuk kemungkinan kegiatan hilir 
93.

dari RPJMD/RTRW di luar NUDP, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial 

(AMDAL/ESIA), Kode Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP), dan Rencana Penanganan 

Masyarakat Adat (IPP) tersedia dalam ESMF ini sebagai lampiran. Sebagai nilai tambah 

pengamanan, informasi tentang instrumen ini akan dimasukkan dalam pelatihan lingkungan 

dan sosial yang diberikan melalui NUDP, dan PIU akan disarankan untuk merujuk pada lampiran 

ini sebagai alat perencanaan ketika RPJMD/RTRW diwujudkan. Keseluruhan prosedur ESMF dan 

titik masuk diilustrasikan dalam Gambar 2. 

                                                           
2
 Keluaran yang memungkinkan adalah daftar investasi hijau dari pemrosesan berulang CIP.  
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Gambar 2. Tata Cara ESMF 

 

A. Pelaksanaan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

 

 Strategi utama terkait risiko lingkungan dan sosial di bawah NUDP adalah 
94.

pengarusutamaan dan pencegahan dampak negatif melalui peningkatan kesadartahuan, 

pelatihan, masukan ke dalam TOR yang relevan dan memperkuat pertimbangan lingkungan dan 

sosial dalam mekanisme perundang-undangan dan peraturan terkait. Tabel 3 memberikan 

gambaran umum tentang pendekatan ini dan bagaimana mitigasi pengamanan lingkungan dan 

sosial ditanamkan dalam pengembangan ESMF ini. 
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Tabel 3. Tinjauan Umum Intervensi Pengamanan Lingkungan dan Sosial NUDP 

Pendekatan/Strategi Mitigasi Sasaran Langsung 

Memperkuat proses 

perencanaan yang ada 

dengan mengarusutamakan 

analisis lingkungan dan sosial  

o Sosialisasi ESMF  
o Pelatihan 

Kesadartahuan 
Lingkungan dan Sosial* 

o Kajian Masyarakat Adat 
tingkat kota 

NUDP CPMU, PIU dan 

Bappeda/Sekda tingkat kota, 

serta praktisi profesional, 

konsultan dan pemangku 

kepentingan lain yang terkait. 

o Memberikan contoh 
TOR untuk KLHS 

o Memberikan contoh 
untuk LARPF, IPP, 
Prosedur Temuan 
Cagar Budaya, GRM 

o Menyediakan ESCOP 
untuk perencanaan 

 

SDF, SAF, Precinct Plan –ATR 

dan DLH tingkat kota 

Memperkuat kapasitas untuk 

peran serta 

masyarakat/keterlibatan 

warga negara 

 

o Memberikan pelatihan 
tentang praktik terbaik 
dalam konsultasi publik 

o Inklusi sosial 

PIU, para praktisi tingkat kota 

dan konsultan (perencanaan 

kota) 

Menanamkan aspek-aspek 

Lingkungan dan Sosial dalam 

kriteria prioritas CIP  

o Memasukkan aspek 
lingkungan dan sosial 
dalam persyaratan 
pengadaan dan 
penjelasan untuk 
rancangan perangkat 
lunak CIP  

o Memberikan pelatihan 
tentang lingkungan dan 
sosial sebelum kegiatan 
perancangan CIP 
tingkat kota 

o Memberikan pelatihan 
aspek lingkungan dan 
sosial* sebelum kegiatan 
desain CIP di tingkat kota 

 

Metodologi CIP, Kemendagri, 

Bappeda/Sekda, para praktisi 

tingkat kota dan konsultan 

(perencanaan kota) 

* termasuk isu pengadaan lahan dan pemindahan penduduk 

 Memperkuat aspek-aspek lingkungan dan sosial dalam proses pembangunan dan 

95.

perencanaan. Untuk strategi utama pertama di bawah ESMF ini titik masuk berikut telah 

diidentifikasi: 

o Dokumen KLHS/SESA sebagaimana berlaku;  
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o Perencanaan Investasi Modal (CIP);  

o Keterlibatan warga negara melalui konsultasi publik tentang dokumen RTRW dan RDTR;  

o Penyusunan dan konsultasi. 

 

 KLHS/SESA adalah kajian pendukung (dokumen) wajib yang harus disertakan dalam 

96.

perumusan RTRW dan RDTR kota. Rekomendasi dari KLHS harus dipertimbangkan dalam 

dokumen perencanaan di tingkat pemerintah kota, melalui pedoman teknis, surat komitmen, 

surat edaran, surat keputusan atau peraturan pemerintah daerah/kota. Kuesioner dan daftar 

periksa umum akan dikembangkan untuk memastikan semua informasi strategis dan penting 

dari KLHS dipertimbangkan, termasuk perhatian khusus pada pengadaan lahan dan potensi isu 

pemindahan penduduk (Lampiran 5 dan Lampiran 9). Hubungan komponen perencanaan 

dengan aspek lingkungan dan sosial dianalisis dalam KLHS tersebut sebagai dasar untuk 

memberikan rencana alternatif dan rekomendasi ke dokumen perencanaan. Karena kedalaman 

analisis sosial yang diperlukan tidak secara jelas dinyatakan dalam peraturan yang ada, ruang 

lingkup tersebut harus diklarifikasi dan diuraikan dalam TOR yang diperkuat untuk KLHS, sesuai 

dengan praktik terbaik internasional, di berbagai kota di mana intervensi RTRW dan RDTR 

dilakukan. Namun keefektifan masukan yang disarankan tergantung pada waktu penyusunan 

dan revisi KLHS, karena NUDP tidak secara langsung berdampak pada dokumen-dokumen ini.  

 

 Kerangka CIP yang diusulkan dalam NUDP akan berfungsi sebagai alat untuk 

97.memprioritaskan program investasi kota-kota partisipan. Penentuan prioritas akan dilakukan 

berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan disepakati oleh 

Pejabat Pemerintah Kota, yang mungkin berbeda di setiap kota. Penting juga untuk 

memasukkan aspek lingkungan dan sosial dalam pertimbangan perencanaan dan penentuan 

prioritas, sehingga pada tahap ini penyertaan rekomendasi KLHS/SESA yang terkait dengan 

aspek lingkungan dan sosial dimasukkan ke dalam CIP. Selanjutnya, informasi umum 

pertimbangan lingkungan dan sosial di kota-kota akan dikembangkan sebagai bagian dari 

kriteria penetapan prioritas CIP. Ini memerlukan pembuatan tab dan menu dalam perangkat 

lunak, memberikan deskripsi naratif dan contoh untuk diakses oleh pengguna CIP, misalnya 

mengenai masyarakat adat, habitat alami, daerah tangkapan air, hutan kota, dan sebagainya. 

Sebagai pilihan dari keluaran perangkat lunak CIP, daftar investasi hijau juga dapat diisi untuk 

digunakan oleh kota-kota untuk menarik investor/pendana hijau (berwawasan lingkungan). 

 

 Jika memungkinkan, NUDP akan meningkatkan kualitas RTRW dan RDTR untuk juga 

98.

memberikan analisis pada aspek lingkungan dan sosial seperti daya dukung lingkungan dan 

kondisi lingkungan yang ada di wilayah perencanaan (misalnya iklim, keanekaragaman hayati, 
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sumber daya alam, topografi, dan geologi lingkungan), isu pengadaan tanah dan pemindahan 

penduduk,  serta analisis sosial budaya (misalnya unsur kota dengan nilai sejarah dan budaya, 

adat istiadat setempat, peran masyarakat, dan norma masyarakat setempat).  

 

 Rincian sarana mitigasi pengamanan untuk setiap potensi dampak yang diidentifikasi 

99.

dari sub-komponen NUDP dimasukkan dalam Tabel 4 di bawah ini. 
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Tabel 4. Sarana Mitigasi Lingkungan dan Sosial 

No Komponen   Sub-komponen Sarana Mitigasi 

1 Pengembangan 
Kelembagaan dan 
Kebijakan Perkotaan 
Nasional 

1 Memperkuat kapasitas Platform Perkotaan untuk 
Koordinasi Lintas Kementerian  

ESMF ini 

2 Dukungan bagi perumusan bagian kebijakan 
perkotaan nasional untuk mendukung 
pembangunan perkotaan terpadu 

ESMF ini 

3 Perumusan Rencana Strategi Infrastruktur 
Perkotaan Nasional. 

ESMF ini 

2 Perencanaan Terpadu 
untuk Pembangunan 
Perkotaan 

1 Dukungan untuk memperkuat landasan data 
kapasitas kelembagaan untuk tata kelola data 

ESMF ini 

2 Dukungan untuk perencanaan spasial terpadu Masukan untuk 
TOR studi zonasi 
lingkungan dan 
kesesuaian tanah 
serta SDF dan 
SAF, ESCOP, 
kuesioner/daftar 
periksa umum 
untuk menarik 
informasi penting 
dari KLHS, 
Bantuan Teknis 
(TA) untuk 
Kesadartahuan 
Lingkungan dan 
Sosial* 

3 Dukungan untuk Precinct Planning ESCOP, masukan 
untuk TOR PP, 
pelatihan 
konsultasi publik, 
Bantuan Teknis 
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(TA) untuk 
Kesadartahuan 
Lingkungan dan 
Sosial* 

4 Kerangka Perencanaan Investasi Modal (CIP) 
dibuat sebagai sarana penentuan prioritas dan 
pelacakan 

ESCOP, masukan 
untuk TOR, 
pelatihan 
konsultasi publik, 
Bantuan Teknis 
(TA) untuk 
Kesadartahuan 
lingkungan dan 
sosial, 
kuesioner/daftar 
periksa umum 
untuk menarik 
informasi penting 
dari KLHS 

3 Pengembangan 
Kapasitas Manajemen 
Keuangan Kota 

 1 Penilaian kapasitas keuangan dan manajemen 
proyek Pemerintah Kota 

N/A 

 2 Manajemen Proyek dan pelatihan Pengadaan N/A 

 3 Meningkatkan kapasitas untuk mengakses 
sumber-sumber pembiayaan alternatif 

N/A 

4 Dukungan 
Pelaksanaan Proyek 

1 Dukungan Manajemen Proyek (PMS)  N/A 

2 Konsultan Manajemen Teknis  N/A 

3 Penyedia Jasa Pengawasan (EO) N/A 

4 Operasional TOR untuk ahli 
safeguard 
(safeguard 
specialist) 

* termasuk isu pengadaan lahan dan pemindahan penduduk
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 Seperti dicatat sehubungan dengan penapisan awal yang dilakukan dalam 100.

mengembangkan konsep NUDP dan ESMF, OP 4.10 dan 4.12 Bank Dunia dipicu untuk proyek 

ini. Kerangka Penanganan Masyarakat Adat (IPPF) dimasukkan dalam Lampiran 7, untuk 

memandu PMU dan PIU dalam penapisan untuk mengidentifikasi keberadaan MA di kota-kota 

yang akan berpartisipasi dalam NUDP, dan kemudian untuk memahami langkah-langkah apa 

yang perlu diambil untuk memenuhi persyaratan kebijakan Bank Dunia 4.10. Walaupun 

kegiatan NUDP hanya kegiatan bantuan teknis, namun penting bagi pemerintah kota untuk 

mengakui kemungkinan keberadaan masyarakat adat di kota karena prosesnya secara tidak 

langsung dapat berdampak pada mereka. Ada peluang untuk melindungi kepentingan 

kelompok-kelompok ini, termasuk untuk melibatkan mereka dalam proses, yang akan 

memenuhi persyaratan kebijakan. Dalam kasus SDF dan CIP, ini dapat berarti memastikan 

bahwa MA dimasukkan sebagai kelompok pemangku kepentingan yang berbeda dan bahwa 

pemetaan atau penandaan wilayah mereka atau yang mereka klaim secara tegas diakui dan 

ditangani/dilindungi, dan bahwa mereka dimasukkan dalam daftar pihak yang akan terlibat 

dalam kegiatan konsultasi. 

 

 Sebagaimana berlaku, langkah-langkahnya termasuk penyelesaian kajian MA di tingkat 101.

kota, untuk memahami profil mereka dan potensi kerentanan yang berkaitan dengan kegiatan 

proyek (termasuk proses perencanaan), untuk merencanakan inklusi mereka dalam proses 

konsultasi publik, serta secara khusus merancang kegiatan konsultasi jika sesuai, dan untuk 

memastikan dukungan masyarakat luas dan identifikasi potensi dampak dan mitigasi yang 

diperlukan terkait dengan kegiatan.  

 

 Contoh Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF) dalam 102.

Lampiran 9 berfungsi sebagai sumber untuk pemerintah kota dan staf PMU/PIU dan konsultan 

dalam setiap kegiatan peningkatan kapasitas yang terkait dengan analisis potensi dampak 

penggunaan tanah dan isu pemindahan penduduk yang terkait potensi kegiatan hilir di masa 

depan setelah proyek ini. Dengan kata lain, daftar investasi prioritas kota akan 

mempertimbangkan penggunaan dan pengadaan tanah sebagai bagian dari SDF dan CIP, dan 

oleh karena itu kesadartahuan akan OP 4.12 dan contoh-contoh dari LAPRF akan digunakan 

untuk menginformasikan pemikiran dan pendekatan untuk analisis dampak dan alternatif. 

Langkah-langkahnya termasuk membangun dalam aspek sosial dan kesadartahuan OP 4.12 

dalam Kajian Penatagunaan Tanah dan Zonasi Lingkungan dan termasuk masalah pengadaan 

tanah dan pemukiman kembali dalam pelatihan lingkungan dan sosial. Dokumen contoh adalah 

referensi yang dapat digunakan dalam pelatihan serta dalam kegiatan Komponen 4, untuk 

membangun kesadartahuan kota tentang praktik-praktik baik dan potensi persyaratan pemberi 
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pinjaman di masa depan terkait dengan investasi/proyek infrastruktur yang berdampak pada 

bidang-bidang ini. 

 

 Memperkuat Keterlibatan Warga Negara melalui Konsultasi Publik yang lebih baik. 103.

Salah satu pintu masuk utama untuk memperkuat keterlibatan warga negara dalam proses 

perencanaan di tingkat kota adalah konsultasi publik untuk dokumen RTRW, RDTR dan RPJMD. 

Peraturan saat ini mensyaratkan konsultasi publik tetapi umumnya tidak memberikan panduan 

tentang bagaimana hal ini dilakukan (lihat Lampiran 1 tentang analisis kesenjangan peraturan 

khusus Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan Bank Dunia). Penguatan proses akan 

mencakup pengembangan dan pelatihan tim KLHS/SESA dan pejabat kota lainnya dalam analisis 

pemangku kepentingan (agar memasukkan penapisan masyarakat adat serta isu lahan dan 

pemindahan penduduk), pengembangan pesan-pesan utama, perencanaan untuk pendekatan 

partisipatif dalam konsultasi (prinsip dan teknik praktis) dan penggunaan hasil konsultasi 

dengan tepat. 

 

 Kerangka Acuan Kerja (TOR) atau pedoman untuk praktik yang lebih baik dalam 104.

perencanaan dan pelaksanaan konsultasi publik tentang dokumen perencanaan harus disiapkan 

dengan rincian lebih lanjut mengenai tujuan konsultasi publik, daftar undangan yang lebih 

inklusif secara sosial (gender, difabel, kelompok minoritas), dan daftar topik, pendekatan untuk 

pertanyaan dan format, yang akan dimasukkan dalam TOR dan pelatihan melalui ESMF ini. Hal 

ini juga dapat dibahas lebih lanjut dengan memberikan pelatihan dan pembinaan dalam 

pendekatan konsultasi publik untuk badan pelaksana tingkat kota di bawah Komponen 4. 

 

 Menanamkan Aspek-aspek Lingkungan dan Sosial dalam Kriteria Prioritas CIP.  Daftar 105.

aspek lingkungan dan sosial untuk dipertimbangkan sebagai kriteria prioritas CIP harus 

dimasukkan dalam pengadaan untuk rancangan perangkat lunak CIP, misalnya ditentukan 

dalam TOR atau ruang lingkup pekerjaan. Memberikan narasi, contoh, dan mungkin visual (foto 

dll) untuk menjadi bagian dari paket perangkat lunak akan membutuhkan masukan spesifik dari 

- atau tinjauan oleh ahli lingkungan dan sosial untuk memastikan materi yang dimasukkan 

akurat dan sesuai untuk tujuan. Ahli safeguard (Safeguard Specialist) Bank Dunia akan meninjau 

konten ini dalam CIP. Metode prioritas CIP bersama dengan kriteria prioritas yang diusulkan 

diilustrasikan pada Gambar 3. Selanjutnya untuk rancangan dan pelatihan tentang penggunaan 

CIP melibatkan modul atau bahan pelatihan, di mana aspek lingkungan dan sosial akan 

dibangun secara khusus, juga akan ditinjau oleh Ahli Safeguard Bank Dunia sebelum 

penyampaian ke peserta pelatihan kota terkait. Perangkat lunak CIP harus dapat menghasilkan 

daftar 'investasi hijau' sebagai bagian dari kriteria prioritas mereka serta dapat memahami isu 
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dan dampak pengadaan lahan serta persyaratannya. Penjelasan lebih rinci tentang masukan 

lingkungan dan sosial untuk dipertimbangkan dalam penentuan prioritas CIP disediakan dalam 

Lampiran 6. 

 

 

 

Gambar 3. Metode Penentuan Prioritas Proyek 

 Pertimbangan lingkungan yang akan membentuk pedoman untuk kriteria prioritas 106.

adalah, namun tidak terbatas pada: 

o Daya dukung lingkungan di wilayah perencanaan kota (misalnya, air tanah, pencemaran 

lingkungan, dll); 

o Habitat alami (misalnya, taman kota, hutan kota, kawasan yang dilestarikan, dll); 

o Ketahanan bencana dan perubahan iklim; 

o Perencanaan pengembangan transportasi perkotaan menuju angkutan umum; 

o Pengurangan kelangkaan air tanah untuk daerah rawan. 

 

 Pertimbangan sosial: 107.

o Kehadiran masyarakat adat, wilayah klaim tanah; 

o Situs budaya atau tempat penggunaan sakral (diketahui secara resmi atau tidak resmi); 

o Demografi, untuk meminta pertimbangan di mana ada permukiman kumuh, kantong 

etnik, kantong minoritas atau lokasi di mana ada kelompok rentan; 
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o Penggunaan lahan, dampak zonasi ulang, dan potensi masalah pemukiman kembali. 

 

 Untuk kemungkinan investasi prioritas di masa depan yang terdaftar dari CIP, referensi 108.

dibuat untuk Pedoman Umum Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (EHS) WBG (lihat 

Lampiran 15) untuk mengurangi potensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan konstruksi 

B. Pemantauan dan Evaluasi 

 Pemantauan dan evaluasi untuk intervensi pengamanan, khususnya dari tiga strategi 109.

(lihat Tabel 3) dan kegiatan terkait yang diuraikan di atas, harus dilakukan secara rutin oleh 

PMU dan ahli safeguard (safeguard specialist) Bank Dunia. Kegiatan khusus yang akan dipantau 

adalah penyertaan kegiatan ini dalam rencana kerja, anggaran, TOR untuk pengadaan orang 

atau bahan, isi pelatihan dan isi lingkungan dan sosial dalam CIP. Pemantauan dan evaluasi 

untuk proses pemerintah yang lebih luas termasuk dokumen perencanaan menurut undang-

undang, dll, hanya dapat dipengaruhi saja oleh proyek, sehingga kegiatan pemantauan dan 

evaluasi terbatas pada memastikan penyediaan daftar periksa umum untuk pengamanan, yaitu 

bukan isi substantif dalam rencana tersebut, karena ini berada di luar ruang lingkup kegiatan 

NUDP. 

 

V. KONSULTASI DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI 

 ESMF wajib untuk dikonsultasi kepada publik sebelum finalisasi. Pemangku kepentingan 110.

utama seperti PIU, kementerian terkait, LSM, dan akademisi telah diundang ke lokakarya 

konsultatif yang diadakan di Jakarta dan telah berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. Diskusi 

difokuskan pada kemudahan penggunaan dan implementasi ESMF, kesesuaian penilaian 

dampak, kecukupan mekanisme mitigasi upaya perlindungan, dan kebutuhan pelatihan bagi 

para pemangku kepentingan. Sebelum konsultasi, rancangan ESMF telah diungkapkan kepada 

publik melalui situs web BPIW [bpiw.go.id]. 

 

 ESMF telah diupload di situs web BPIW [bpiw.go.id] pada 14 Desember 2018 dan 111.

konsultasi publik pertama telah dilaksanakan pada 19 Desember 2018. Konsultasi kedua 

diadakan pada 8 Februari 2019. Masukan dari konsultasi ini telah dimasukkan ke dalam ESMF 

dan diselesaikan, misalnya, dengan penjelasan lebih detail tentang potensi masalah lahan dan 

pemukiman kembali yang terkait dengan beberapa kegiatan dalam NUDP, dan penekanan yang 

jelas pada topik-topik ini telah dimasukkan dalam strategi dan tindakan mitigasi. 
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A. Prinsip Konsultasi 

 Kegiatan konsultasi sampai saat ini, di masa depan, dan selama sosialisasi kota pada 112.

tahap implementasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut untuk konsultasi yang bermakna: 

 Memberikan informasi yang jelas, faktual, dan akurat secara transparan dan 

berkelanjutan kepada pemangku kepentingan masyarakat melalui konsultasi bebas, 

didahulukan dan diinformasikan; 

 Mendengarkan dan mempelajari budaya dan kearifan lokal dan sosial; 

 Menyediakan peluang bagi pemangku kepentingan masyarakat untuk mengangkat 

masalah, menyarankan, dan menyuarakan kecemasan dan harapan mereka yang terkait 

dengan Proyek; 

 Melibatkan perempuan, laki-laki, lansia, pemuda dan anggota masyarakat yang rentan, 

masyarakat adat, serta mereka yang memegang posisi otoritas dan kekuasaan; 

 Memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana kontribusi 

mereka dipertimbangkan dalam pengembangan penilaian dan rencana yang relevan; 

 Membangun kapasitas di antara para pemangku kepentingan masyarakat untuk 

menafsirkan informasi yang diberikan kepada mereka; 

 Memperlakukan semua pemangku kepentingan masyarakat dengan hormat, dan 

memastikan bahwa semua personel dan kontraktor proyek yang berhubungan dengan 

pemangku kepentingan masyarakat melakukan hal yang sama; 

 Menanggapi seluruh permasalahan dan permintaan izin; dan 

 Membangun hubungan yang konstruktif dengan pemangku kepentingan masyarakat 

yang teridentifikasi dan dengan tingkat kontak yang sesuai. 

B. Rencana Konsultasi Publik untuk ESMF 

 Konsultasi publik dilakukan selama dua hari, dengan konsultasi pertama menargetkan 113.

Kementerian sedangkan konsultasi kedua menargetkan masyarakat termasuk LSM, asosiasi 

profesional dan akademisi. Setelah konsultasi, masukan dari pemangku kepentingan dicatat 

dalam ESMF dan dipertimbangkan untuk finalisasi dokumen. ESMF final akan dapat diunduh 

publik di situs web BPIW. 

 

 ESMF akan disosialisasikan kepada Pemerintah Kota selama acara sosialisasi kota, di 114.

mana akan ada peluang untuk melibatkan Pemerintah Kota dengan cara yang berarti yang 

memungkinkan mereka untuk memberikan masukan kepada ESMF dan ESMP masa depan, dan 

untuk mendapatkan semua penjelasan dan klarifikasi yang diperlukan untuk mendukung 

implementasi yang efektif. Peserta konsultasi yang mungkin terdiri dari praktisi profesional 

dalam perencanaan kota, asosiasi, akademisi, LSM, dan perwakilan dari masyarakat. 
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C. Instrumen Konsultasi Publik 

 Komunikasi selama pengembangan dan pelaksanaan proyek melibatkan pengumpulan 115.

dan pemberian informasi, dan mencapai kesepakatan melalui dialog. Tabel 5 merangkum 

beberapa teknik yang paling umum digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik 

dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Konsultan safeguard dapat menggunakan salah 

satu dari teknik ini dalam mengembangkan Rencana Konsultasi. 

 

Tabel 5 Teknik untuk Menyampaikan Informasi kepada Publik 

Teknik Poin utama Keuntungan Kerugian 

Materi tercetak Buletin informasi, 
brosur, laporan: Teks 
harus sederhana dan 
non-teknis dan relevan 
bagi pembaca 
 
Berikan instruksi yang 
jelas tentang cara 
mendapatkan informasi 
lebih lanjut 

 Langsung 

 Dapat 
memberikan 
informasi rinci 

 Hemat biaya 

 Menghasilkan 
catatan 
komunikasi 
permanen 

 Memerlukan 
keterampilan dan 
sumber daya 
khusus 

 Tidak efektif 
untuk pemangku 
kepentingan yang 
tuna aksara 

Tampilan dan 
pameran 

Dapat melayani untuk 
menginformasikan dan 
mengumpulkan 
komentar 
 
Harus ditempatkan di 
mana partisipan target 
kumpul atau lewat 
secara teratur 

 Dapat 

menjangkau 
pihak-pihak yang 
sebelumnya tidak 
dikenal 

 Tidak menuntut 

publik 

 Biaya preparasi 

dan staffing 

 Tidak cukup 

tanpa teknik 
pendukung 

Media cetak Surat kabar, siaran pers, 
dan konferensi pers 
semuanya dapat 
menyebarkan sejumlah 
besar dan berbagai 
informasi 
 
Identifikasi surat kabar 
yang mungkin tertarik 
dengan proyek ini dan 
untuk menjangkau 
masyarakat yang 
ditargetkan 

 Menawarkan 

cakupan nasional 
dan lokal 

 Dapat 

menjangkau 
sebagian besar 
orang dewasa 
yang tidak buta 
huruf  

 Dapat 

memberikan 
informasi 
terperinci 

 Kehilangan 

kendali atas 
presentasi 

 Hubungan media 

sangat menuntut 

 Tidak termasuk 

buta huruf dan 
orang miskin 
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Media elektronik Radio, internet, media 
sosial, dan video: 
Menentukan cakupan 
(media sosial, internet, 
atau radio), jenis-jenis 
penonton; objektivitas 
yang diperlukan, dan 
jenis siaran yang 
ditawarkan. 
 
Menentukan bagaimana 
menyebarkan hashtag 
media sosial/alamat 
web media sosial, dll. 
kepada masyarakat 
target 

 Dapat dianggap 

otoritatif 

 Banyak orang 

memiliki akses ke 
radio dan ponsel 

 Biaya cenderung 

murah 

 Kerugian untuk 

yang tidak 
memiliki ponsel 
atau akses ke 
internet 

Iklan Berguna untuk 
mengumumkan 
pertemuan publik atau 
kegiatan lainnya 
 
Efektivitas tergantung 
pada persiapan dan 
penargetan yang baik 

 Mempertahankan 
kontrol 
presentasi 

 Dapat 
menimbulkan 
kecurigaan 

Sesi informasi 
formal 

Pengarahan yang 
ditargetkan: Dapat 
diatur oleh sponsor 
proyek atau dengan 
permintaan, untuk 
kelompok masyarakat 
tertentu, LSM, dll. 

 Berguna untuk 
kelompok dengan 
masalah khusus 

 Memungkinkan 
diskusi terinci 
tentang masalah-
masalah spesifik 

 Dapat 
meningkatkan 
harapan yang 
tidak realistis 

Sesi informasi 
informal 

Open House, Kunjungan 
Lapangan, dan Kantor 
Lapangan: Peserta yang 
dipilih dapat 
memperoleh informasi 
langsung atau 
berinteraksi dengan staf 
proyek. Kunjungan 
harus didukung dengan 
materi tertulis yang 
lebih rinci, briefing atau 
konsultasi tambahan. 

 • Memberikan 
informasi 
terperinci 

 Berguna untuk 
membandingkan 
alternatif 

 Langsung dan 
cepat 

 Berguna untuk 
proyek kompleks 

 Kekhawatiran 
lokal 

 Kehadiran sulit 
diprediksi, 
sehingga 
menghasilkan 
nilai membangun 
konsensus yang 
terbatas 

 Membutuhkan 
perencanaan 
yang matang 

 Kantor lapangan 
mahal untuk 
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dikomunikasikan 
kepada staf 

 Dapat membantu 
menjangkau 
pemangku 
kepentingan 
selain masyarakat 
setempat 

dioperasikan 

 Hanya 
menjangkau 
sekelompok kecil 

Sumber: World Bank Environmental Assessment Sourcebook, Number 26 

 

Tabel 6 Teknik untuk Mendengarkan Publik 

Teknik Poin utama Keuntungan Kerugian 

Teknik survei  Wawancara, 
survei formal, 
jajak pendapat, 
dan kuesioner 
dapat dengan 
cepat 
menunjukkan 
siapa yang tertarik 
dan mengapa 

 Dapat terstruktur 
(menggunakan 
kuesioner tetap) 
atau tidak 
terstruktur 

 Pewawancara 
atau surveyor 
lebih baik 
berpengalaman 
yang akrab 
dengan proyek 

 Melakukan 
penilaian awal 
pada pertanyaan 

 Pertanyaan 
terbuka adalah 
yang terbaik 

 Menunjukkan 
bagaimana 
kelompok ingin 
terlibat 

 Memungkinkan 
komunikasi 
langsung dengan 
publik 

 Membantu 
mengakses 
pandangan 
mayoritas 

 Kurang rentan 
terhadap 
pengaruh 
kelompok vokal 

 Identifikasi 
masalah yang 
terkait dengan 
pengelompokan 
sosial 

 Hasil yang 
representatif 
secara statistik 

 Dapat 
menjangkau 
orang-orang yang 
tidak berada 
dalam kelompok 
terorganisir 

 Wawancara yang 
buruk tidak dapat 
produktif 

 Harga mahal 

 Memerlukan 
spesialis untuk 
menghasilkan 
output dan 
menganalisiselaku
kan analisis 

 Pertukaran antara 
keterbukaan dan 
validitas statistik 
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Meeting kecil Seminar publik, atau 
focus group 
mendukung 
pertukaran informasi 
formal antara sponsor 
dan publik; dapat 
terdiri dari individu 
yang dipilih secara 
acak atau anggota 
kelompok sasaran; 
para ahli dapat 
diundang  sebagai 
sumber daya. 

 Memungkinkan 

diskusi terperinci 
dan terfokus 

 Dapat bertukar 

informasi dan 
berdebat 

 Monitor yang 

cepat dan murah  

 Merupakan cara 

untuk 
menjangkau 
kelompok 
marginal 

 Kompleks untuk 

dikelola dan 
dijalankan 

 Dapat dialihkan 

oleh kelompok 
dengan minat 
khusus 

 Tidak obyektif 

atau valid secara 
statistik 

 Mungkin dapat 

terlalu 
dipengaruhi oleh 
moderator 

Meeting besar Pertemuan publik 
memungkinkan publik 
untuk menanggapi 
presentasi formal 
secara langsung oleh 
sponsor proyek. 
Pertemuan yang 
efektif membutuhkan 
ketua yang kuat, 
agenda yang jelas, 
dan penyaji yang baik 
atau narasumber. 

 Berguna untuk 

peserta dengan 
jumlah sedang 

 Memungkinkan 

tanggapan dan 
umpan balik 
segera 

 Kesempatan 

berkenalan 
dengan berbagai 
kelompok 
kepentingan 

 Tidak cocok untuk 

diskusi terperinci 

 Tidak baik untuk 

membangun 
konsensus 

 Dapat dialihkan 

oleh kelompok 
dengan minat 
khusus 

 Kehadiran sulit 

diprediksi 

Pengorganisir 
masyarakat / 
advokat 

Teknik ini bekerja erat 
dengan kelompok 
yang dipilih untuk 
memfasilitasi kontak 
informal, 
mengunjungi rumah 
atau tempat kerja, 
atau hanya tersedia 
untuk umum. 

 Memobilisasi 

kelompok yang 
sulit dijangkau. 

 Potensi konflik 

antara pengusaha 
dan klien 

 Waktu yang 

dibutuhkan untuk 
mendapatkan 
umpan balik 

Sumber: World Bank Environmental Assessment Sourcebook, Number 26 

 

VI. SUSUNAN KELEMBAGAAN 

 Di bawah seluruh tanggung jawab Lembaga Pelaksana (EA), NUDP akan menetapkan 116.

susunan bagi PIU untuk mendukung pendekatan pengelolaan lingkungan dan sosial yang 
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diidentifikasi dalam NUDP. Susunan dan tanggung jawab masing-masing lembaga ditunjukkan 

pada Tabel 7.  
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Tabel 7 Susunan PIU untuk Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial 

  RIDA/BPIW MOHA/Kemendagri 
Penapisan lingkungan dan sosial dalam dokumen  
perencanaan menurut undang-undang 

  

 
RTRW/SDF 

  

 
RDTR/SAF 

  

 

Dokumen Perencanaan Wilayah Perkotaan  

(Precinct Plan) 

Memastikan 
penapisan 
lingkungan 
dan sosial 
dilakukan 
dalam proses 
Precinct Plan  

 

Pelaksanaan ESMF    

 
RTRW/SDF 

  

 
RDTR/SAF 

  

 

Dokumen Perencanaan Wilayah Perkotaan  

(Precinct Plan) 

Memastikan 
aspek 
lingkungan 
dan sosial 
dimasukkan 
dalam 
Precinct Plan 
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CIP 

 Memastikan 
penyertaan aspek 
lingkungan dan 
sosial dalam kriteria 
prioritas CIP, dalam 
TOR untuk 
spesifikasi 
pengadaan CIP  

 

Penyusunan KLHS  

 Pelatihan tentang 
peningkatan aspek 
lingkungan dan 
sosial sebagai 
peningkatan 
kapasitas luas di 
tingkat kota 

 
Pelibatan pemangku kepentingan untuk RTRW 

  

 

Pelibatan pemangku kepentingan untuk RDTR 

 Memastikan 
konsultasi yang 
bermakna dilakukan 
dengan WTP 
potensial 

 

Pelibatan pemangku kepentingan untuk Precinct Plan 

Memastikan 
konsultasi 
yang 
bermakna 
dilakukan 
dengan WTP 

potensial, dan 
juga dengan 
para 
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pemangku 
kepentingan 
lainnya seperti 
praktisi 
profesional, 
akademisi dan 
LSM 

Pemantauan dan Evaluasi ESMF    

 
SDF 

  

 
SAF 

  

 

Dokumen Perencanaan Wilayah Perkotaan  

(Precinct Plan) 

Memantau 
dan 
mengevaluasi 
proses 
penyertaan 
aspek 
lingkungan 
dan sosial 
dalam 
Precinct Plan 

 

 

CIP 

 Memantau dan 
mengevaluasi 
proses dan 
kualitasaspek 
lingkungan dan 
sosial dalam CIP 
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VII. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN  

 Tujuan Mekanisme Penanganan Keluhan (MPK/GRM) adalah untuk memastikan bahwa 117.

semua pandangan/pengaduan/keluhan dari perorangan atau kelompok yang terlibat atau 

terpengaruh oleh Proyek akan didengar, diterima dan ditangani secara tepat waktu. 

 

 Proyek ini menyediakan mekanisme penanganan keluhan bagi para pemangku 118.

kepentingan atau masyarakat yang ingin mengungkapkan keluhan/pengaduan mereka selama 

pelaksanaan proyek, termasuk keluhan yang terkait dengan aspek lingkungan dan sosial. 

 

 BPIW akan menjadi titik fokus yang mengkoordinasikan GRM dengan berbagai lembaga 119.

di tingkat nasional. Proyek akan melanjutkan proses penanganan keluhan yang sedang 

berlangsung dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan/atau PUPR, yang 

akan memungkinkan anggota masyarakat dan masyarakat umum untuk menyalurkan keluhan 

dan pertanyaan. Dalam hal keluhan tidak dapat diselesaikan di tingkat kota, BPIW akan 

memfasilitasi tindak lanjut dan penyelesaian perselisihan dengan lembaga nasional terkait, 

sebagaimana diperlukan. BPIW akan menerima laporan GRM triwulanan dari tingkat kota. BPIW 

PUPR akan membentuk tim GRM untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah 

khusus warga terdampak proyek, tidak hanya terbatas pada masalah lingkungan dan sosial 

tetapi juga masalah lain yang berkaitan dengan Proyek, dengan menggunakan dan 

memanfaatkan GRM yang ada sebanyak mungkin. GRM akan bertujuan untuk menyelesaikan 

masalah dengan segera, dalam proses yang tidak berpihak, mudah dipahami dan transparan 

yang disesuaikan dengan masyarakat tertentu, dan tanpa biaya atau tanpa retribusi pada 

pengadu. 

 

 Dalam Proyek ini, BPIW berencana untuk menugaskan salah satu ahli teknisnya 120.

(misalnya, ahli kelembagaan) untuk mengelola keluhan sebagai bagian dari tim GRM-nya. 

Dengan bantuan Konsultan Dukungan Manajemen Proyek (PMS), BPIW juga akan 

mengembangkan Standar Operasional Prosedur untuk Penanganan Keluhan yang secara rinci 

akan menentukan, antara lain: unit yang bertanggung jawab, pengembangan dan pemeliharaan 

tempat dan media pengaduan keluhan/tindak lanjut, alur penanganan keluhan,  layanan 

standar, penilaian, proses verifikasi, prosedur untuk menerima dan menanggapi keluhan 

(termasuk banding), daftar dan dokumentasi keluhan, sosialisasi sistem dan pemberitahuan, 

dan pelaporan.  
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 Semua keluhan akan dapat diajukan melalui situs web resmi [bpiw.pu.go.id] dan akan 121.

beroperasi dengan mekanisme sebagai berikut: 

 Masyarakat akan mengirimkan keluhan melalui formulir di situs web BPIW o

 Keluhan akan diproses oleh tim yang dibentuk oleh BPIW. o

 Berkas-berkas yang relevan akan diteruskan oleh BPIW ke Unit Organisasi terkait di o

PUPR dalam waktu 3 hari kerja dan Kementerian/Lembaga lain dalam 5 hari kerja, 

sementara yang tidak relevan akan dicatat. 

 Tanggapan akan diproses oleh Tim dan akan diumumkan di situs web BPIW serta akan o

dikompilasi sebagai laporan kepada Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis di 

BPIW. 

 

 BPIW akan memberi tahu Bank Dunia tentang keluhan yang diterima dan melaporkan 122.

penyelesaiannya. BPIW juga akan menginformasikan kepada masyarakat tentang akses ke 

Sistem Penanganan Keluhan Bank Dunia. 

 

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMBIAYAAN 

 Peningkatan kapasitas. Pengamanan lingkungan dan sosial akan menjadi bagian dari 123.

keseluruhan peningkatan kapasitas dan lokakarya reguler dan tematis dengan para pemangku 

kepentingan pemerintah. Akan ada beberapa pelatihan tentang pengelolaan lingkungan dan 

sosial, khususnya pada topik dalam ESMF, untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman 

semua unit pelaksana proyek dan konsultan yang terlibat. Jenis pelatihan yang diperlukan oleh 

masing-masing kelompok sasaran disajikan pada Tabel 8 di bawah ini. 

 

Tabel 8. Pelatihan dan Kelompok Sasaran 

No Kelompok Sasaran Jenis Pelatihan  

Sosialisasi 
ESMF* 

Aspek Lingkungan 
& Sosial untuk 

Kajian Pedoman 
dan 

Pengembangan 
CIP* 

Pelatihan 
Safeguard 

untuk 
Kesadartah
uan KLHS 

Pelatihan dan 
Pembinaan 

dalam 
Pendekatan 
Konsultasi 

Publik 

A. Tingkat Pemerintah 

Pusat 

    

1. Komite Pengarah 

Nasional 

X    
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2. CPMU X X   

3. PIU dan Praktisi** X X   

B Tingkat Kota     

1. Pemerintah 

Kota/BAPPEDA 

X X X X 

* termasuk isu pengadaan lahan dan pemindahan penduduk 

**perencana profesional serta konsultan 

  

 Skema pembiayaan 124.

 

Tabel 9. Perkiraan Biaya untuk Peningkatan Kapasitas 

Kegiatan Perkiraan 

Biaya (USD) 

Sumber 

Pembiayaan 

Sosialisasi ESMF  28,800 BPIW 

Kajian Lingkungan & Sosial untuk Kajian 

Pedoman dan Pengembangan SDF dan CIP 

19,200 BPIW 

Pelatihan Safeguard untuk Melaksanakan 

KLHS/SESA 

12,000 BPIW 

Pelatihan dan Pembinaan Pendekatan Konsultasi 

Publik 

12,000 BPIW 
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LAMPIRAN 1: ANALISIS KESENJANGAN UNTUK PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

 

Kebijakan Bank 

Dunia 

Peraturan Pemerintah 

Indonesia 

Kesenjangan yang 

Diidentifikasi  

OP 4.01 ayat 3 

Kajian Lingkungan 

(EA) memperhitungkan 

lingkungan alam 

(udara, air, dan tanah); 

kesehatan dan 

keselamatan manusia; 

aspek sosial 

(pemukiman kembali 

secara tidak sukarela, 

masyarakat adat, dan 

cagar budaya); dan 

aspek lingkungan 

lintas batas dan global. 

EA 

mempertimbangkan 

aspek alam dan sosial 

secara terpadu. 

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan 

No.69/2017 menetapkan 

bahwa dokumen KLHS harus 

mencakup kajian tentang 

setidaknya kapasitas 

lingkungan dan daya dukung, 

risiko lingkungan, perubahan 

iklim, dan keanekaragaman 

hayati. 

Peraturan ATR/BPN No. 

1/2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota telah 

mencantumkan syarat 

lingkungan dan sosial secara 

terperinci, termasuk potensi 

bencana, sumber daya alam, 

kapasitas tanah, 

keseimbangan ekosistem, 

Walaupun disebutkan 

oleh Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan No. 69/2017 

bahwa aspek sosial 

harus dipertimbangkan 

dalam dokumen KLHS, 

kedalaman analisi aspek 

sosial dan rencana 

tindakan tidak jelas. 

Analisis aspek sosial 

dicakup dalam 

Peraturan Menteri 

ATR/BPN No.1/2018 

dan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 

20/2011 secara lebih 

terperinci. Namun, 

masih kurang analisis 

mengenai masyarakat 

adat, kelompok rentan, 
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ketahanan perubahan iklim, 

sambil juga 

mempertimbangkan 

pertimbangan sosial seperti 

perkiraan jumlah penduduk di 

wilayah tersebut, kondisi 

sosial dan budaya (misalnya 

agama, kearifan lokal, dan 

adat istiadat setempat). 

Peraturan Kementerian 

Pekerjaan Umum No.20/2011 

menjelaskan bahwa 

perumusan RDTR dan 

peraturan zonasi harus 

mempertimbangkan aspek 

lingkungan dan sosial dengan 

mengidentifikasi daya dukung 

lingkungan dan kondisi 

lingkungan yang ada di 

wilayah perencanaan 

(misalnya iklim, 

keanekaragaman hayati, 

sumber daya alam, topografi, 

cagar budaya, dan geologi 

lingkungan) serta analisis 

sosial-budaya (misalnya unsur 

kota dengan nilai sejarah dan 

budaya, adat istiadat 

dan penguasaan tanah. 

Persyaratan konsultasi 

dalam proses RTRW 

dan RDTR tidak 

didefinisikan dengan 

baik untuk memastikan 

peran serta dan 

masukan yang 

bermakna atau 

representatif. 
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setempat, peran masyarakat, 

dan norma komunitas 

setempat). 

OP 4.01 ayat 8 

Penapisan lingkungan 

dari setiap proyek yang 

diusulkan untuk 

menentukan tingkat 

dan jenis Kajian 

Lingkungan (EA) yang 

sesuai. 

UU No. 32/2009 mengatur 

instrumen EA yang sesuai 

untuk semua jenis kegiatan. 

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 16/2012 bagian 4.C 

mengatur persyaratan untuk 

mengevaluasi semua dampak 

yang mungkin timbul dari 

Proyek dan menyiapkan 

tindakan-tindakan mitigasi 

untuk mengatasi berbagai 

masalah tersebut. 

Penapisan lingkungan 

yang hanya berdasarkan 

ambang batas teknis 

dapat menyebabkan 

tingkat dan jenis EA 

yang tidak sesuai.  

Penapisan berdasarkan 

evaluasi dampak 

lingkungan yang 

signifikan tidak 

dinyatakan dengan jelas. 

OP 4.01 ayat 13 

Ketika peminjam 

memiliki kapasitas 

teknis yang tidak 

memadai untuk 

menjalankan fungsi 

manajemen 

pengamanan 

lingkungan, Proyek 

menyertakan 

Tidak tercakup Kurangnya 

pengembangan 

kapasitas dan pelatihan 

untuk pelaksanaan 

EMP. Tidak ada 

persyaratan untuk 

merencanakan 

pengembangan 

kapasitas dan pelatihan 

untuk pelaksanaan EA. 
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komponen-komponen 

untuk memperkuat 

kapasitas tersebut. 

OP 4.01 ayat 14 

Selama proses Kajian 

Lingkungan (EA), 

peminjam 

berkonsultasi dengan 

kelompok terdampak 

proyek dan organisasi 

non-pemerintah (LSM) 

setempat tentang 

aspek-aspek 

lingkungan Proyek dan 

mempertimbangkan 

pandangan mereka. 

Peminjam memulai 

konsultasi tersebut 

sedini mungkin. 

Menurut UU 32/2009, 

masyarakat memiliki 

kesempatan untuk ambil 

bagian dalam proses AMDAL, 

dengan meninjau kerangka 

acuan, diajak berkonsultasi 

selama kajian, meninjau 

dokumen, dan sebagai 

anggota Komisi Evaluasi 

AMDAL.  

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 17/2012 tentang 

Pedoman Keterlibatan 

Masyarakat dalam Proses 

Analisis Dampak Lingkungan 

Hidup dan Izin Lingkungan, 

termasuk dokumen UKL-UPL. 

Pengumuman dan 

periode peninjauan yang 

diatur 10 hari kerja tidak 

memungkinkan 

keterlibatan dan 

tanggapan yang efektif 

dalam proses 

peninjauan, bahkan di 

lingkungan perkotaan 

dan untuk pemangku 

kepentingan masyarakat 

yang cerdas. Untuk 

daerah perdesaan dan 

kelompok rentan, 

periode ini tidak 

memungkinkan 

keterlibatan yang berarti. 

Proses konsultasi 

mungkin terlalu eksklusif 

untuk mendapatkan 

dukungan masyarakat 

luas.  

OP 4.10 ayat 6 Peraturan AMDAL mencakup 

konsultasi pada tahap TOR 

Tidak ada persyaratan 

untuk mengidentifikasi 
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Proyek dengan potensi 

dampak pada 

Masyarakat Adat (MA) 

membutuhkan: 

-penapisan; 

-kajian sosial; 

-konsultasi awal dan 

berkelanjutan* untuk 

membangun dukungan 

masyarakat luas yang 

bebas, didahulukan, 

dan diinformasikan; 

-penyusunan dan 

pemberitahuan IPPF 

dan/atau IPP. 

*Ayat 10 dan 11 

menguraikan 

persyaratan konsultasi 

untuk MA 

dan pelaksanaan AMDAL, 

dengan pengumuman publik 

selama 10 hari.  

Masyarakat Adat yang 

terkena dampak atau 

untuk menentukan 

mereka dalam kajian 

dampak; tidak ada 

persyaratan untuk 

berkonsultasi dengan 

Masyarakat Adat secara 

khusus atau dalam 

bahasa daerah; tidak 

ada persyaratan untuk 

dukungan masyarakat 

luas. 

OP 4.12 ayat 6 

Peminjam harus 

menyiapkan rencana 

pemukiman kembali 

atau kerangka 

kebijakan pemukiman 

kembali yang 

UU No. 2/2012 pasal 46 

mengatur tentang kompensasi 

untuk objek pengadaan tanah 

yang diberikan dalam bentuk 

tanah dan/atau bangunan atau 

relokasi. 

Peraturan tersebut tidak 

menetapkan secara 

terperinci bagaimana 

pemukiman kembali 

dilakukan (cenderung 

memberikan 

kompensasi tunai); tidak 

mengatur pemulihan 
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mencakup (i) rencana 

pemukiman kembali 

atau kerangka 

kebijakan pemukiman 

kembali; (ii) rencana 

pemukiman kembali 

atau kerangka 

kebijakan pemukiman 

kembali jika 

dampaknya termasuk 

relokasi fisik; dan (iii) 

rencana pemukiman 

kembali atau kerangka 

kebijakan pemukiman 

kembali bilamana 

diperlukan untuk 

mencapai tujuan 

kebijakan 

mata pencaharian.  

 

 

OP 4.12 ayat 8 

Memberikan perhatian 

khusus pada 

kebutuhan kelompok 

rentan di antara 

mereka yang 

direlokasi, terutama 

mereka yang berada di 

bawah garis 

Tidak tercakup Tidak ada deskripsi 

spesifik berdasarkan 

kerentanan (misalnya 

sebagai masyarakat 

adat atau berdasarkan 

gender). 



58 
 

kemiskinan, yang tidak 

memiliki tanah, orang 

tua, perempuan dan 

anak-anak, 

Masyarakat Adat, etnis 

minoritas, atau orang 

terlantar lainnya yang 

mungkin tidak 

dilindungi melalui 

peraturan perundang-

undangan tentang 

kompensasi tanah 

nasional. 

OP 4.12 ayat 13 

Dampak pada 

masyarakat tuan 

rumah perlu 

dipertimbangkan, dan 

masyarakat tuan 

rumah perlu diajak 

berkonsultasi. 

Tidak tercakup  Pilihan pemukiman 

kembali/relokasi tidak 

diuraikan dengan cukup, 

sehingga masyarakat 

tuan rumah tidak secara 

tegas tercakup dalam 

peraturan Pemerintah 

Indonesia. 
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LAMPIRAN 2: KODE PRAKTIK LINGKUNGAN & SOSIAL (ESCOP) UNTUK NATIONAL URBAN 

DEVELOPMENT PROJECT 

 

Bagaimana menggunakan Kode Praktik (COP) 

 

Ini merupakan pedoman sederhana Kode Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP) untuk referensi 

Unit Pelaksana Proyek (PIU) NUDP tentang penyertaan dan pertimbangan praktik yang baik 

dalam pengelolaan lingkungan dan sosial dalam proses perencanaan kota.  Pelatihan terkait dan 

peningkatan kapasitas mengenai ESCOP akan dilakukan selama klinik bimbingan (coaching 

clinic) dan seluruh pelaksanaan proyek. 

 

Kegiatan SDF, SAF, dan Precinct Plan mengintegrasikan keseluruhan masukan strategi 

pembangunan dan menyoroti kesenjangan infrastruktur, perkiraan kawasan pertumbuhan 

kota, kerentanan di lingkungan kemiskinan perkotaan dan arah pengembangan tata ruang 

keseluruhan untuk kota. Keluaran dari SDF, SAF, Precinct Plan kemudian akan dimasukkan ke 

dalam RTRW/RDTR dan RPJMD.  

 

Masukan dari SDF, SAF, dan Precinct Plan akan dipertimbangkan dalam penentuan prioritas CIP 

proyek. Oleh karena itu, kegiatan CIP dapat dimanfaatkan untuk mengurangi dampak 

lingkungan dan sosial tidak langsung yang mungkin timbul dari kegiatan hilir (kemungkinan 

investasi fisik masa depan). Pada tahap penangkapan dan penentuan prioritas proyek, CIP 

dapat dirancang untuk memasukkan kriteria mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial 

yang bertindak sebagai pedoman untuk mencegah dan mengurangi potensi dampak buruk. 

 

Proyek ini akan menghasilkan dampak positif dari pembangunan perkotaan terencana, dengan 

membantu kota-kota yang memiliki masukan berkualitas lebih tinggi (data, kajian, strategi 

analitik). Oleh sebab itu, masukan yang baik akan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan 

menurut undang-undang. Intervensi proyek akan bertujuan untuk mengatasi kurangnya visi 

tata ruang strategis dalam dokumen perencanaan menurut undang-undang dan memanfaatkan 

panduan strategis ini sebagai dasar untuk penentuan prioritas tata ruang dari investasi modal 

dalam jangka menengah, termasuk untuk mengurangi kerentanan investasi ini terhadap bahaya 

terkait iklim dan kerentanan lainnya, sesuai dengan sumber pendapatan yang ada dan 

identifikasi kesenjangan pembiayaan.  
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Proyek ini juga dapat menghasilkan dampak negatif lingkungan dan sosial tidak langsung dan 

berikut ini adalah contoh dampak dari kegiatan hilir perencanaan pembangunan perkotaan: 

- Mempengaruhi Masyarakat Adat dan komunitas lokal 

- Menyebabkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali di masa depan;  

- Memerlukan relokasi warga yang mungkin memiliki implikasi sosial yang substansial; 

- Membutuhkan penggunaan sumber daya alam secara tidak lestari (contoh: pengambilan 

air tanah yang berlebihan); 

- Mengakibatkan meningkatan emisi gas rumah kaca (contoh: perencanaan infrastructur 

yang buruk dalam sektor transportasi); 

- Mengakibatkan peningkatan kerentanan investasi-investasi ini terhadap bahaya terkait 

iklim dan bahaya alam lainnya (gempa bumi, tsunami, dll.); 

- Menyebabkan kesalahan pengelolaan sampah padat dan air limbah (misalnya: tidak 

adanya alokasi untuk TPA dan tempat pengolahan air limbah); 

- Menimbulkan kekhawatiran pada situs sensitif di dalam atau di pinggiran wilayah 

perkotaan (misalnya: situs warisan budaya); 

- Mungkin menghasilkan peluang dan risiko lingkungan dan sosial lainnya yang tidak 

teridentifikasi.  

Oleh karena itu, aspek lingkungan dan sosial berikut akan dimasukkan dalam Perencanaan 

Investasi Modal (CIP), SDF, SAF dan Precinct Plan.  

 

Perencanaan Investasi Modal (CIP) 

- Termasuk kriteria pertimbangan lingkungan dan sosial dalam lingkup pekerjaan untuk 

rancangan perangkat lunak CIP yang akan dibeli. 

- Memberikan pelatihan tentang aspek lingkungan dan sosial sebelum kegiatan 

perancangan CIP di tingkat kota. 

- Mengarusutamakan penjelasan lingkungan dan sosial yang komprehensif ke dalam CIP. 

 

Aspek lingkungan dan Sosial Mengkhusus Sektor untuk SDF, SAF, Precinct Plan 

Energi 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mempertimbangkan energi terbarukan sebagai 

sumber energi dalam perencanaan kota (bayu, panas bumi, matahari, biomassa/biogas, 

dll.)? 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mempertimbangkan langkah-langkah untuk 

memfasilitasi integrasi energi terbarukan ke dalam jaringan listrik PLN? 
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Sampah dan Air Limbah 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mengalokasikan sumber daya dan anggaran untuk 

proyek pengumpulan, daur ulang dan pengelolaan sampah dan untuk pabrik 

pengolahan air limbah dengan kapasitas sesuai dengan pertumbuhan penduduk kota? 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mempertimbangkan pengelolaan sampah yang 

memulihkan atau menggunakan kembali bahan dan sampah sebagai masukan/input ke 

dalam produk baru atau sebagai sumber daya (hanya jika pengurangan emisi bersih 

dapat ditunjukkan)? 

Transportasi 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mempertimbangkan perubahan moda 

transportasi perkotaan (urban mass transit)? 

- Sudahkah kerangka/rencana menyertakan infrastruktur untuk sepeda dan mobilitas 

pejalan kaki? 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mengintegrasikan transportasi dan perencanaan 

pembangunan perkotaan yang mengarah pada pengurangan penggunaan mobil pribadi? 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mengidentifikasi transportasi dan langkah-langkah 

pengelolaan permintaan perjalanan yang didedikasikan untuk mengurangi emisi polutan 

(seperti jalur kendaraan dengan kepadatan tinggi, pengelolaan parkir, kawasan kota 

bebas mobil, zona rendah emisi, dll.). 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mempertimbangkan infrastruktur untuk 

transportasi rendah karbon (misalnya: stasiun pengisian daya dan infrastruktur lainnya 

untuk kendaraan listrik atau tempat khusus pengisian bahan bakar hayati (biofuel)? 

Penggunaan Tanah 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mengidentifikasi tanah dengan warisan masalah 

(seperti kasus hukum bersejarah, tanah yang terkontaminasi, dll.) dalam perencanaan 

kota? 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut memanfaatkan informasi geospasial untuk 

meningkatkan platform data spasial yang akan mendukung keputusan perencanaan 

kota? Misalnya: inventaris aset yang berisiko terhadap potensi bahaya alam dan potensi 

konflik sosial. 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mengidentifikasi kebutuhan pengadaan tanah dan 

kemungkinan relokasi warga atau aset warga dalam investasi fisik hilir melalui 

pendekatan partisipatif dalam konsultasi? 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Adat 

dan merancang penatagunaan tanah dalam perencanaan kota dengan cara yang 
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menumbuhkan rasa hormat penuh terhadap martabat, hak asasi manusia, dan keunikan 

budaya Masyarakat Adat? 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mengidentifikasi keberadaan cagar budaya, yang 

dirancang tanpa menghilangkan atau mengubah cagar budaya apa pun dan/atau 

pembatasan akses masyarakat tertentu ke dalam situs-situs tersebut dan memasukkan 

perbaikan dalam pengelolaan dan perlindungan cagar budaya? 

- Sudahkah kerangka/rencana tersebut mengidentifikasi kawasan bernilai ekologis 

(seperti hutan kota) dan merancang rencana untuk memasukkan perawatan dan 

pengelolaan kawasan tersebut? 

 

Tindakan-tindakan mitigasi dampak lingkungan dan sosial juga dapat dipertimbangkan dalam 

dokumen perencanaan menurut undang-undang (RTRW, RDTR, RPJMD) dan kajian di bawah 

Komponen 1 dan 2 sebagai nilai tambah pengamanan. 

 

Dokumen Perencanaan Menurut Undang-Undang (RTRW, RDTR dan RPJMD) 

- Memperkuat TOR untuk KLHS/SESA sesuai dengan praktik terbaik internasional. 

- Memperkuat kapasitas Kota untuk peran serta masyarakat/keterlibatan warga negara 

dengan pelatihan mengenai praktik baik dalam konsultasi publik.  

- Memasukkan rekomendasi KLHS yang divalidasi ke dalam SDF, SAF, CIP dan Precinct 

Plan, serta semua dokumen perencanaan menurut undang-undang.  

- Meningkatkan akses ke informasi geospasial dengan memastikan ketersediaan 

inventaris aset yang berisiko terhadap potensi bahaya alam, seperti perubahan iklim, 

banjir, gempa bumi dan pencairan tanah (likuifaksi), kelangkaan air, atau berisiko 

terhadap potensi konflik sosial, seperti situs dengan warisan masalah polusi, daerah 

kantong kemiskinan, dll. 

 

Menurut peraturan, pemerintah kota (tim Kota/Kabupaten dengan dukungan PIU) harus 

menyiapkan instrumen pengelolaan lingkungan yang diperlukan (KLHS) sebagai bagian dari 

persiapan untuk dokumen perencanaan mereka. Ringkasan tata cara KLHS, berdasarkan 

peraturan tersebut, disediakan dalam Lampiran 4. Di bawah ini adalah skenario memungkinkan 

untuk memperkuat proses KLHS dalam perencanaan yang akan digunakan jika relevan atau 

perlu.: 

1. Jika KLHS belum dilakukan, pemerintah kota harus menyiapkan TOR untuk KLHS yang lebih 

baik. Draf disediakan dalam Lampiran 4. 
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2. Jika KLHS sedang dalam proses, uji tuntas harus dilakukan. Setiap kesenjangan akan ditutup 

selama proses peninjauan pada tahap apa pun dari kajian ini (misalnya, tahap TOR, 

pelaksanaan awal atau lanjutan, tinjauan akhir). 

3. Jika KLHS telah selesai, pemerintah kota harus mendokumentasikan dan menunjukkan 

bagaimana temuan dan/atau rekomendasi KLHS telah dipertimbangkan atau dimasukkan 

dalam pembuatan RTRW, RDTR dan RPJMD. 

Kajian di bawah Komponen 1 dan 2 

- Termasuk aspek lingkungan dan sosial dalam ruang lingkup pekerjaan untuk kajian yang 

akan dilakukan. 

- Membuat penjelasan lingkungan dan sosial yang komprehensif ke dalam CIP. 

- Memperoleh data lingkungan dan sosial yang relevan dari sumber terpercaya untuk 

meningkatkan platform data spasial yang akan mendukung keputusan perencanaan kota 

(misalnya: informasi banjir dan kenaikan permukaan laut yang dapat mengarah pada 

adaptasi terhadap risiko iklim, informasi tingkat air tanah yang mungkin menunjukkan 

kawasan dengan kelangkaan air, dll.) 
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LAMPIRAN 3: TATA CARA KLHS BERDASARKAN PERATURAN INDONESIA 

1. Tata cara persiapan KLHS. Penyusunan KLHS harus sesuai dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.69/2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan ketentuan tambahan yang termasuk dalam ESMF 

ini. Dan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah. 

2. Perumusan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme berikut: Sebuah kajian 

tentang potensi dampak KRP terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; 

alternatif KRP yang disempurnakan; rekomendasi untuk pengambilan keputusan dalam KRP 

yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

3. Langkah-langkah berikut harus diambil dalam proses pembuatan KLHS: 

a) Pembentukan tim yang terdiri dari setidaknya satu anggota yang kompeten, memiliki 

gelar sarjana, dan memiliki pengalaman dalam merumuskan dokumen KLHS sebelum 

Proyek ini. Tim akan bertanggung jawab untuk merencanakan TOR, melakukan konsultasi 

publik, merumuskan dan melaksanakan KLHS sebagaimana mestinya, mengintegrasikan 

KLHS ke dalam KRP, pengendalian kualitas KLHS, dan dokumentasi; 

b) Persiapan sumber daya, termasuk latar belakang kajian, tujuan, ruang lingkup kegiatan, 

hasil yang diharapkan, metodologi, rencana kerja, jumlah sumber daya manusia yang 

dibutuhkan, dan rencana penganggaran; 

c) Mengidentifikasi masalah pembangunan berkelanjutan, yang dilakukan melalui 

konsultasi publik, dan memprioritaskannya dengan mempertimbangkan setidaknya 

karakteristik wilayah, tingkat risiko dan dampak, sesuai dengan KRP, isi dari rencana 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan lain-lain; 

d) Melakukan kajian tentang potensi dampak lingkungan dan sosial dari KRP yang berisikan 

setidaknya kapasitas dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan, dampak dan 

risiko bagi lingkungan, jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, langkah-

langkah untuk kerentanan dan kapasitas untuk perubahan iklim, dan kerentanan 

keanekaragaman hayati; 

e) Menyusun alternatif penyempurnaan yang akan dipilih berdasarkan manfaat yang lebih 

besar, risiko yang lebih rendah, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang rentan, 

dan mitigasi risiko yang lebih efektif; 

f) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan diperlukan bagi KRP yang 

terintegrasi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus mencakup 

bahan perbaikan KRP dan informasi tentang jenis kegiatan atau usaha yang telah 

melampaui kapasitas dan daya dukung lingkungan hidup beserta tindak lanjutnya. 
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4. Penjaminan kualitas dokumen KLHS akan dilakukan melalui penilaian mandiri. Penilaian 

mandiri akan dilakukan dua kali setelah potensi dampak lingkungan dan sosial didaftar dan 

setelah rekomendasi dan integrasi KLHS ke dalam KRP telah dibuat; 

5. Hasil KLHS dan penilaian mandiri harus didokumentasikan dalam laporan KLHS; 

6. Laporan KLHS merupakan dokumen pendukung yang tidak terpisahkan dari rencana 

pembangunan (KRP) yang dapat diakses oleh publik; 

7. Validasi dokumen KLHS yang telah dinilai akan dilakukan oleh gubernur melalui kepala 

perangkat perangkat daerah provinsi yang membidangi lingkungan hidup. Surat 

permohonan, rencana pengembangan, laporan KLHS bersama dengan bukti penjaminan 

kualitas, dan bukti standar kompetensi ahli. 

8. Pemantauan dan evaluasi KLHS akan dilakukan oleh walikota melalui perangkat daerah 

yang membidangi lingkungan hidup. Pemantauan dan evaluasi akan dilaksanakan melalui 

proses perumusan dan pelaksanaan KLHS dan pelaksanaan rekomendasi. Kegiatan ini harus 

didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala pada setiap akhir tahun. 
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LAMPIRAN 4: TOR UNTUK KLHS 

 

a) Latar Belakang dan Konsep 

Penilaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah langkah yang diperlukan dalam 

persiapan strategi dan kegiatan untuk menginformasikan desain proyek. Temuan KLHS 

digunakan untuk menganalisis kondisi lingkungan dan sosial saat ini, potensi risiko dan dampak 

terkait perencanaan kota yang diusulkan, dan mengukur potensi peluang untuk meningkatkan 

hasil sosial seperti inklusi sosial dan partisipasi kelompok rentan seperti, namun tidak terbatas 

pada, kelompok masyarakat miskin, tidak memiliki tanah, dan terpinggirkan, termasuk 

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLC). KLHS adalah analisis lingkungan dan sosial yang 

merupakan tanggung jawab pemerintah kota selama tahap perencanaan. KLHS akan disajikan 

sebagai dokumen mandiri dan akan melengkapi serta mendukung kajian dan analisis dokumen 

perencanaan (RTRW dan RDTR) yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan persiapan.   

Konsep KLHS akan menggabungkan analisis lingkungan dan sosial dan pendekatan partisipatif 

yang dilakukan secara paralel. Komponen analitik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

tentang masalah lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan perencanaan kota. Pendekatan 

partisipatif bertujuan untuk mengintegrasikan masalah lingkungan dan sosial sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis. 

 

b) Komposisi Tim KLHS dan Kualifikasi yang Diperlukan 

Tim/lembaga yang bertanggung jawab atas pembuatan KLHS, yang dapat menjadi tim terfokus 

dari Pemerintah Kota atau konsultan KLHS, harus menugaskan Ketua Tim untuk bertanggung 

jawab atas penyelesaian hasil dan mengawasi pekerjaan anggota lainnya. Ketua Tim harus 

menyiapkan rencana kerja dan alokasi tugas dan tanggung jawab untuk setiap anggota. Ukuran 

tim harus ditentukan tergantung pada cakupan, keragaman dan kompleksitas masalah yang 

akan dibahas dan perlu mempertimbangkan proporsi gender. Tim ini dituntut untuk memiliki 

pengalaman bekerja pada penugasan serupa dan pemahaman yang baik tentang masalah 

sosial-ekonomi dan politik yang berkaitan dengan administrasi pertanahan, perhutanan sosial 

dan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Tim harus dapat memberikan contoh 

pekerjaan sebelumnya yang relevan dengan penugasan dan menyertakan anggota tim lapangan 

perempuan.  

Ketua Tim harus memiliki, minimal, kualifikasi berikut: 

 Gelar sarjana yang lebih tinggi dalam ilmu sosial (S2 atau S3), khususnya antropologi 
atau sosiologi atau disiplin ilmu yang terkait dengan ilmu lingkungan; 
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 Pengalaman yang sudah terbukti dalam melakukan dan memimpin penelitian tindakan 
partisipatif, dengan pengalaman minimum sepuluh tahun dan penekanan pada analisis 
sosial; 

 Pengalaman mengerjakan dokumen KLHS di Indonesia, khususnya di bidang administrasi 
pertanahan, pemetaan penggunaan tanah, perhutanan sosial atau pengelolaan sumber 
daya alam berbasis masyarakat, dan bekerja dengan kelompok terpinggirkan termasuk 
Masyarakat Adat, masyarakat miskin dan tidak memiliki tanah, perempuan, minoritas, 
dll.; 

 Pengalaman dan pemahaman mengenai pendekatan partisipatif termasuk keterampilan 
pelibatan (engagement skill) yang kuat akan menjadi keunggulan; 

 Pengalaman dalam analisis data, baik kualitatif maupun kuantitatif, sangat penting; 

 Menunjukkan kemampuan untuk mengelola dan melatih sekelompok peneliti dan 
asisten peneliti; 

 Rekam jejak yang sudah terbukti dalam menyusun laporan analitik singkat baik dalam 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; 

 Kemampuan untuk berbicara dan menulis dengan lancar dalam Bahasa Indonesia dan 
Bahasa Inggris, kemampuan untuk berbicara bahasa daerah adalah keunggulan; 

 Pemain tim yang sudah terbukti dan berpengalaman dalam bekerja secara kolaboratif 

dalam beragam konteks budaya dan sosial. 

Anggota tim lainnya harus memiliki, setidaknya, kompisisi kualifikasi berikut: 

 Gelar universitas dalam ilmu sosial dan ilmu lingkungan (lebih diutamakan gelar S2), 

yang mencakup metodologi penelitian ilmu lingkungan dan sosial; 

 Pengalaman minimum lima tahun dalam melakukan penilaian lingkungan dan sosial, 

lebih disukai menggunakan pendekatan partisipatif; 

 Pengalaman dan pemahaman tentang proses pendekatan partisipatif termasuk 

keterampilan pelibatan (engagement skill) yang kuat akan menjadi keunggulan; 

 Pengalaman mengerjakan dokumen KLHS di Indonesia, khususnya di bidang administrasi 

pertanahan, pemetaan penggunaan tanah, perhutanan sosial atau pengelolaan sumber 

daya alam berbasis masyarakat dan bekerja dengan kelompok terpinggirkan, termasuk 

Masyarakat Adat, masyarakat miskin dan tidak memiliki tanah, perempuan, minoritas, 

dll.; 

 Kemampuan menulis dan berbicara dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; 

 Pengalaman dalam menyusun laporan analitis baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris; 

 Pemain tim yang sudah terbukti dan berpengalaman dalam bekerja secara kolaboratif 

dalam beragam konteks budaya dan sosial 
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c) Ruang Lingkup 

 

Tugas-tugas dalam perumusan KLHS termasuk: 

a) Menganalisis kerangka hukum, politik dan prosedural yang ada sehubungan dengan proses 

perencanaan kota dan bagaimana kerangka tersebut mempengaruhi penguasaan tanah 

dan hak properti, hak masyarakat rentan termasuk Masyarakat Adat, mayarakat yang tidak 

memiliki tanah, dan penghuni ilegal dari tanah negara/swasta. , dan peran lembaga 

pemerintah terkait, khususnya di tingkat kota; 

b) Identifikasi dan analisis kegiatan yang dapat (1) mendorong eksploitasi sumber daya alam, 

(2) mengganggu daya dukung lingkungan, (3) merusak kawasan sensitif atau terlarang. 

Analisis perlu mencakup berbagai insentif dan disinsentif bagi pemangku kepentingan 

utama untuk berpartisipasi dalam proses ini dan tingkat dukungan saat ini dari masyarakat 

sasaran dan pemangku kepentingan lokal di daerah sampel. Hal ini perlu dilakukan melalui 

konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait, menilai minat, kebutuhan, dan 

aspirasi mereka mengenai Proyek, dan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang dapat 

memengaruhi hasil Proyek - baik secara positif maupun negatif. Tim penilai perlu 

mengidentifikasi metode komunikasi dan penyebaran informasi untuk mencegah dampak 

negatif dan mengidentifikasi tindakan untuk menghindari atau mengurangi dampak 

tersebut sejalan dengan program perencanaan kota. Kesadartahuan akan bias gender dan 

tantangan khususnya terhadap kelompok-kelompok seperti perempuan, masyarakat yang 

tidak memiliki tanah, Masyarakat Adat atau kelompok minoritas juga harus 

dipertimbangkan;  

c) Tinjauan umum dan analisis pola dan variasi dalam demografi kota di daerah sampel, 

termasuk hubungan masyarakat dengan tanah dan sumber daya alam, penggunaan tanah 

dan pola penguasaan tanah secara formal dan informal, karakteristik sosial-ekonomi dan 

pola mata pencaharian masyarakat/rumah tangga sampel dan akses ke layanan 

pertanahan. Analisis ini perlu memahami hubungan konseptual antara akses ke tanah 

dengan peningkatan akses ke mata pencaharian dan bagaimana keduanya dapat 

ditingkatkan. Analisis juga harus memperhitungkan perbedaan gender dan etnis; 

d) Analisis kelembagaan dan pemangku kepentingan, termasuk identifikasi dan pemetaan 

lembaga formal dan informal serta pemangku kepentingan utama yang beroperasi di 

tingkat kota dan menilai peran, keterampilan, dan kapasitas mereka dalam pengerahan 

masyarakat dan proses pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kegiatan proyek 

yang diusulkan. Analisis tersebut termasuk identifikasi kelompok rentan dan terpinggirkan. 

Analisis tersebut harus mempertimbangkan sistem politik setempat dan pola 

kepemimpinan yang mengatur tanah dan sumber daya alam, sistem pengambilan 

keputusan, mekanisme penyelesaian konflik antar- dan intra-komunitas, peran gender, dan 
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keterwakilan politik kelompok terpinggirkan, termasuk perempuan, Masyarakat Adat, dan 

minoritas lain, serta interaksi antara kelompok etnis yang berkaitan dengan kendali dan 

akses ke tanah dan sumber daya alam. Analisis dimensi gender dan inklusi sosial harus 

dimasukkan, dengan menyoroti kendala utama dan praktik lokal untuk mendorong 

partisipasi kelompok rentan dalam kegiatan proyek dan kepemilikan/hak tanah;  

e) Meninjau pendekatan saat ini dan proyek serta program serupa di Indonesia dan 

mungkin di kawasan untuk menperoleh praktik yang baik, dengan penekanan pada 

pengaturan kelembagaan dan efisiensi, peran serta dan penjangkauan kelompok 

terpinggirkan.Hal ini termasuk analisis sumber daya baik dalam hal kualitas dan 

kuantitas, tata waktu, dan metodologi yang diperlukan untuk latihan pemetaan 

penggunaan tanah dengan cara partisipatif, lintas masyarakat dan wilayah dengan 

mempertimbangkan beragam karakteristik lingkungan, sosio-ekonomi, budaya, dan  

geografis untuk mengidentifikasi peluang nilai tambah dalam menyempurnakan proses 

dan mekanisme partisipatif; 

f) Analisis mekanisme yang ada untuk menangani keluhan terkait pertanahan dan 

perselisihan, dan penilaian kapasitas lokal di provinsi-provinsi prioritas untuk 

menangani keluhan tersebut, serta bagaimana hal ini dapat dikelola dengan lebih baik 

untuk memperkuat proses pengaduan pertanahan, termasuk mempertimbangkan 

peran lembaga tradisional dan non-formal dan akses bagi masyarakat rentan, 

termasuk perempuan, ke proses penanganan keluhan; 

g) Identifikasi implikasi proyek terhadap habitat alami dan cagar budaya (lebih khusus 

pada perbaikan dalam inisiatif pengelolaan, perlindungan dan penggunaan tanah, jika 

ada). Identifikasi dan penilaian cagar budaya fisik tidak hanya mencakup sumber daya 

budaya berwujud, tetapi juga warisan budaya tidak berwujud. Warisan budaya berwujud 

mencakup benda bergerak atau tidak bergerak, situs, struktur, kelompok struktur, dan fitur 

alam dan lanskap yang memiliki arkeologi, paleontologis, historis, arsitektur, agama, 

estetika, atau makna budaya lainnya. Warisan budaya berwujud mungkin terletak di 

perkotaan atau pedesaan, dan mungkin di atas atau di bawah tanah atau di bawah air. 

Warisan budaya tak berwujud mencakup praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, 

keterampilan — serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya 

— yang oleh masyarakat dan kelompok diakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka, 

yang ditransmisikan dari generasi ke generasi dan terus diciptakan kembali. oleh mereka 

sebagai respons terhadap lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah 

mereka. Jika berlaku, rekomendasi untuk menangani pengelolaan warisan tak berwujud 

(mis. Waktu pengerjaan untuk festival, nilai tak berwujud / spiritual sumber daya alam, 

relokasi tempat-tempat keramat keluarga) perlu dimasukkan ke dalam perencanaan; 

h) Berdasarkan analisis di atas, mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasi dampak 

lingkungan dan sosial utama, dan untuk mengatasi kelemahan kelembagaan dan tata 
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kelola, termasuk analisis persyaratan sumber daya yang perlu dipertimbangkan oleh desain 

proyek.  

  

d) Metode 

Tim/lembaga akan menggunakan instrumen kualitatif dan kuantitatif untuk metode 

mengumpulkan informasi ketika melakukan KLHS, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

 Tinjauan pustaka yang komprehensif terhadap berbagai penelitian, literatur, analisis, 
dan data yang terkait dengan kawasa sensitif lingkungan dan habitat alami, administrasi 
pertanahan, perhutanan sosial dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat; 

 Pendekatan tindakan partisipatif dan kualitatif dengan berbagai pemangku kepentingan, 
termasuk kelompok rentan; 

 Tim akan menyiapkan pedoman untuk mengumpulkan informasi dari cara lain seperti 
wawancara semi-terstruktur dan kelompok terfokus; 

 Konsultasi (resmi dan tidak resmi) dengan pemangku kepentingan utama di tingkat 
nasional dan sub-nasional (termasuk lembaga pemerintah terkait, donor, LSM, 
Masyarakat Adat dan tokoh masyarakat lainnya serta akademisi); 

 Penyusunan peta penerima manfaat yang menunjukkan semua pemangku kepentingan 
yang termasuk dalam penelitian dan diklasifikasikan sebagai lembaga (pusat, provinsi, 
dan daerah) - organisasi (LSM, organisasi Masyarakat Adat), sektor swasta, akademisi 
dll; 

 Penggunaan kuesioner untuk secara konsisten mengumpulkan informasi umum dari 

semua pemangku kepentingan melalui survei. Tim harus memberikan penilaian 

profesional berkaitan dengan jumlah dan cakupan responden survei, dan akan 

menyiapkan kriteria untuk mengidentifikasi sampel dan perangkat lunak untuk 

mengelola pengumpulan dan analisis data. 
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LAMPIRAN 5: DAFTAR PERIKSA UMUM LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK RENCANA TATA 

RUANG 

Pendahuluan 

Bagian besar dari NUDP akan mengarusutamakan pendekatan SDF dan SAF dalam RTRW dan 

RDTR untuk memastikan keberlanjutan kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN 

No. 1/2018, rencana tata ruang wajib mempertimbangkan hasil dan rekomendasi dari Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap perencanaan. Untuk memastikan dimasukkannya 

informasi lingkungan dan sosial yang penting dalam SDF/RTRW, SAF/RDTR, dan precinct plan, 

daftar periksa umum berdasarkan kerangka peraturan Pemerintah Indonesia yang ada dan 

praktik terbaik internasional telah dikembangkan sebagai panduan bagi pemerintah kota..  

Daftar Periksa Umum 

 Sudahkah rencana tersebut mencakup kondisi rona awal lingkungan kota (misalnya, air 

tanah, tingkat pencemaran lingkungan, kapasitas tanah, dll) dan menganalisis kapasitas 

kota? 

 Sudahkah rencana tersebut mengidentifikasi dan mempertimbangkan potensi konflik 

sosial dan lingkungan yang mungkin disebabkan oleh investasi di masa depan dan 

signifikansinya? 

 Sudahkah rencana tersebut mencakup peta wilayah dengan risiko bencana tinggi 

(misalnya, perubahan iklim, tsunami, banjir, dll)? 

 Sudahkah rencana tersebut mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Adat dan 

memetakan wilayah mereka? 

 Sudahkah rencana tersebut mengidentifikasi pilihan alternatif (misalnya, teknologi, 

desain, dan lokasi alternatif, dll) untuk investasi yang berpotensi mengeksploitasi 

sumber daya alam, menurunkan kapasitas lingkungan, atau merusak kawasan sensitif? 

 Sudahkah rencana tersebut mempertimbangkan keberadaan warisan budaya yang 

teridentifikasi maupun belum teridentifikasi?  
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LAMPIRAN 6: MASUKAN UNTUK KERANGKA ACUAN KERJA CIP 

 

a) Latar Belakang dan Konsep 

CIP adalah rencana bergulir tahun jamak untuk berbagai proyek investasi modal (termasuk 

untuk penguatan dan pemeliharaan struktur bangunan), yang diprioritaskan dari tahun ke 

tahun, dengan perkiraan tanggal permulaan dan penyelesaian, perkiraan biaya tahunan, 

metode pembiayaan yang diusulkan, dan identifikasi kesenjangan pembiayaan. Di bawah 

pendekatan CIP yang diusulkan dalam Proyek ini, sebuah kota akan berkembang melampaui 

daftar harapan umum prioritas investasi menuju investasi dalam wilayah investasi strategis, 

yang diarahkan secara spasial melalui SDF dan diidentifikasi dalam SAF. Selain itu, kemungkinan 

terdapat peruntukan investasi yang terbatas berdasarkan pada keharusan/kebutuhan sosial 

atau prioritas lain yang dapat diamanatkan untuk dicerminkan dalam CIP. 

 

Kerangka kerja CIP yang diusulkan memastikan operasionalisasi rencana yang efektif dengan 

memprioritaskan investasi kota dalam anggaran yang tersedia dan dengan menelusuri 

perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan meninjaunya setiap tahun. Penentuan prioritas 

proyek dari daftar panjang (semua ditangkap dalam basis data sebelum penapisan) didasarkan 

pada kriteria obyektif yang telah disepakati sebelumnya, yang bisa bervariasi dari kota ke kota. 

Dalam konteks proyek ini, penilaian prioritas investasi akan dimungkinkan secara spasial 

dengan mengaitkannya dengan arahan yang diberikan oleh SDF, disesuaikan dengan visi 

walikota yang telah diartikulasikan, dan termasuk parameter seperti dampak lingkungan-sosial-

ekonomi dari investasi, potensi kontribusi pada pembangunan perkotaan rendah karbon dan 

tahan iklim, dll. 

 

b) Penentuan Prioritas Kriteria dan Penilaian 

Penentuan prioritas akan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan 

dan disepakati oleh Pejabat Pemerintah Kota yang mungkin berbeda di masing-masing kota. 

Penting juga untuk memasukkan aspek lingkungan dan sosial dalam pertimbangan perencanaan 

dan penentuan prioritas, sehingga pada tahap ini, pertimbangan lingkungan di kota dapat 

dikembangkan sebagai bagian dari kriteria objektif CIP. Berikut adalah beberapa contoh aspek 

lingkungan dan sosial dan indikator penilaian yang bisa disesuaikan, yang dapat direspon 

perusahaan dalam desain: 
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Faktor Pembobotan Pertimbangan Lingkungan dan Sosial  

Kapasitas Lingkungan Kelangkaan air tanah, pencemaran lingkungan 

Nilai Keanekaragaman 

Hayati dan Budaya 

Habitat alami (missalnya, taman kota, hutan, kawasan 

lindung, dll)  

Masyarakat Adat Keberadaan masyarakat adat 

Cagar Budaya Kehadiran situs budaya atau tempat untuk penggunaan 

sakral (diketahui secara resmi atau tidak resmi)  

Status Tanah  Area yang diklaim, ruang rekreasi (pengguna saat ini 

dan potensi kebutuhan) 

Demografi Adanya permukiman kumuh, kelompok etnik, kelompok 

minoritas atau lokasi di mana ada kelompok rentan 

Ketahanan Ketahanan bencana dan perubahan iklim 

Pembangunan Perkotaan Merencanakan transportasi umum 

Lainnya  
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LAMPIRAN 7: PANDUAN KERANGKA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERANGKA 

PENANGANAN MASYARAKAT ADAT 

 

Tujuan dan Prinsip 

1. CPF ini dikembangkan berdasarkan pengakuan bahwa: kelompok rentan memerlukan 

perhatian khusus dan dukungan yang berbeda untuk dapat berpartisipasi dalam proyek dan 

menerima manfaat yang adil secara berkelanjutan; dan intervensi proyek perlu responsif 

terhadap minat, kapasitas, dan prioritas mereka yang akan diidentifikasi melalui konsultasi 

sebelumnya. 

2. CPF akan memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan termasuk, namun tidak terbatas, 

pada masyarakat adat akan diberitahu tentang peluang proyek dan berkonsultasi tentang 

kegiatan proyek sebelum dimulai, dan menerima manfaat proyek yang sesuai dengan 

budaya dan bersifat inklusif terhadap gender dan antar generasi. Ini juga akan memastikan 

bahwa kelompok-kelompok rentan akan diberitahu tentang potensi konsekuensi negatif 

dari pengalihan hak penggunaan tanah dan potensi dampak negatif lainnya dari Proyek.  

3. Mengingat konteks sejarah dan sosial-politik yang melingkupi Masyarakat Adat di dalam 

negara, Masyarakat Adat dianggap sebagai kelompok yang rentan dan diperlakukan seperti 

itu dalam CPF. Karenanya CPF ini membahas persyaratan yang ada di bawah Kebijakan 

Operasional (OP) Bank Dunia 4.10 ‘Masyarakat Adat’. 

4. Bank Dunia menggunakan istilah “Masyarakat Adat” dalam arti yang lebih luas untuk 

merujuk pada komunitas yang secara sosial dan budaya berbeda dari masyarakat rentan 

dan masyarakat lainnya. Masyarakat ini memiliki karakteristik berikut dalam berbagai 

tingkatan: 

a) Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya adat yang berbeda dan pengakuan 

identitas ini oleh orang lain; 

b) Keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di 

wilayah Proyek dan pada sumber daya alam di habitat dan wilayah ini 

c) Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan 

budaya dominan; dan 

d) Bahasa asli, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah. 

5. Sesuai dengan Kebijakan Operasional (OP) Bank Dunia 4.10, proses ini akan mengikuti 

prinsip-prinsip Kerangka Penanganan Masyarakat Adat (lihat di bawah prinsip-prinsip dan 

pedoman IPPF) oleh karena itu juga memiliki tujuan khusus berikut:   

• Untuk memastikan bahwa masyarakat atau masyarakat adat menerima peluang yang 

berarti untuk berperan serta dalam merencanakan kegiatan yang mempengaruhi 

mereka; 
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• Untuk memastikan bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat khusus menerima 

kesempatan untuk mendapatkan manfaat budaya sesuai dengan kebutuhan mereka; 

• Untuk memastikan bahwa dampak Proyek yang akan mempengaruhi mereka dapat 

dihindari. 

6. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional untuk memberdayakan masyarakat adat dengan 

mempercayakan dan memberikan wewenang kepada mereka untuk menentukan nasib 

mereka sendiri melalui berbagai program pembangunan yang tersedia di sekitar mereka 

seperti program perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka. 

7. Prinsip-prinsip yang perlu dijunjung tinggi dalam proses melibatkan masyarakat dalam 

Proyek adalah: 

1) Masyarakat harus dapat berperan serta dalam setiap tahap Proyek (perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemantauan); 

2) Perwakilan masyarakat dan anggota perwakilan desa, dan pemangku kepentingan 

terkait lainnya di tingkat desa harus dapat berperan serta dalam proses pengambilan 

keputusan proyek lapangan; 

3) Setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses semua 

kegiatan mata pencaharian, pemetaan kepemilikan tanah, peningkatan kapasitas, dll .; 

4) Menghormati dan mengakui hak dan akses masing-masing pemilik;  

5) Distribusi manfaat secara adil. 

 

Tahapan Proses Keterlibatan Masyarakat  

8. Komunitas lokal berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

proyek. Tahapan di mana masyarakat dapat berperan serta adalah sebagai berikut: 

Tahap 1: Memilih masyarakat dan desa untuk berperan serta 

a) Kriteria pemilihan: kriteria utama dalam memilih masyarakat dan desa yang akan 

berperan serta adalah: (1) apakah lokasi desa, dusun, atau masyarakat di dalam atau 

berdekatan dengan wilayah perencanaan NUDP; (2) interaksi masyarakat yang 

berkelanjutan dengan daerah-daerah tersebut baik sebagai mata pencaharian mereka 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya mereka.  

b) Analisis sosial-ekonomi: tim Proyek akan (1) mengumpulkan dan menganalisis data 

demografi, sosial-ekonomi, dan budaya dari desa-desa yang dipilih untuk mendapatkan 

gambaran umum yang lengkap dan akurat tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat 

dan penduduk desa termasuk organisasi sosial di komunitas dan desa yang dipilih; (2) 

mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi oleh komunitas lokal dan komoditas 
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yang diimpor dari luar desa untuk memenuhi kebutuhan mereka; dan (3) hubungan dan 

jejaring sosial dalam berbagai kegiatan ekonomi. 

 

Tahap 2: Kesadaran masyarakat dan penilaian sumber daya 

a) Tim Proyek harus mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang tinggal di desa-desa di 

sekitar wilayah perencanaan. Pertemuan pertama harus digunakan untuk 

mengkomunikasikan tujuan dan target proyek, manfaat dan potensi risikonya. Tahap ini 

sangat penting untuk menarik perhatian anggota masyarakat, memberikan informasi 

tentang Proyek pada mereka, serta dapat diterima dan didukung oleh anggota masyarakat. 

Tim Proyek harus berdialog dengan (perwakilan formal, informal, dan adat) pemimpin 

masyarakat dan kelompok (muda, perempuan, petani, dll.), tanpa mengabaikan orang 

miskin, perempuan, dan masyarakat adat di mana IPPF akan berlaku. 

b) Pada tahap selanjutnya, tim Proyek harus mengumpulkan dan menganalisis data tentang 

demografi, standar hidup, kemiskinan, pemanfaatan sumber daya manusia daerah yang 

dipilah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Hasil analisis data harus digunakan 

untuk desain proyek yang tepat: subjek yang tepat, waktu yang tepat, aktivitas yang tepat, 

dan lokasi yang tepat. 

c) Tim Proyek harus mengalokasikan cukup waktu untuk pertemuan agar semua anggota 

masyarakat, tanpa terkecuali masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok adat, 

menerima informasi; mengetahui tujuan, target, manfaat dan risiko Proyek. Dalam hal ini, 

tim Proyek harus mendapatkan FPIC. 

 

Tahap 3: Perencanaan Desain Proyek Partisipatif 

a) Pemetaan masalah dan solusi alternatif 

Masyarakat setempat berperan serta dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi 

masyarakat (di tingkat rumah tangga atau secara kolektif di tingkat desa), memilih solusi 

alternatif, memahami manfaat dan risiko dari setiap alternatif, dan merancang proyek. 

b) Integrasi proyek dengan rencana pembangunan pedesaan 

Tim Proyek harus membantu masyarakat dan pemerintah desa mengintegrasikan Proyek 

ini dengan rencana pembangunan pedesaan yang telah dan akan dirumuskan. 

c) Jaminan peran serta 

Tim Proyek harus dapat memastikan bahwa semua anggota masyarakat, tanpa 

mengabaikan orang miskin, perempuan, dan masyarakat etnis minoritas, memiliki 

kesempatan yang sama dan setara untuk berperan serta dalam Proyek ini. 
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d) Membangun komitmen, tata waktu dan biaya 

Tim Proyek bersama dengan masyarakat dan pemerintah desa harus membangun 

komitmen dan menetapkan tata waktu untuk Proyek termasuk perhitungan biaya untuk 

pembiayaan semua kegiatan yang terkait. 

 

Tahap 4: Pelaksanaan proyek 

a) Pengembangan kapasitas masyarakat 

Kapasitas masyarakat lokal harus dibangun melalui pelatihan, fasilitasi, studi banding dan 

metode lain yang diperlukan untuk memberi masyarakat akses dan peluang untuk 

berperan serta dalam perencanaan pembangunan, usaha ekonomi produktif, organisasi, 

dll.  

b) Pemberdayaan kelembagaan komunitas dan jaringan 

Tim Proyek memfasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat untuk mempromosikan 

peran serta masyarakat dalam Proyek. Organisasi masyarakat sipil juga akan diperkuat dan 

beberapa dari mereka dapat berperan serta sebagai mitra pelaksana atau penyedia 

layanan. Peraturan dalam organisasi-organisasi itu diperkuat, sehingga peran dan tanggung 

jawab anggota mereka dapat dilaksanakan dan mendukung Proyek. 

 

Prinsip dan Pedoman Kerangka Penanganan Masyarakat Adat 

Kerangka Penanganan Masyarakat Adat (Indigenous People Planning Framework - IPPF) 

disiapkan dan akan melengkapi CPF, khususnya untuk memberikan panduan tentang prinsip-

prinsip dan prosedur yang akan digunakan selama persiapan dan pelaksanaan suatu kegiatan 

yang mempengaruhi masyarakat adat. Sebagaimana disebutkan di atas, Proyek akan 

dilaksanakan di beberapa provinsi dan kabupaten, termasuk di lokasi di mana masyarakat adat 

tinggal.  

a. Tujuan 

Tujuan utama IPPF adalah: 

 Untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima peluang yang berarti untuk 

berperan serta dalam merencanakan kegiatan yang mempengaruhi mereka; 

 Untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat khusus menerima kesempatan 

untuk mendapatkan manfaat budaya sesuai dengan kebutuhan mereka; 

 Untuk memastikan bahwa dampak Proyek yang akan mempengaruhi mereka dapat 

dihindari. 



78 
 

Ini sejalan dengan tujuan nasional untuk memberdayakan masyarakat adat dengan 

mempercayakan dan memberikan wewenang kepada mereka untuk menentukan nasib mereka 

sendiri melalui berbagai program pembangunan yang tersedia di sekitar mereka seperti 

perlindungan, penguatan, pengembangan, dan program konsultasi dan advokasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka. 

 

b. Definisi 

Masyarakat Indonesia yang dicakup dalam kebijakan Bank Dunia tentang masyarakat adat 

umumnya dapat diklasifikasikan dalam dua kategori: 

a) Masyarakat Adat (MA)/komunitas adat/masyarakat hukum adat. Didasarkan pada garis 

keturunan atau lokalitas dan terikat oleh hukum adat. Karakteristik masyarakat ini meliputi: (i) 

identifikasi diri sebagai kelompok budaya adat yang berbeda, (ii) keterikatan kolektif pada 

wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah tersebut; dan (iii) lembaga budaya, ekonomi, 

sosial, atau politik adat. 

 

b) Komunitas Adat Terpencil (KAT)/Komunitas Terisolasi dan Rentan (IVP). Ini adalah 

kategori komunitas hukum adat yang ditunjuk pemerintah yang tinggal di daerah terpencil. 

Karakteristik yang dikaitkan dengan komunitas-komunitas ini meliputi: (i) keterikatan kolektif 

dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah tersebut; (ii) lembaga budaya, 

ekonomi, sosial, atau politik adat; (iii) bahasa asli Mereka juga diidentifikasi oleh pemerintah 

sebagai: (i) memiliki ekonomi terbatas (subsisten), (ii) menggunakan alat dan teknologi 

sederhana, (iii) memiliki ketergantungan yang tinggi pada lingkungan dan sumber daya alam 

setempat, dan (iv) memiliki akses terbatas ke pelayanan sosial, ekonomi, dan politik 

 

Tim Proyek harus menyaring lokasi dengan menggunakan daftar sebaran geografis di Indonesia, 

sebagaimana disajikan dalam “EGIMap - Strengthening IPs Screening in Indonesia”, 2010, Bank 

Dunia.  Juga, sumber lain yang relevan dan basis data terbaru yang dikelola oleh Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). 

  

Hukum Indonesia terkait yang mengakui Masyarakat Adat adalah sebagai berikut. 

 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa; 

 Keputusan Presiden 111/1999 Tentang Komunitas Adat Terpencil; 

 Keputusan Menteri Sosial No. 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; 

 Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial No. 020.A/PS/KPTS/2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. 
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c. Penapisan untuk Kelompok Masyarakat Khusus di antara Penduduk Terdampak 

Penapisan awal potensi keberadaan Masyarakat Adat di lokasi yang dipilih akan dilakukan 

dengan menggunakan kombinasi kriteria Bank Dunia dan identifikasi berdasarkan undang-

undang nasional. Semua kegiatan di kawasan tempat masyarakat adat tinggal yang juga 

kandidat Kemitraan akan dikunjungi (untuk konsultasi pertama dengan masyarakat) oleh PMU 

tingkat lokal dan pemerintah daerah terkait, termasuk oleh personel dengan latar belakang 

ilmu sosial atau pengalaman yang sesuai. Sebelum kunjungan, pemimpin PMU tingkat daerah 

akan mengirimkan pemberitahuan kepada masyarakat melalui pemimpin masyarakat bahwa 

mereka akan dikunjungi untuk konsultasi. Pemberitahuan berfungsi sebagai undangan untuk 

perwakilan dari petani, asosiasi perempuan dan kepala desa untuk berperan serta dalam diskusi 

mengenai kegiatan tersebut. Selama kunjungan, para pemimpin masyarakat dan peserta lain 

akan diajak berkonsultasi dan diminta untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai 

kegiatan yang bersangkutan. 

Selama kunjungan, personel dengan latar belakang ilmu sosial atau pengalaman dalam masalah 

sosial akan melakukan penapisan lebih lanjut terhadap penduduk adat dengan bantuan dari 

para pemimpin lokal, pemerintah daerah, dan LSM terkait. Penapisan akan melihat lebih jauh 

pada: (a) nama Masyarakat Adat di desa-desa yang terkena dampak; (b) jumlah Masyarakat 

Adat di desa-desa yang terkena dampak; (c) bagian Masyarakat Adat di desa-desa yang terkena 

dampak; (d) jumlah dan bagian rumah tangga dalam komunitas khusus di zona yang terkena 

dampak proyek yang diusulkan. 

 

d. Kajian Sosial dan Konsultasi  

Selama penyusunan proposal proyek atau selama proses persetujuan proyek, kajian sosial akan 

dilakukan untuk mengidentifikasi sifat dan ruang lingkup dampak pada Masyarakat Adat yang 

tinggal di antara populasi yang terkena dampak. Dengan mengumpulkan data kualitatif dan 

kuantitatif dari lokasi proyek, profil dasar sosial dan ekonomi dari populasi atau orang-orang 

yang terkena dampak proyek yang akan dikembangkan. 

Kajian sosial akan dilakukan oleh ilmuwan sosial yang memenuhi syarat (atau konsultan). Kajian 

sosial akan mengumpulkan informasi yang relevan berikut ini: data tentang situasi demografis, 

sosial budaya, dan ekonomi, dan data tentang dampak sosial, budaya dan ekonomi yang positif 

dan negatif. 

Kajian sosial akan menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah khusus untuk konsultasi, 

dan memberikan kesempatan kepada Masyarakat Adat untuk berperan serta dalam proses 
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pengambilan keputusan terkait dengan Proyek, jika mereka menginginkannya. Proses itu sendiri 

sering berfungsi sebagai forum konsultasi, namun dapat diadakan sebagai kegiatan terpisah. 

 

e. Prinsip-Prinsip Jika Suatu Kegiatan Mempengaruhi Masyarakat Adat 

Terdapat sejumlah langkah-langkah kunci yang harus diadopsi jika Masyarakat Adat ada di 

lokasi proyek dan bagian dari penerima manfaat, dalam kaitannya dengan rencana 

pengembangan masyarakat adat, rentan, atau masyarakat khusus. 

 PMU akan memastikan bahwa konsultasi untuk mendapatkan Persetujuan Bebas, 

Didahulukan, dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consultation-FPIC) dengan 

dukungan masyarakat luas akan diadakan, dalam bahasa daerah dan lokasi yang nyaman 

bagi anggota masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak. Pendapat mereka harus 

diperhitungkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek apa pun, dengan 

menghormati praktik, kepercayaan, dan preferensi budaya mereka saat ini. Hasil 

konsultasi akan didokumentasikan dalam dokumen proyek. 

 Jika Masyarakat Adat menyimpulkan bahwa Proyek akan bermanfaat bagi mereka, dan 

bahwa setiap dampak negatif kecil, jika ada, akan dapat diperkecil, rencana untuk 

membantu mereka akan dikembangkan berdasarkan konsultasi dengan perwakilan dari 

Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Masyarakat juga perlu diajak berkonsultasi 

untuk memastikan bahwa hak dan budaya mereka dihormati. Bantuan tersebut dapat 

mencakup penguatan kelembagaan dan pembangunan kapasitas untuk desa adat dan 

anggota masyarakat yang bekerja dengan Proyek. 

 Anggota Masyarakat Adat akan diidentifikasi dan bagi mereka yang mewakili 

kepentingan yang besar, upaya akan dilakukan untuk memastikan bahwa anggota ini 

akan diwakilkan dalam komisi masyarakat adat setempat untuk setiap kelompoknya, 

dan bahwa komunikasi reguler dan formal akan dilakukan dengan kelompok tersebut. 

 Jika terdapat Masyarakat Adat yang menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, 

brosur dan dokumen terkait akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang relevan. 

Pekerjaan ini harus dialokasikan dalam anggaran proyek sebagai biaya terjemahan 

tambahan untuk dokumen proyek yang terkait. 

Langkah-langkah ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa anggota masyarakat adat yang 

berperan serta penuh dalam proyek ini menyadari hak dan tanggung jawab mereka, dan dapat 

menyuarakan kebutuhan mereka selama survei dan pelatihan sosial atau ekonomi, dan bahwa 

kebutuhan mereka diintegrasikan ke dalam Pembentukan FMU dan perencanaan 

pengembangan proyek dan ke dalam kebijakan operasi. Selain itu, mereka akan didorong untuk 

mengajukan proposal proyek yang akan dapat memenuhi kebutuhan kelompok masing-masing, 

jika perlu. 
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f. Pelaporan, Pemantauan, dan Dokumentasi 

Selain perhatian khusus pada isu-isu terkait Masyarakat Adat, pengawasan dan pemantauan, 

PMU akan memasukkan berbagai poin dalam laporan kemajuan mereka. Misi pengawasan 

berkala Bank Dunia akan memberikan perhatian khusus pada kepastian bahwa Proyek akan 

dapat memberi manfaat dan tidak akan berdampak pada mereka. 

g. Susunan 

PMU akan bertanggung jawab dalam melatih unit pelaksana proyek yang terkait atau otoritas 

lokal dalam konsultasi, penapisan, kajian sosial, analisis, pelaporan IPP, dan penanganan 

keluhan. 

PMU, Proyek dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menerapkan IPP (mengatur 

staf dan penganggaran yang memadai). 
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LAMPIRAN 8: FORMAT RENCANA PENANGANAN MASYARAKAT ADAT (INDIGENOUS 

PEOPLES PLAN-IPP) 

Konsultasi untuk mendapatkan Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (Free, 

Prior and Informed Consultation-FPIC) dengan dukungan masyarakat luas akan diadakan 

terlebih dahulu melalui serangkaian pertemuan, termasuk pertemuan dengan kelompok-

kelompok terpisah atau kelompok-kelompok spesifik: kepala desa adat, pria dan wanita 

penduduk asli, terutama mereka yang tinggal di daerah yang akan dipengaruhi oleh kegiatan 

yang diusulkan. Diskusi akan difokuskan pada dampak positif dan negatif dari Proyek. 

Jika Kajian Sosial menunjukkan bahwa kegiatan yang diusulkan akan menimbulkan dampak 

buruk atau bahwa Masyarakat Adat telah menolak proposal tersebut, kegiatan tersebut tidak 

akan disetujui (dan tidak ada tindak lanjut yang diperlukan). Jika Masyarakat Adat mendukung 

Proyek, IPP akan dikembangkan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat akan menerima 

peluang budaya yang tepat untuk mendapat manfaat dari kegiatan. 

IPP dipersiapkan dengan cara yang fleksibel dan pragmatis, dengan berbagai tingkat rincian 

tergantung pada karakteristik Proyek dan dampak yang dimilikinya. Rencana tersebut harus 

mencakup unsur-unsur berikut, sesuai kebutuhan: 

a) Ringkasan kajian sosial; 

b) Hasil ringkasan konsultasi yang diadakan selama perencanaan proyek; 

c) Kerangka kerja yang menjamin hasil konsultasi yang diadakan dengan Masyarakat Adat 

yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek; 

d) Rencana tindakan untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat sosial 

dan ekonomi sesuai dengan budaya mereka; 

e) Perkiraan biaya dan rencana pendanaan untuk IPP; 

f) Akses ke mekanisme pengaduan, dengan mempertimbangkan ketersediaan mekanisme 

tradisional; 

g) Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

 

IPP untuk setiap proyek harus ditinjau dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum pelaksanaan 

proyek. IPP harus tersedia untuk Masyarakat Adat yang terdampak. 
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Contoh berikut menyajikan garis besar IPP. Contoh dapat dikembangkan lebih lanjut 

berdasarkan kondisi lapangan dan sesuai dengan karakteristik Kegiatan Proyek. 

  

Judul Bab/Sub-Bab Isi/Keterangan 

1. Penjelasan Proyek 

Ringkasan Penjelasan Kegiatan Proyek (mengenai batas wilayah, lokasi, jenis pekerjaan, 
luas wilayah, jangkauan pengaruh, dll.) 

2. Ringkasan KAJIAN Sosial 

2.1. Data Rona Awal (Baseline Data) tentang Masyarakat Adat  

 Informasi rona awal tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik dari 
komunitas masyarakat adat, tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki atau 
secara adat digunakan atau ditempati, dan sumber daya alam yang mereka andalkan. 

 Identifikasi pemangku kepentingan utama proyek dan uraian proses yang sesuai dengan 
budaya setempat untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat pada setiap tahap siklus 
proyek 

2.2. Ringkasan hasil Free, Prior, and Informed Consultations dengan komunitas Masyarakat 

Adat terdampak yang dilakukan selama persiapan Kegiatan Proyek dan diarahkan pada 

dukungan masyarakat luas untuk Kegiatan Proyek 

 Identifikasi potensi dampak negatif dan positif Aktivitas Proyek dari Masyarakat Adat 

yang terdampak dalam wilayah yang terpengaruh Kegiatan Proyek 

 Pengembangan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk 

atau identifikasi tindakan untuk memperkecil, mengurangi, atau mengimbangi 

dampak tersebut dan memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat yang 

sesuai budaya dari Kegiatan Proyek 

 Mekanisme untuk mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi publik dengan 

Masyarakat Adat (konsultasi mengenai draf rencana Kegiatan Proyek, dll. yang 

terkait), termasuk: penentuan lokasi dan jadwal konsultasi, penyebaran 

informasi/undangan, dll. 

 Proses konsultasi publik 

 Hasil/keputusan dan kesepakatan bersama yang diperoleh selama pertemuan 

konsultasi. 

 Jumlah dan perwakilan organisasi/lembaga yang dihadirkan oleh peserta dalam 
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Judul Bab/Sub-Bab Isi/Keterangan 

pertemuan konsultasi tersebut. 

2.3. Kerangka kerja untuk memastikan Free, Prior, and Informed Consultations dengan 

komunitas Masyarakat Adat yang terdampak selama pelaksanaan proyek 

3. RENCANA TINDAKAN (MASUKAN DARI HASIL KAJIAN SOSIAL) 

3.1. Kegiatan bagi Masyarakat Adat untuk menerima manfaat sosial dan ekonomi  

3.2. Kegiatan untuk menghindari, memperkecil, mengurangi, atau mengimbangi dampak 

buruk 

3.3. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Proyek 

3.4. Konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terdampak pada Draft IPP 

4. PERKIRAAN BIAYA DAN RENCANA PEMBIAYAAN 

Dalam bentuk tabel yang berisi informasi tentang: jenis kegiatan, pihak yang bertanggung 

jawab, tata waktu/capaian, biaya, sumber pendanaan, dan keterangan. 

5. SUSUNAN KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN IPP 

 Lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola pelaksanaan Rencana 

Penanganan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan-IPP) 

 Lembaga yang bertanggung jawab dalam melaporkan dan memantau pelaksanaan 

Rencana Penanganan Masyarakat Adat (IPP) 

 Pengaturan untuk pemantauan pelaksanaan Rencana Penanganan Masyarakat Adat 

(IPP) oleh Masyarakat Adat yang terdampak 

6. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN YANG DAPAT DIPEROLEH OLEH MASYARAKAT ADAT 

TERDAMPAK 

 Mekanisme untuk mengelola keluhan seperti yang disarankan dalam hasil Kajian 

Sosial 

7. PEMANTAUAN PROYEK, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN IPP 

Termasuk pengaturan untuk Free, Prior, and Informed Consultations dengan Masyarakat 

Adat yang terdampak 

 Menjelaskan Rencana Kerja untuk memantau pelaksanaan IPP dan Mekanisme 

Pelaporan. 
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Judul Bab/Sub-Bab Isi/Keterangan 

 Pemantauan kemajuan pelaksanaan IPP. 

 Pemantauan proses pelaksanaan IPP. 

 Pelaporan pelaksanaan (melapor kepada siapa, format mana yang digunakan, dan 
tenggat waktu untuk penyerahan laporan). 

LAMPIRAN  

Lampirkan dokumen asli atau salinan yang terkait dengan IPP, misalnya: 
 Informasi tentang Kegiatan Proyek (Peta) 
 Tabel yang berisi Data Rona Awal Masyarakat Adat 
 Risalah Rapat Sosialisasi dan Konsultasi 
 Risalah Perjanjian tentang Rencana Kompensasi (jika ada) berdasarkan konsultasi 
 Dokumentasi lain yang terkait  
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LAMPIRAN 9: KERANGKA KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI 

 

Latar Belakang 

Kerangka Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF) digunakan sebagai pedoman 

untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pembentukan 

NUDP yang melibatkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali Warga Terdampak Proyek. 

Program ini akan mengidentifikasi kegiatan selama fase pelaksanaan, karena tidak mungkin 

untuk memasukkan semua persyaratan untuk perencanaan pemukiman kembali dalam 

penilaian. Kerangka kerja ini berisi daftar prinsip dan prosedur yang harus diadopsi jika suatu 

kegiatan dalam pembentukan NUDP menyebabkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. 

Dalam hal ini, kerangka kerja tersebut membutuhkan Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan 

Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Action Plan - LARAP) yang telah 

disiapkan untuk kegiatan yang menyebabkan pembebasan tanah. Tujuannya adalah untuk 

memastikan bahwa setiap potensi dampak dapat diperkecil dan bahwa setiap orang yang 

terkena dampak diberi peluang besar melalui kompensasi atau jenis bantuan lainnya untuk 

meningkatkan atau setidaknya mempertahankan standar hidupnya (yaitu pekerjaannya, 

pendapatannya, dan hak atas barang dan jasa). 

Melalui Proyek ini, hak dan akses masyarakat setempat akan diperkuat secara formal. 

Pembatasan akses masyarakat sebagai akibat dari Proyek ini harus mengacu pada kerangka 

proses. Rencana tindakan untuk pembatasan akses akan dibuat untuk menunjukkan 

persetujuan dari warga terdampak, kajian untuk mengurangi dampak, skema manajemen, dan 

pengaturan pemantauan dan evaluasi. 

Peraturan Dasar 

 UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum. 

 UU No. 6/2014 tentang Desa 

 Keputusan Presiden No. 36/ 2005 sehubungan dengan Keputusan Presiden No. 65/2006 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 

 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 3/2007 Tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 79/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Penguasaan Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan. 
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OP Bank Dunia 4.12 memberikan panduan penting tentang tujuan LARAP sesuai dengan 

peraturan nasional dan daerah. Tujuan LARAP dan pengertian yang digunakan adalah sebagai 

berikut; 

 Setiap upaya yang masuk akal akan dilakukan untuk menghindari atau memperkecil 

kebutuhan akan pembebasan dan pelepasan tahah, dan memperkecil dampak buruk 

terkait dengan pemukiman kembali. Jika pengadaan dan pembebasan tanah serta 

dampak negatif tidak dapat dihindari, tujuan utama dari LARAP adalah untuk 

memastikan warga yang mengalami dampak buruk (Warga Terdampak Proyek) 

sebagaimana didefinisikan di bawah) menerima kompensasi untuk biaya penggantian 

(sebagaimana didefinisikan di bawah ini) ) untuk tanah yang diambil alih atau 

dibebaskan dan aset lainnya (seperti bangunan atau tanaman yang tumbuh di tanah 

yang dilepaskan) dan memberikan rehabilitasi atau bentuk bantuan lain yang diperlukan 

untuk memberi Warga Terdampak Proyek peluang yang luas untuk meningkatkan, atau 

setidaknya mempertahankan kondisi kehidupan (pekerjaan, penghasilan, hak atas 

barang dan jasa). 

 “Warga Terdampak Proyek” (Project Affected Persons - PAPs) merujuk pada seseorang 

atau rumah tangga yang terkena dampak ekonomi dan sosial langsung yang disebabkan 

oleh: a. pengambilan tanah secara tidak sukarela yang mengakibatkan (i) relokasi atau 

hilangnya tempat berlindung; (ii) kehilangan aset atau akses ke aset; atau (iii) hilangnya 

sumber pendapatan atau sarana mata pencaharian, baik dikarenakan warga yang 

terkena dampak harus pindah ke lokasi lain atau tidak; b. pembatasan secara tidak 

sukarela akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditentukan secara hukum 

yang mengakibatkan dampak buruk pada penghidupan para warga yang dipindahkan; 

 “Biaya Penggantian” adalah kompensasi yang layak dan adil kepada Warga Terdampak 

Proyek dalam proses pengadaan tanah oleh Proyek. Biaya penggantian dinilai oleh tim 

penilai independen. Tim Penilai menilai tingkat kerugian dan kompensasi dengan 

menggunakan metode yang tepat untuk memenuhi kelayakan dan keadilan sesuai 

dengan hukum dan peraturan di Indonesia. Hasil dari tim penilai digunakan sebagai 

dasar dalam diskusi untuk memutuskan biaya penggantian; 

 “Pengadaan Tanah” adalah kegiatan pembebasan tanah yang dilakukan oleh Proyek 

dengan memberikan kompensasi yang layak dan adil kepada para pihak yang 

memberikan hak atau akses mereka ke tanah. Pembebasan tanah dapat menyebabkan 

berbagai dampak negatif bagi pihak-pihak yang memberikan tanah mereka, seperti 

kehilangan rumah, tanaman, pagar, sumur, kuburan; 

 “Rehabilitasi” adalah proses pemulihan hidup dari Warga Terdampak Proyek, dengan 

memberikan banyak peluang untuk memulihkan produktivitas, pendapatan, dan standar 

kehidupan. 
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 “Batas Waktu (Cut of Date)” adalah batas waktu untuk mengidentifikasi dan 

menentukan siapa yang termasuk dalam Warga Terdampak Proyek dan hak mereka 

untuk memperoleh biaya penggantian atau kompensasi. Warga yang masuk kawasan 

Proyek setelah batas waktu tidak termasuk dalam objek kompensasi atau bantuan 

lainnya. 

 

Prinsip Utama 

Pedoman OP Bank Dunia 4.12 telah menetapkan beberapa prinsip utama yang harus diikuti 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali. Prinsip utama untuk LARPF adalah 

sebagai berikut: 

a) Jika memungkinkan, desain Proyek dan LARAP harus dianggap sebagai peluang 

pengembangan, maka Warga Terdampak Proyek dapat mengambil manfaat dari layanan 

dan fasilitas yang disediakan oleh kegiatan Proyek. 

b) Semua Warga Terdampak Proyek berhak mendapatkan kompensasi untuk aset yang 

hilang, atau bentuk alternatif bantuan lain yang setara dengan kompensasi; Warga 

Terdampak Proyek yang tidak memiliki hak hukum atas aset yang hilang tidak akan 

dihambat atas hak untuk mendapatkan kompensasi atau bentuk bantuan alternatif; 

c) Jumlah kompensasi sebagaimana diputuskan dalam LARAP, yang harus dibayarkan 

sepenuhnya kepada pemilik individu atau kolektif berdasarkan pada aset yang hilang, 

tanpa ada penyusutan atau pengurangan pajak, biaya atau tujuan lain; 

d) Nilai aset yang akan dikompensasi akan dinilai oleh tim penilai independen atau 

lembaga yang disyaratkan dalam hukum Indonesia (Keputusan Presiden No. 36/2005 

sehubungan dengan Keputusan Presiden No. 65/2006). Penunjukan mereka sebagai 

penilai independen pada prinsipnya harus disetujui oleh Warga Terdampak Proyek dan 

mereka harus menerapkan metode penilaian yang tepat; 

e) Pada tanah yang digunakan untuk tanaman pertanian, upaya wajib berupa penyediaan 

tanah pengganti; tetapi dalam konteks hak tanah di dalam kawasan hutan, pengadaan 

tersebut tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian tanah. 

f) Penggantian rumah petak, relokasi tempat usaha, atau penggantian lahan pertanian 

harus sama nilainya dengan kegunaan tanah yang hilang; 

g) Periode transisi pemukiman harus dipersingkat. Kompensasi untuk aset harus dibayar 

sebelum terjadinya dampak, sehingga rumah baru dapat dibangun, aset tetap dapat 

dipindahkan atau diganti, dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dapat dilakukan 

sebelum terjadinya pemukiman ulang; 

h) Warga Terdampak Proyek menerima dukungan (bantuan langsung atau tunjangan) 

untuk memenuhi biaya pemindahan atau penghidupan sementara sampai mereka dapat 

melanjutkan kegiatan produktif mereka; 



89 
 

i) Warga Terdampak Proyek harus dikonsultasikan selama proses penyusunan LARAP, 

sehingga keberatan mereka tentang aturan pemukiman kembali dapat dikumpulkan dan 

dipertimbangkan: LARAP publik disampaikan dengan cara yang mudah diakses oleh 

Warga Terdampak Proyek; 

j) Tingkat kesejahteraan sosial dan akses ke sumber daya akan dipertahankan atau 

ditingkatkan setelah pemukiman kembali; 

k) Tanggung jawab harus didefinisikan secara jelas untuk memenuhi semua biaya yang 

terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, dan untuk memastikan 

ketersediaan dana yang cukup dan tepat waktu. 

l) Manajemen kelembagaan yang jelas harus dibentuk untuk memastikan pelaksanaan 

yang efektif dan tepat waktu dari semua langkah pemukiman kembali dan rehabilitasi; 

m) Pengaturan untuk pemantauan yang efektif akan dilakukan selama pelaksanaan semua 

langkah pemukiman kembali; 

n) Metode untuk menangani keluhan Warga Terdampak Proyek dibentuk, dan informasi 

tentang prosedur pengaduan keluhan dikirimkan ke Warga Terdampak Proyek. 

 

Perbedaan antara Peraturan Pemerintah Indonesia dan OP 4.12 Bank Dunia 

Meskipun ada masalah dalam pengadaan tanah, hal ini tidak diramalkan akan menjadi masalah 

utama sepanjang keberjalanan Proyek yang akan memastikan bahwa kegiatan tidak akan 

memicu relokasi. Analisis persamaan-perbedaan (Equivalence-gap analysis) ini membatasi 

perbandingannya dengan tidak memasukkan relokasi sebagai suatu opsi. 

Pemerintah Indonesia memperkuat sistem negaranya untuk mengatasi masalah pengadaan 

tanah untuk keperluan proyek pembangunan kepentingan umum. Undang-undang Pengadaan 

Tanah No. 2 Tahun 2009 dan pelaksanaan peraturan dan undang-undangnya hampir selaras 

dengan OP 4.12 Bank Dunia. UU No. 2 Tahun 2012 menjamin bahwa warga yang tidak memiliki 

hak hukum atas tanah yang mereka tempati atau gunakan, berhak atas kompensasi untuk 

bangunan yang ada diatasnya, termasuk kompensasi atas hilangnya pekerjaan dan usaha, biaya 

pemindahan, dll. Rencana pengadaan tanah juga perlu disiapkan oleh institusi yang 

membutuhkan tanah. Warga terdampak pengadaan tanah diajak berkonsultasi dan keluhan 

mereka didengar dan diselesaikan dengan cara yang paling cepat selama perencanaan dan 

pelaksanaan pengadaan tanah.   

Berikut adalah beberapa kesenjangan antara Peraturan Pemerintah RI tentang Pengadaan 

Tanah dibandingkan dengan Prosedur Operasional (OP) Bank Dunia 4.12. 
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SUBYEK Kerangka Pemerintah RI dan OP 4.12 Bank 
Dunia 

Kesenjangan 

P
E

R
S

IA
P

A
N

 
Pemerintah RI: Dokumen 
desain/perencanaan dan FS berupa dokumen 
terpisah. Dokumen-dokumen ini seperti yang 
disebutkan sebelumnya cenderung lemah. 
Fokus pada keseluruhan manfaat-biaya dan 
pertimbangan teknis. 

 Tidak ada 
konsultasi dalam 
tahap ini, meskipun 
kemudian perjanjian 
lokasi proyek 
dengan Warga 
Terdampak Proyek 
menjadi 
persyaratan 

 Tidak ada rencana 
aksi dan tidak ada 
rencana pemulihan 
mata pencaharian 

OP Bank Dunia: Menjadi bagian dari 
keseluruhan perencanaan dan desain proyek. 
LARAP fokus pada: solusi permasalahan 
sosial ekonomi berdasarkan konsultasi dengan 
Warga Terdampak Proyek (termasuk 
pemulihan mata pencaharian), skenario 
alternatif dan rencana kerja. 
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Pemerintah RI: Hanya pemilik tanah (dengan 
bukti penuh atas hak tradisional dan bangunan 
atau bukti transaksi tanah dari hak tradisional; 
termasuk warga tanpa bukti tetapi menempati 
tanah dengan ‘niat baik’ dan disertai oleh dua 
(2) saksi atas kepemilikan) dan orang yang 
memiliki aset di atas tanah tersebut berhak 
mendapatkan kompensasi.  

 Tidak ada kompensasi untuk penyewa 
kecuali, dalam praktiknya, penyewa dari aset 
pemerintah. Penghuni liar di tanah pribadi 
tidak berhak atas kompensasi (sebagai 
tanggung jawab pemilik tanah pribadi).  
 Hampir tidak ada kompensasi non-tunai  

 Hanya 
pemilik tanah dan 
aset yang berhak 
atas kompensasi  
 Tidak ada 
bantuan 
pemukiman kembali 
atau rehabilitasi 

 Tidak ada 
kompensasi untuk 
penyewa atau 
penghuni liar di atas 
tanah pribadi 
 Hampir tidak 
ada kompensasi 
non-tunai 
 Masyarakat 
Adat perlu 
pengakuan 
sebelumnya 

OP Bank Dunia: Semua Warga Terdampak 
Proyek yang teridentifikasi sebelum cut-off 
date dari inventaris Warga Terdampak Proyek 
berhak atas kompensasi; kompensasi non-
tunai lebih diutamakan pada kasus pemukiman 
kembali. 

P
E

M
U

L
IH

A
N

 M
A

T
A

 
P

E
N

C
A

H
A

R
IA

N
 

Pemerintah RI: Dalam pedoman Masyarakat 
Profesi Penilai Indonesia, pemulihan mata 
pencaharian adalah bagian dari penilaian 
bidang tanah tetapi ini tidak secara khusus 
disebutkan dalam kerangka kerja. Di lokasi-
lokasi di mana Warga Terdampak Proyek 
memiliki peluang ekonomi atau sosial yang 
khusus, ada kemungkinan bahwa biaya 
pemulihan mata pencaharian dihargai kurang 
sesuai.   

Restorasi mata 
pencaharian tidak 
disebutkan, dalam 
kasus di mana 
peluang ekonomi 
khusus Warga 
Terdampak Proyek 
yang ada pada 
lokasi mereka tidak 
terwakili pada harga 
tanah, biaya 
penggantian 
cenderung di bawah 
nilai 

OP Bank Dunia: Mata pencaharian Warga 
Terdampak Proyek dikembalikan setidaknya 
ke kondisi aslinya 
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Pemerintah RI: Terdapat 3 perjanjian dan 
konsultasi, dan tiap perjanjian dan konsultasi 
tersebut memiliki prosedur keluhan:  
(a) Warga Terdampak Proyek menyetujui 
lokasi proyek  keluhan ke (i) tim persiapan 
 (ii) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
 (iii) Mahkamah Agung;  
(b) Warga Terdampak Proyek menyetujui 
inventaris tanah & aset  keluhan kepada tim 
pelaksana (P2T):  
(c) Setuju terhadap kompensasi (tidak ada 
mekanisme terperinci dan alokasi waktu 
untuk kompensasi non-tunai): (i) kembali 
bernegosiasi kepada tim pelaksanan  (ii) 
mengajukan tuntutan nilai kompensasi ke 
Pengadilan Negeri  (iii) Mahkamah Agung 

Perjanjian jelas dan 
mekanisme keluhan 
meskipun tidak ada 
waktu dan prosedur 
untuk perjanjian 
non-tunai. Dalam 
praktiknya terdapat 
pertanyaan 
mengenai 
kemampuan 
pengadilan dalam 
mengikuti jadwal 
dalam kerangka 
kerja.  
 
 
 OP Bank Dunia: Tidak ada diskusi untuk 

perjanjian Warga Terdampak Proyek 
mengenai lokasi proyek kecuali untuk 
Masyarakat Adat terdampak. Perjanjian untuk 
inventaris, prosedur negosiasi dan prosedur 
keluhan dijelaskan secara detail dalam LARAP 
atau kerangka kerja proyek.  Kompensasi non-
tunai yang menjamin restorasi mata 
pencaharian lebih diutamakan 
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Pemerintah RI: (i) Tidak ada skenario terperinci dan perkiraan dan 
pengaturan keuangan terperinci,  
(ii) Tidak ada alokasi kelembagaan, prosedur dan waktu untuk 
kompensasi non-tunai 
(iii) Tidak diperlukan rencana kerja dan evaluasi diri terhadap 
kapasitas kelembagaan 
(iv) Akses ke informasi tidak secara khusus dijabarkan tetapi 
kombinasi kerangka kerja ini dan Undang-Undang Akses Informasi 
No. 14 tahun 2008 sudah cukup untuk menutup kesenjangan.  

Sumber: Gap Analysis Studied oleh Bank Dunia 2013 

 

Di bawah ini juga ditunjukkan kesenjangan terkait hak antara Peraturan Pemerintah Indonesia 

tentang Pengadaan Tanah dibandingkan dengan Prosedur Operasional Bank Dunia 4.12  

 

Warga Terdampak 
Proyek 

Hak 

Peraturan Pemerintah Indonesia OP Bank Dunia 

Hak penuh 
kepemilikan dan 
pengelolaan tanah 
(misalnya, hak untuk 
membangun) 

Biaya penggantian penuh (UU 
No 2 tahun 2012, Perpres No. 
71 tahun 2012).  
Kompensasi uang tunai lebih 
diutamakan 

Biaya penggantian 
penuh bersamaan 
dengan pemulihan 
mata pencaharian.  
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Diutamakan 
kompensasi non-tunai  

Memiliki aset di atas 
tanah 

Biaya penggantian penuh  Sama 

Penyewa Tidak diatur, tapi dalam 
paktiknya mereka kemungkinan 
diberikan uang saku untuk 
pindah. Penyewa resmi di tanah 
pemerintah akan mendapatkan 
kompensasi pengganti. Dalam 
UU No 20 Tahun 1961 Tentang 
Pencabutan Hak-Hak Atas 
Tanah dan Benda-Benda yang 
Ada di Atasnya, mereka juga 
berhak atas kompensasi 
pengganti 

Restorasi mata 
pencaharian 

Pemilik: tanpa bukti 
hukum tetapi saksi, 
dengan itikad baik & 
dengan bukti 
tradisional 

Biaya penggantian penuh  Restorasi mata 
pencaharian 

Penghuni liar di 
tanah pribadi 

Tidak diatur, tapi dalam 
paktiknya mereka kemungkinan 
diberikan uang saku untuk 
pindah. Dalam UU No 20 Tahun 
1961 Tentang Pencabutan Hak-
Hak Atas Tanah dan Benda-
Benda yang Ada di Atasnya, 
mereka juga berhak atas 
kompensasi pengganti  

Restorasi mata 
pencaharian 

Warga yang 
kehilangan 
pendapatan tapi 
tidak kehilangan 
tanah 

Jika Warga Terdampak Proyek 
terkena dampak serius, hal itu 
diatur dalam undang-undang 
AMDAL (Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan) sebagai 
bagian dari rencana pengukuran 
mitigasi. Ini adalah persyaratan 
untuk mendapatkan izin 
lingkungan.   

Dalam OP 4.12 
sebagai pembatasan 
tidak sukarela 
terhadap akses dan 
jika hal itu 
menciptakan dampak 
serius bagi Warga 
Terdampak Proyek, hal 
itu juga diatur dalam 
rencana kerja AMDAL.  

Masyarakat Adat 
pemilik tanah dari 
tanah ulayat 

Biaya penggantian penuh tetapi 
harus diakui terlebih dahulu 
sebagai komunitas masyarakat 
adat yang berbeda oleh 
pemerintah daerah (sama, tetapi 
prosedur pengakuan ada pada 
peraturan Badan Pertanahan) 

Dalam OP 4.12 tidak 
secara khusus sebagai 
Masyarakat Adat, 
hanya dilihat sebagai 
pemilik tanah; pemilik 
tanah ulayat; tetapi 
juga diatur dalam OP 
4.10 Masyarakat Adat. 

 

Persiapan Pengadaan Tanah dan Instrumen Pemukiman Kembali 
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Pengadaan tanah umumnya terkait dengan perencanaan infrastruktur dan negosiasi 

kompensasi, sedangkan dalam proyek-proyek yang didanai Bank Dunia, pengadaan tanah 

adalah bagian dari perencanaan untuk keseluruhan proyek. Oleh karena itu, selama tahap 

perencanaan, undang-undang Indonesia berfokus dalam hal memperoleh izin dari warga dan 

menganalisis keseluruhan manfaat-biaya sosial Proyek (dalam studi kelayakan proyek), 

sedangkan OP Bank Dunia berfokus pada perencanaan dan pengembangan rencana kerja 

terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali.  Dalam proyek-proyek di mana 

kompensasi tanah-ke-tanah dianggap lebih disukai, proyek-proyek yang didanai Bank Dunia 

harus memastikan bahwa dokumen Studi Kelayakan berisi analisis serius tentang opsi paling 

murah dan mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin timbul dari proses terhadap biaya 

sosial.  

Pra-seleksi dan identifikasi skala dampak pengadaan tanah akan dilakukan berdasarkan 

perkiraan jumlah warga yang terkena dampak dan luas tanah yang akan diambil. Terdapat dua 

instrumen perencanaan utama untuk dampak pemukiman kembali Proyek, yaitu Rencana Kerja 

Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) Lengkap dan LARAP Singkat atau 

sederhana. 

 Rencana Tindakan untuk Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali diperlukan ketika 

pembebasan tanah memengaruhi lebih dari 200 orang, atau permintaan membutuhkan 

lebih dari 10% kepemilikan tanah atau aset produktif rumah tangga dan/atau 

melibatkan relokasi fisik; 

 LARAP Singkat dapat diterima jika memengaruhi kurang dari 200 orang atau permintaan 

membutuhkan kurang dari 10% kepemilikan tanah atau aset produktif rumah tangga 

dari semua rumah tangga yang terkena dampak. 

Tidak ada perbedaan mendasar antara LARAP komprehensif dan LARAP Singkat dalam 

mencapai kesetaraan dan kompensasi biaya sosial. Namun, ada beberapa perbedaan 

prosedural antara LARAP Singkat dan Lengkap. LARAP komprehensif lebih terperinci dan 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan, LARAP komprehensif perlu 

memasukkan tinjauan kerangka hukum dan kelembagaan, sementara hal tersebut tidak 

diperlukan dalam LARAP Singkat. LARAP Singkat berdasarkan sensus aset di setiap Warga 

Terdampak Proyek. Sementara LARAP komprehensif membutuhkan sensus aset Warga 

Terdampak Proyek dan survei sosial-ekonomi yang lengkap sebagai tolok ukur pemantauan 

dalam memahami perubahan kondisi sosial ekonomi Warga Terdampak Proyek. 

Deskripsi dalam LARAP Singkat/Sederhana adalah sebagai berikut: 

 Aset dan mata pencaharian, dan nilainya berdasarkan pada sensus 100% Warga 

Terdampak Proyek; 

 Deskripsi kompensasi dan bantuan pemukiman kembali; 
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 Konsultasi dengan Warga Terdampak Proyek tentang alternatif yang dapat diterima; 

 Lembaga untuk pelaksanaan kompensasi dan pengaduan; 

 Pengaturan untuk pemantauan dan pelaksanaan; dan 

 Jadwal dan anggaran. 

Semua LARAP harus ditinjau dan disetujui oleh PIU sebelum persetujuan akhir dari Proyek. 

Semua LARAP harus disampaikan dan mudah diakses oleh Warga Terdampak Proyek di tingkat 

daerah, dan didokumentasikan oleh PIU. Setiap pelaksanaan LARAP harus dipantau 

efektivitasnya dan diperbaiki jika perlu. 

 

Konsultasi dan Pemberitahuan Publik 

Pemrakarsa proyek harus mengungkapkan informasi tentang Proyek dan proses pengadaan 

tanah kepada Warga Terdampak Proyek dan kepala desa menjelaskan proposal dan potensi 

dampak yang mungkin terjadi dan hak hukum Warga Terdampak Proyek berdasarkan kerangka 

ini. Informasi ini akan diungkapkan dalam bahasa lokal dan dalam istilah non-teknis, dengan 

mempertimbangkan tingkat pengetahuan mereka. 

Warga Terdampak Proyek harus diberi kesempatan untuk berperan serta dalam perencanaan 

dan pelaksanaan pemukiman kembali. Paling tidak, Warga Terdampak Proyek harus 

dikonsultasikan mengenai pilihan dan kekhawatiran selama proses perencanaan pemukiman 

kembali. Semua Warga Terdampak Proyek harus diberitahu tentang potensi dampak dan 

langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, termasuk tingkat kompensasi. 

LARAP atau LARAP Singkat dalam Bahasa Indonesia akan diungkapkan di tempat-tempat yang 

dapat diakses oleh Warga Terdampak Proyek, khususnya untuk memastikan bahwa Warga 

Terdampak Proyek memahami hak-hak mereka. Dokumen ini juga akan diungkapkan di situs 

web Proyek PUPR-BPIW dan Info Shop Bank Dunia. 

 

Kelayakan dan Kebijakan Hak 

Warga Terdampak Proyek yang mendapat kompensasi adalah pemilik tanah dan pemilik aset 

yang melekat pada tanah. Namun, dalam OP Bank Dunia, semua Warga Terdampak Proyek 

termasuk penyewa dan penghuni liar di tanah pribadi dianggap memenuhi syarat. Dalam kasus 

pemilik tanah juga merupakan Masyarakat Adat, pemahaman yang lebih maju tentang 

peraturan terkait yang mengatur kepemilikan tanah Masyarakat Adat akan diperlukan. Proyek 

yang didanai Bank Dunia harus memastikan bahwa penyewa dan penghuni liar di tanah pribadi 

dianggap sebagai Warga Terdampak Proyek yang memenuhi syarat. Untuk pertanyaan yang 

terkait dengan hak atas tanah untuk Masyarakat Adat, lebih baik ditangani di bawah kebijakan 

operasional Bank Dunia tentang Masyarakat Adat. 
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Semua Warga Terdampak Proyek akan dinilai untuk kelayakan kompensasi dan/atau bentuk 

bantuan lainnya, yang relevan dengan sifat dari dampak yang mempengaruhi mereka. 

Meskipun proyek penapisan dimaksudkan untuk menghilangkan dampak yang signifikan seperti 

kehilangan rumah atau bangunan komersial, atau kehilangan besar atas tanah produktif, 

ketentuan kerangka kerja ini akan berlaku jika terjadi dampak signifikan yang tidak dapat 

dihindari. 

Secara umum, warga yang layak mendapatkan kompensasi akan mencakup mereka yang 

terkena dampak dengan cara berikut: 

1. Tanah yang diperoleh secara permanen untuk Proyek ini termasuk: 

a) Pemilik dengan dasar hukum formal; Meskipun Proyek ini sejak awal hanya dirancang 

untuk perencanaan kota, tetapi memiliki kemungkinan untuk mencakup lahan pertanian 

yang terbebani hak milik (hak atas tanah); 

b) Pengguna tanah yang memenuhi syarat untuk dasar hukum formal di bawah hukum 

Indonesia; 

c) Tanah yang ditempati oleh Masyarakat Adat; 

d) Kawasan hutan negara yang dikuasai sebelum batas waktu yang ditentukan. Warga 

Terdampak Proyek dalam kategori a), b) dan c) berhak mendapatkan kompensasi untuk 

biaya penggantian. Sebagai pengganti kompensasi formal, Warga Terdampak Proyek 

dalam kategori d) akan diberikan kompensasi dengan bentuk bantuan alternatif, dengan 

nilai yang setara dengan biaya penggantian. 

2. Hilangnya rumah, bangunan lain dan aset tetap, termasuk pohon dan tanaman: Pemilik 

rumah dan aset lainnya (terlepas dari apakah mereka memiliki sertifikat tanah atau 

bangunan untuk bangunan yang dibangun sebelum batas waktu). 

3. Kerugian yang terkait dengan dampak sementara: Ini termasuk kehilangan sementara 

tanah, dan biaya transisi yang terkait dengan pemindahan, atau gangguan bisnis selama 

konstruksi. 

4. Secara khusus, Warga Terdampak Proyek berhak mendapatkan jenis kompensasi dan 

langkah-langkah rehabilitasi sebagai berikut: 

5. Warga Terdampak Proyek kehilangan lahan pertanian mereka: 

a) Mekanisme yang diutamakan untuk ganti rugi lahan pertanian akan dilakukan melalui 

penyediaan lahan pengganti yang setara dengan kapasitas produktif lahan dan 

memuaskan Warga Terdampak Proyek. Jika lahan pengganti yang memuaskan tidak 

dapat diidentifikasi, kompensasi dengan biaya penggantian dapat diberikan. 

b) Warga Terdampak Proyek akan dikompensasi atas hilangnya hasil panen sesuai dengan 

harga pasar, untuk pohon bernilai ekonomis dikompensasi sesuai nilai bersih saat itu, 

dan aset tetap lainnya (bangunan pendukung, sumur, pagar, perbaikan irigasi) 

dikompensasi sesuai biaya penggantian. 



96 
 

c) Kompensasi akan dibayarkan untuk penggunaan tanah sementara, dengan tarif yang 

sesuai dengan durasi penggunaan, dan tanah atau aset lainnya akan dikembalikan ke 

kondisi sebelum penggunaan tanpa biaya kepada pemilik atau pengguna. 

6. Warga Terdampak Proyek kehilangan tanah dan bangunan tempat tinggal mereka: 

a) Hilangnya tanah dan bangunan tempat tinggal akan dikompensasi dalam bentuk 

(melalui penggantian) lokasi rumah dan tanah dengan ukuran yang sama, dan 

memuaskan Warga Terdampak Proyek, atau kompensasi tunai sesuai dengan biaya 

penggantian. 

b) Jika setelah pembelian tanah, sisa tanah perumahan yang tersisa tidak cukup untuk 

dibangun kembali atau dipulihkan dengan rumah atau bangunan lain dengan ukuran 

atau nilai yang setara, maka atas permintaan Warga Terdampak Proyek, akan ada 

penggantian biaya untuk seluruh tanah dan bangunan perumahan. 

c) Kompensasi akan dibayarkan sesuai dengan biaya penggantian untuk aset tetap. 

d) Penyewa, yang memiliki rumah sewaan untuk keperluan perumahan akan diberikan 

hibah uang tunai selama tiga bulan dengan tarif pasar yang berlaku di daerah tersebut 

dan akan membantu mengidentifikasi akomodasi alternatif. 

7. Warga Terdampak Proyek yang kehilangan usahanya akan dikompensasi sehubungan 

dengan hilangnya usaha bersangkutan: (i) penyediaan tempat usaha alternatif dengan 

ukuran dan aksesibilitas yang sama dengan pelanggan, memuaskan pelaku usaha yang 

Terdampak Proyek; (ii) kompensasi tunai untuk bangunan usaha yang hilang: dan (iii) 

dukungan transisi untuk hilangnya pendapatan (termasuk upah karyawan) selama periode 

transisi. 

8. Infrastruktur dan akses ke layanan infrastruktur akan dipulihkan atau diganti tanpa biaya 

bagi masyarakat yang terkena dampak. Jika lokasi pemukiman baru telah ditetapkan, 

infrastruktur dan layanan dengan standar setempat akan diberikan tanpa biaya kepada 

warga yang dipindahkan. 

 

 

Pelepasan Tanah Sukarela 

Terdapat kemungkinan bahwa kegiatan NUDP akan melibatkan pelepasan tanah sukarela, di 

mana warga terdampak secara sukarela menyumbangkan sebagian kecil dari tanah mereka 

untuk Proyek. Kontribusi Tanah diterima hanya jika ada “informed consent” dan “power of 

choice”. “Informed consent” berarti orang yang terlibat sepenuhnya memahami Proyek dan 

implikasinya, konsekuensi dan setuju untuk berperan serta dalam Proyek. “Power of choice” 

berarti bahwa orang yang terlibat memiliki pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui 

pembebasan tanah. 
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Karena menentukan persetujuan berdasarkan informasi lengkap (informed consent) dan 

kewenangan memilih (power of choice) bisa menjadi sulit, kriteria berikut disarankan sebagai 

panduan: 

 Infrastruktur tidak boleh lokasi tertentu; 

 Dampaknya haruslah tidak signifikan, yaitu, melibatkan tidak lebih dari 10 persen luas 

dan tidak memerlukan relokasi fisik; 

 Tanah yang diperlukan untuk memenuhi kriteria teknis Proyek harus diidentifikasi oleh 

masyarakat terdampak, bukan oleh kementerian lembaga atau otoritas proyek (otoritas 

permanen dan teknis dapat memastikan bahwa tanah tersebut sesuai untuk tujuan 

Proyek dan bahwa Proyek tidak akan menyebabkan masalah kesehatan atau keamanan 

lingkungan); 

 Tanah tersebut harus bebas dari penghuni liar, perambah, atau klaim atau beban 

lainnya; 

 Verifikasi (misalnya, pernyataan yang disahkan atau disaksikan notaris) tentang sifat 

sukarela sumbangan tanah harus diperoleh dari setiap warga yang menyumbangkan 

tanah. (Lihat contoh surat Kontribusi Tanah); 

 Jika layanan publik harus disediakan dalam Proyek ini, jaminan akses publik ke layanan 

disediakan oleh pemegang hak pribadi; 

 Mekanisme pengaduan harus dibentuk 

 

Langkah Rehabilitasi 

Kompensasi mungkin cukup memberikan kemampuan pada Warga Terdampak Proyek dalam 

mengembalikan sumber pendapatan mereka jika dibayarkan dengan biaya penggantian, 

dengan asumsi bahwa penggantian aset tersedia. Namun, seringkali, pemukiman kembali 

kemungkinan mengharuskan Warga Terdampak Proyek untuk memperoleh keterampilan baru 

yang diperlukan untuk melanjutkan produksi di lingkungan baru, atau untuk mengejar sumber 

pendapatan baru.  LARAP harus menilai besarnya dampak pada Warga Terdampak Proyek, dan 

memberikan langkah-langkah untuk membantu mereka yang terkena dampak dalam 

beradaptasi dengan tantangan kehidupan baru. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan ini, termasuk pelatihan, pendidikan, atau pekerjaan, bersama dengan tanggung jawab 

untuk menyediakannya, harus dijelaskan dalam LARAP. 

 

Pelaksanaan Peraturan  

LARAP meninjau pengaturan organisasi, untuk memastikan bahwa prosedur pelaksanaannya 

jelas, tanggung jawab yang pasti ditujukan untuk menyediakan semua bentuk bantuan, dan 
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bahwa koordinasi yang memadai antara semua lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan 

LARAP dijamin. LARAP harus menyertakan jadwal pelaksanaan yang terperinci, menghubungkan 

jadwal proyek untuk kegiatan pembebasan tanah terkait.  Jadwal pelaksanaan harus 

menetapkan bahwa kompensasi (dalam bentuk uang tunai atau bentuk lain) harus diselesaikan 

setidaknya satu bulan sebelum dimulainya pekerjaan, dan setidaknya tiga bulan sebelum 

pembongkaran bangunan perumahan (jika ada). 

 

Biaya dan Anggaran 

Setiap rencana kerja akan mencakup rincian biaya kompensasi dan hak rehabilitasi lainnya serta 

relokasi Warga Terdampak Proyek jika hal tersebut menjadi masalah, dengan perincian lahan 

pertanian, lahan perumahan, lahan usaha, rumah, bisnis, dan aset lainnya. Adanya perkiraan 

biaya akan membuat persiapan yang memadai untuk menghadapi berbagai kemungkinan. 

Rencana kerja akan secara tegas menetapkan sumber untuk semua dana yang diperlukan, dan 

akan memastikan bahwa aliran dana sesuai dengan jadwal pembayaran kompensasi dan 

penyediaan semua layanan lainnya. 

 

Prosedur untuk Keluhan 

LARAP akan membangun fasilitas untuk Warga Terdampak Proyek dalam menyampaikan 

keluhan kepada otoritas yang terkait dengan Proyek. Prosedur penanganan keluhan harus 

mencakup standar kinerja yang wajar, misalnya, waktu yang diperlukan untuk menanggapi 

keluhan, dan hal tersebut harus bebas biaya bagi Warga Terdampak Proyek. LARAP juga harus 

memberikan solusi alternatif kepada orang yang dirugikan jika prosedur yang terkait dengan 

Proyek gagal menyelesaikan keluhan. Prosedur utama untuk menyampaikan keluhan terkait 

NUDP adalah melalui situs web yang akan dikoordinasikan oleh BPIW. 

 

Pemantauan Pemukiman Kembali 

Selain pengaturan internal program pemantauan, PIU akan memastikan bahwa pelaksanaan 

LARAP akan diawasi oleh lembaga independen yang memenuhi persyaratan dari lembaga-

lembaga pelaksana program setidaknya sekali setiap tiga bulan (laporan triwulanan) untuk 

setiap tahun program NUDP. LARAP harus menetapkan ruang lingkup dan frekuensi kegiatan 

pemantauan. Laporan pemantauan eksternal akan disiapkan untuk diserahkan secara 

bersamaan ke kantor Proyek (PIU dan PMU). 

Secara teratur, misalnya tiap bulan, laporan harus menelusuri hal-hal seperti: i) pemberitahuan 

informasi dan konsultasi dengan Warga Terdampak Proyek; ii) status pembebasan tanah dan 

pembayaran kompensasi; iii) pembayaran untuk hilangnya pendapatan; iv) kegiatan pemulihan 
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pendapatan; v) jumlah dan jenis keluhan yang diterima, bagaimana keluhan tersebut ditangani 

dan kapan diselesaikan. 

 

Rencana Kerja Pemukiman Kembali 

Ruang lingkup dan tingkat perincian rencana kerja bervariasi sesuai dengan besaran dan 

kerumitan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Rencana tersebut mencakup elemen-

elemen di bawah ini sebagai relevan dan tidak relevan yang dicatat dalam RAP: 

 Deskripsi Proyek, identifikasi tentang bagaimana Proyek telah mengarah pada 

pemukiman kembali;  

 Identifikasi potensi dampak proyek;  

 Tujuan dari program pemukiman kembali; 

 Deskripsi kajian sosial-ekonomi (baik survei dasar maupun sensus aset);  

 Kerangka hukum; 

 Kerangka kelembagaan dan tanggung jawab organisasi; 

 Acuan persyaratan dan hak yang menunjukkan langkah pemukiman kembali; 

 Metodologi untuk penilaian ganti rugi dan kerugian; 

 Pemilihan lokasi, persiapan lokasi, dan relokasi ke lokasi yang sesuai termasuk 

perumahan, infrastruktur dan layanan sosial, dan dukungan terintegrasi yang akan 

disediakan; 

 Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan; 

 Peran serta, konsultasi, dan pemberitahuan PAP; 

 Mekanisme keluhan; 

 Jadwal dan pelaksanaan anggaran; dan, 

 Kegiatan pemantauan dan evaluasi. 
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LAMPIRAN 10: FORMAT LARAP KOMPREHENSIF DAN LARAP SINGKAT 

A. LARAP komprehensif 

 

LARAP komprehensif harus mencakup, paling tidak, unsur-unsur di bawah ini, jika relevan. Jika 

ada komponen yang tidak relevan dengan keadaan Kegiatan Proyek, maka perlu dijelaskan 

pada LARAP komprehensif: 

 

1. Deskripsi Kegiatan Proyek.  Deskripsi umum tentang Kegiatan Proyek dan identifikasi 

lokasi Kegiatan Proyek. 

 

2. Potensi Dampak. Identifikasi: (a) komponen Kegiatan Proyek yang membutuhkan tanah 

dan/atau relokasi; (b) wilayah yang akan terpengaruh oleh Kegiatan Proyek (wilayah pengaruh); 

(c) alternatif untuk menghindari atau memperkecil pembebasan tanah dan/atau relokasi; dan 

(d) sedapat mungkin, segala tindakan yang diambil untuk menghindari atau memperkecil 

pembebasan tanah dan/atau relokasi.  

 

3. Tujuan. Tujuan dari LARAP komprehensif. 

 

4. Sensus Warga Terdampak Proyek dan inventarisasi aset yang terkena dampak. Hasil 

sensus dan inventaris aset, termasuk informasi berikut:   

a. Daftar Warga Terdampak Proyek, dengan pembedaan antara mereka yang memiliki hak atas 

tanah dan penghuni yang tidak memiliki hak atas tanah; kondisi rentan dan gender; 

b. Inventarisasi bidang tanah dan bangunan yang dipengaruhi oleh Kegiatan Proyek, mencakup 

informasi berikut: 

 Ukuran keseluruhan bidang tanah yang terkena dampak, ukuran tanah yang akan 

dibebaskan oleh Kegiatan Proyek, dan ukuran tanah yang tersisa;  

 Status kepemilikan tanah dan bangunan yang dipengaruhi oleh Kegiatan Proyek dan 

bukti kepemilikannya;  

 Fungsi lahan yang terkena dampak Kegiatan Proyek;  

 Ukuran dan fungsi bangunan yang terkena dampak, dan ukuran sisa bangunan; 

 Kondisi bangunan yang terkena dampak (permanen, semi permanen, sementara, dll.) 

 Aset lain yang terkena dampak Kegiatan Proyek (pohon, tanaman, sumur, pagar, dll.)  

c. Total jumlah Warga Terdampak Proyek dan rumah tangga yang terkena dampak Kegiatan 

Proyek (Rumah Tangga Terdampak Proyek/Project-Affected Houshold - PAH)  

d. Jumlah PAH yang akan direlokasi, yang membedakan (1) mereka yang dapat membangun 

kembali rumah mereka di tanah yang tersisa dari tanah yang terkena dampak, dan (2) 

mereka yang harus pindah ke lokasi lain; dan  
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e. Jumlah PAH yang kehilangan lebih dari 10% dari aset produktif mereka. 

 

5. Kajian Sosial-Ekonomi. Kajian Sosial-Ekonomi harus dilakukan pada tahap awal 

persiapan Kegiatan Proyek dan dengan keterlibatan warga yang berpotensi sebagai Warga 

Terdampak Proyek. Studi harus mencakup komponen-komponen berikut: 

a. Hasil Sensus Warga Terdampak Proyek pada paragraf 4 di atas 

b. Deskripsi tentang sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga; dan informasi 

dasar tentang mata pencaharian dan standar hidup Warga Terdampak Proyek;  

c. Karakteristik interaksi sosial dalam masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan 

sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terpengaruh oleh Kegiatan 

Proyek;  

d. Informasi tentang kelompok atau warga rentan yang mungkin akan diperlukan persiapan 

khusus;  

e. Hak kepemilikan tanah yang ada dan sistem pengalihan tanah, termasuk inventarisasi 

sumber daya alam bersama, sumber dari mana anggota masyarakat memperoleh mata 

pencaharian dan makanan mereka, hak untuk menggunakan sistem berdasarkan hak non-

kepemilikan (termasuk memancing, memanen dari vegetasi/pohon untuk konsumsi sendiri, 

atau penggunaan kawasan berhutan) sebagaimana diatur oleh mekanisme alokasi tanah, 

sistem yang berlaku setempat, dan sistem untuk menyelesaikan masalah yang timbul 

karena skema pendudukan tanah tertentu;  

f. Besarnya kerugian yang diperkirakan - total atau sebagian - dari aset dan tingkat 

perpindahan, fisik atau ekonomi, serta infrastruktur publik dan layanan sosial yang akan 

terpengaruh;  

g. Karakteristik sosial dan budaya Warga Terdampak Proyek, termasuk deskripsi tentang 

lembaga formal dan informal setempat (misalnya, organisasi masyarakat, kelompok ritual, 

organisasi non-pemerintah (LSM), yang mungkin terkait dengan strategi konsultasi publik, 

proses desain proyek, dan pelaksanaan pemukiman kembali);  

h. Informasi awal mengenai mata pencaharian Warga Terdampak Proyek, (dimasukkan, jika 

perlu, tingkat produksi dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal 

maupun informal) dan tingkat mata pencaharian mereka (termasuk status kesehatan 

mereka); dan  

i. Ketentuan untuk memperbarui informasi tentang mata pencaharian dan standar hidup 

Warga Terdampak Proyek secara berkala sehingga informasi terbaru tersedia pada saat 

perpindahan mereka.  

 

6. Analisis Hukum. Temuan-temuan dari analisis kerangka hukum, yang meliputi,  
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a. Cakupan kewenangan pemerintah daerah untuk mengambil alih tanah (power of eminent 

domain) dan sifat kompensasi yang terkait dengannya, dalam hal metodologi penilaian dan 

waktu pembayaran; 

b. Prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk uraian pemulihan yang tersedia 

untuk Warga Terdampak Proyek dalam proses peradilan, kerangka waktu normal untuk 

prosedur tersebut, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang tersedia yang 

mungkin relevan dengan pemukiman kembali berdasarkan Proyek; 

c. Hukum yang relevan (termasuk hukum adat dan tradisional) yang mengatur penguasaan 

tanah, penilaian aset dan kerugian, kompensasi dan penggunaan hak secara alami; hukum 

adat pribadi yang terkait dengan pemindahan; dan hukum lingkungan dan undang-undang 

kesejahteraan sosial; 

d. Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan institusi yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; 

e. Segala langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari 

pengadaan tanah dan pemukiman kembali di bawah Proyek, termasuk, jika sesuai, suatu 

proses untuk mengakui klaim hak hukum atas tanah, termasuk setiap klaim yang diperoleh 

sesuai dengan hukum tradisional dan penggunaan tradisional. 

 

7. Kerangka Kelembagaan. Temuan-temuan dari analisis kerangka kelembagaan meliputi: 

a. Identifikasi lembaga yang bertanggung jawab untuk kegiatan pemukiman kembali dan LSM 

yang mungkin memiliki peran dalam pelaksanaan Kegiatan Proyek; 

b. Penilaian kapasitas kelembagaan instansi dan LSM tersebut; dan 

c. Segala langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi dan 

LSM yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan tanah dan pemukiman 

kembali. 

 

8. Hak. Identifikasi Warga Terdampak Proyek yang berhak menerima kompensasi, bantuan 

untuk pemukiman kembali dan dukungan untuk rehabilitasi, di samping penjelasan mengenai 

kriteria untuk menentukan hak di antara berbagai kategori Warga Terdampak Proyek, termasuk 

waktu untuk mengumumkan Warga Terdampak Proyek yang terkena dampak dan berhak 

mendapatkan kompensasi (batas waktunya). 

 

9. Penilaian aset dan perhitungan kompensasi atas aset yang terkena dampak. Deskripsi 

prosedur untuk menentukan jenis dan jumlah kompensasi yang akan ditawarkan kepada Warga 

Terdampak Proyek, yang mewakili penaksiran nilai yang dilakukan oleh penilai berlisensi. 

 

10. Kompensasi, bantuan untuk pemukiman kembali dan dukungan untuk rehabilitasi. 

Deskripsi tentang (1) berbagai paket kompensasi yang akan ditawarkan kepada Warga 
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Terdampak Proyek yang tanah dan/atau aset lainnya akan diambil alih oleh Kegiatan Proyek; (2) 

bantuan untuk pemukiman kembali kepada anggota masyarakat yang dipindahkan secara fisik, 

dan (3) dukungan untuk rehabilitasi bagi anggota masyarakat yang akan kehilangan sumber 

pendapatan atau mata pencaharian mereka karena pengadaan tanah untuk Kegiatan Proyek. 

Paket kompensasi, dikombinasikan dengan bantuan dan dukungan lain yang ditawarkan untuk 

setiap kategori Warga Terdampak Proyek harus mencukupi untuk memastikan bahwa mata 

pencaharian mereka setelah pemukiman kembali tidak memburuk. Opsi untuk pemukiman 

kembali dan bantuan lain yang ditawarkan kepada Warga Terdampak Proyek harus disiapkan 

berdasarkan konsultasi dan harus sesuai secara teknis dan ekonomi, dan sesuai dengan pilihan 

yang paling diutamakan dari sudut pandang budaya Warga Terdampak Proyek. 

 

11. Pemilihan lokasi, persiapan, dan pemukiman kembali. Alternatif lokasi pemukiman 

kembali dan deskripsi masing-masing lokasi termasuk: 

a. Pengaturan kelembagaan dan teknis yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan 

menyiapkan lokasi pemukiman kembali, apakah itu di daerah pedesaan atau perkotaan, di 

mana, kombinasi dari lokasi yang berpotensi produktif dan menguntungkan, serta 

kombinasi faktor-faktor lain, sejauh mungkin, akan memberikan manfaat yang sama bagi 

Warga Terdampak Proyek dibandingkan dengan situasi di lokasi mereka sebelumnya, dalam 

perkiraan rentang waktu yang diperlukan untuk memperoleh dan mengkonversi tanah dan 

sumber daya tambahannya;  

b. Langkah-langkah untuk mencegah spekulasi tanah atau meningkatnya gelombang 

pendatang baru yang tidak memenuhi syarat untuk dimukimkan kembali, ke lokasi;  

c. Prosedur untuk relokasi fisik, termasuk jadwal untuk persiapan tempat relokasi baru dan 

penyerahan tanah; dan, 

d. Pengaturan hukum untuk menempati tanah di tempat relokasi baru dan untuk 

menyerahkan hak tanah kepada Warga Terdampak Proyek. 

 

12. Perumahan, infrastruktur, dan layanan sosial. Rencana untuk menyediakan (atau 

membiayai) pemukim agar dapat menerima hak mereka yang berkaitan dengan perumahan, 

infrastruktur (misalnya, air bersih, akses jalan, dll.), dan layanan sosial dasar (misalnya, sekolah, 

layanan kesehatan, dll.); rencana untuk memastikan bahwa layanan tersebut sama atau lebih 

baik dari standar yang ada dari komunitas tuan rumah; dan eksplorasi untuk perluasan lokasi, 

teknik, dan desain arsitektur untuk fasilitas tersebut. 

 

13. Pengelolaan lingkungan. Uraian tentang batas-batas wilayah relokasi, dan penilaian 

dampak lingkungan akibat usulan pembebasan tanah, dan langkah-langkah untuk mengurangi 

dan memperkecil dampak (akan dikoordinasikan, jika perlu, dengan penilaian lingkungan dari 

Kegiatan Proyek, yang mensyaratkan pengadaan tanah).  
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14. Proses partisipatif. Partisipasi masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat tuan 

rumah sangat penting. Ini membutuhkan: 

a. Uraian strategi konsultasi publik dan proses partisipatif, yang melibatkan Warga Terdampak 

Proyek, serta masyarakat tuan rumah, dalam desain, serta dalam pelaksanaan proses 

pengadaan tanah;  

b. Ringkasan pandangan yang diungkapkan oleh Warga Terdampak Proyek dan bagaimana 

pandangan-pandangan ini dipertimbangkan dalam LARAP;  

c. Tinjauan alternatif untuk pembebasan tanah ditawarkan dan keputusan dibuat oleh Warga 

Terdampak Proyek mengenai berbagai opsi yang tersedia, termasuk opsi bentuk 

kompensasi dan bantuan karena pembebasan tanah, atau relokasi untuk keluarga, individu, 

atau bagian dari masyarakat atau komunitas kekerabatan, dan upaya untuk 

mempertahankan pola organisasi sosial yang ada, serta upaya untuk mempertahankan 

akses ke tanah adat (misalnya tempat ibadah keagamaan, atau pemakaman);  

d. Pengaturan kelembagaan di mana anggota masyarakat yang direlokasi dapat melaporkan 

kekhawatiran mereka kepada pihak-pihak yang berwenang dalam Proyek, selama tahap 

perencanaan dan pelaksanaan, dan upaya-upaya telah disiapkan untuk memastikan bahwa 

kelompok-kelompok rentan terwakili dengan baik; dan  

e. Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak pengadaan tanah pada anggota 

masyarakat/masyarakat tuan rumah (jika relokasi terjadi), termasuk konsultasi dengan 

anggota masyarakat tuan rumah dan pemerintah daerah. Ada pengaturan untuk 

mempercepat pembayaran kepada anggota masyarakat/masyarakat tuan rumah untuk 

tanah yang terkena dampak atau aset lain yang dibeli untuk warga yang dipindahkan, serta 

pengaturan untuk mengatasi kemungkinan konflik antara masyarakat yang dipindahkan dan 

masyarakat tuan rumah; dan untuk menyediakan layanan publik dasar (misalnya, 

pendidikan, air, kesehatan, dan fasilitas produksi dll) untuk masyarakat tuan rumah, yang 

harus memiliki tingkat layanan yang sama dengan yang dimiliki kelompok yang direlokasi.  

 

15. Prosedur Keluhan. Prosedur harus dapat diakses (mudah dan murah) oleh pihak ketiga 

manapun dalam mendapatkan penyelesaian untuk setiap perselisihan yang timbul dari Kegiatan 

Proyek, sebagaimana tercantum dalam LARAP komprehensif. Prosedur keluhan tersebut harus 

mempertimbangkan opsi penyelesaian melalui pengadilan dan mekanisme lain seperti 

penyelesaian perselisihan berbasis masyarakat, serta mekanisme penyelesaian perselisihan 

tradisional. 

 

16. Tanggung Jawab Kelembagaan. Kerangka kerja organisasi untuk pengadaan tanah dan 

pemukiman kembali, termasuk identifikasi lembaga yang bertanggung jawab untuk 

pelaksanaan LARAP komprehensif, prosedur pengadaan tanah dan penyediaan layanan; 



105 
 

rencana untuk memastikan bahwa koordinasi yang tepat antara berbagai lembaga dan 

yurisdiksi yang terlibat dalam pelaksanaan telah dibuat; dan setiap langkah (termasuk bantuan 

teknis) yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas lembaga pelaksana untuk merancang dan 

melaksanakan pengadaan tanah; untuk memindahkan pekerjaan ke pihak yang berwenang 

setempat atau kepada pemukim untuk mengelola fasilitas dan layanan mereka sendiri yang 

disediakan oleh Proyek dan untuk mentransfer tanggung jawab lain dari badan pelaksana untuk 

pengadaan tanah, jika ada.  

 

17. Jadwal Pelaksanaan. Jadwal untuk pelaksanaan, yang mencakup semua kegiatan 

pengadaan tanah, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, termasuk tenggat waktu target 

untuk realisasi manfaat yang diharapkan bagi para pemukim dan masyarakat tuan rumah dan 

batas waktu untuk berbagai bentuk bantuan. Jadwal perlu menggambarkan bagaimana 

pemukiman kembali dikaitkan dengan keseluruhan pelaksanaan Kegiatan Proyek. 

 

18. Biaya dan Anggaran. Tabel yang menunjukkan perkiraan biaya untuk semua kegiatan 

pengadaan tanah, termasuk faktor inflasi, pertumbuhan populasi, dan biaya untuk 

kemungkinan lainnya; jadwal pencairan; sumber dana; rencana arus kas yang tepat waktu, dan 

pendanaan untuk pengadaan tanah, jika ada, untuk wilayah di luar yurisdiksi lembaga 

pelaksana. 

 

19. Pemantauan dan Evaluasi.  Rencana pemantauan terhadap kegiatan pengadaan tanah 

dan pemukiman kembali oleh lembaga pelaksana, didukung oleh pengamat independen yang 

dianggap perlu oleh Bank Dunia, untuk memastikan bahwa informasi yang lengkap dan objektif 

dapat dikumpulkan; indikator dalam pemantauan kinerja untuk mengukur input, output, dan 

hasil dari kegiatan pengadaan tanah; Partisipasi Warga Terdampak Proyek dalam pemantauan; 

penyampaian laporan pemantauan kepada Bank Dunia; evaluasi dampak pengadaan tanah 

dalam kerangka waktu yang ditentukan diputuskan setelah semua kegiatan pembebasan tanah 

dan kegiatan terkait selesai. Hasil pemantauan juga harus digunakan untuk meningkatkan 

pelaksanaan. 

 

B. LARAP Singkat 

LARAP Singkat diperlukan untuk Kegiatan Proyek yang mempengaruhi kurang dari 200 orang, 

atau jika hal itu menimbulkan dampak yang tidak signifikan dan kecil pada Warga Terdampak 

Proyek. Dampak dianggap kecil dan tidak signifikan jika Warga Terdampak Proyek secara fisik 

tidak harus dipindahkan dan tidak lebih dari 10% dari aset produktif mereka diambil oleh 

Kegiatan Proyek. LARAP Singkat harus mencakup, setidaknya, komponen-komponen berikut:  
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1. Uraian Kegiatan Proyek. Uraian umum tentang Kegiatan Proyek dan identifikasi lokasi 

Kegiatan Proyek. 

2. Potensi berbagai dampak yang mungkin terjadi. Identifikasi meliputi: (i) komponen 

Kegiatan Proyek yang akan membutuhkan pengadaan tanah; dan (ii) area yang akan 

terpengaruh oleh aktivitas. 

3. Sensus pada Warga Terdampak Proyek, dan inventarisasi aset yang dipengaruhi oleh 

Kegiatan Proyek. Hasil survei dan inventaris aset, yang akan mencakup: (i) daftar Warga 

Terdampak Proyek, yang membedakan Warga Terdampak Proyek yang memiliki hak tanah 

dan pengguna tanah (penyewa) yang tidak memiliki hak atas tanah; dan, (ii) inventarisasi 

bidang dan struktur tanah yang dipengaruhi oleh Kegiatan Proyek. Informasi yang dihasilkan 

oleh survei perlu dirangkum menjadi sebuah tabel. 

4. Kelayakan. Identifikasi Warga Terdampak Proyek mana yang akan berhak menerima 

kompensasi dan penjelasan tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan. 

5. Kompensasi, penaksiran nilai tanah dan aset, dan bantuan pemukiman kembali harus 

disediakan. Ini termasuk uraian opsi kompensasi dan bantuan pemukiman kembali yang 

akan ditawarkan kepada Warga Terdampak Proyek. Penaksiran nilai tanah dan aset akan 

ditentukan oleh hasil penilaian oleh penilai berlisensi.  

6. Konsultasi publik dengan anggota masyarakat setempat yang akan kehilangan tanah dan 

aset lainnya.  Ini termasuk kegiatan untuk (a) menginformasikan Warga Terdampak Proyek 

tentang berbagai dampak Kegiatan Proyek, opsi yang tersedia untuk kompensasi dan 

bantuan pemukiman kembali, dan prosedur untuk mendapatkan kompensasi, dan (b) 

memberikan kesempatan bagi Warga Terdampak Proyek untuk menyampaikan pendapat 

atau kekhawatiran mereka.  

7. Tanggung Jawab Kelembagaan. Uraian singkat tentang kerangka organisasi untuk 

melaksanakan kegiatan pengadaan tanah. 

8. Jadwal Pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan harus dibuat untuk mencakup semua kegiatan 

pengadaan tanah, termasuk tenggat waktu target untuk pembayaran kompensasi. Jadwal 

harus menggambarkan bagaimana kegiatan pengadaan tanah terkait dengan pelaksaan 

keseluruhan Kegiatan Proyek. 

9. Biaya dan Anggaran. Perkiraan biaya untuk pengadaan tanah diperlukan oleh Kegiatan 

Proyek. 

10. Prosedur Penanganan Keluhan. Prosedur yang bisa diterapkan harus dibuat, yang dapat 

diakses oleh pengadu untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari pengadaan tanah; 

mekanisme tersebut harus mempertimbangkan opsi untuk pergi ke pengadilan negeri serta 

mekanisme penyelesaian perselisihan berbasis masyarakat dan tradisional. 

11. Pemantauan. Perencanaan untuk memantau kegiatan pengadaan tanah dan pembayaran 

kompensasi kepada Warga Terdampak Proyek.  
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LAMPIRAN 11: FORMAT ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

Laporan AMDAL/ESIA untuk proyek Kategori A berfokus pada masalah lingkungan yang 

signifikan dari suatu proyek. Ruang lingkup dan tingkat detail laporan harus sepadan dengan 

potensi dampak proyek.  Laporan yang disampaikan kepada Bank Dunia disusun dalam Bahasa 

Inggris dan ringkasan eksekutif dalam Bahasa Inggris. Laporan AMDAL/ESIA harus mencakup 

hal-hal berikut (tidak harus dalam urutan yang ditunjukkan):  

a) Ringkasan eksekutif. Secara ringkas membahas temuan signifikan dan tindakan yang 

direkomendasikan.  

b) Kerangka kebijakan, hukum, dan administrasi. Membahas kerangka kebijakan, hukum, 

dan administrasi di mana EA dilaksanakan. Menjelaskan persyaratan lingkungan dari co-

financiers mana pun. Identifikasi perjanjian lingkungan internasional yang relevan di 

mana negara tersebut menjadi pihak.  

c) Deskripsi proyek. Menjelaskan secara singkat proyek yang diusulkan dan konteks 

geografis, ekologis, sosial, dan temporal, termasuk investasi di luar lokasi yang mungkin 

diperlukan (misalnya, jalur pipa khusus, jalan akses, pembangkit listrik, pasokan air, 

perumahan, dan fasilitas penyimpanan bahan baku dan produk). Menunjukkan perlunya 

rencana pemukiman kembali atau rencana pembangunan Masyarakat Adat (lihat juga 

sub-paragraf (H) (v) di bawah). Biasanya termasuk peta yang menunjukkan lokasi proyek 

dan wilayah pengaruh proyek.  

d) Data rona awal. Menilai dimensi wilayah studi dan menggambarkan kondisi fisik, 

biologis, dan sosial ekonomi yang relevan, termasuk setiap perubahan yang diantisipasi 

sebelum proyek dimulai. Juga memperhitungkan kegiatan pembangunan saat ini dan 

yang diusulkan dalam area proyek tetapi tidak terhubung langsung ke proyek. Data 

harus relevan dengan keputusan tentang lokasi proyek, desain, operasi, atau tindakan 

mitigasi. Bagian ini menunjukkan keakuratan, keandalan, dan sumber data.  

e) Dampak lingkungan. Memprediksi dan menilai kemungkinan dampak positif dan negatif 

proyek, secara kuantitatif sejauh mungkin. Identifikasi langkah-langkah mitigasi dan 

dampak negatif tersisa dalam bentuk apa pun yang tidak dapat dikurangi. Menjelajahi 

peluang untuk peningkatan lingkungan. Mengidentifikasi dan memperkirakan tingkat 

dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan data utama, dan ketidakpastian terkait 

dengan prediksi, dan menentukan topik yang tidak memerlukan perhatian lebih lanjut.  

f) Analisis alternatif. Secara sistematis membandingkan alternatif yang layak dengan lokasi 

proyek yang diusulkan, teknologi, desain, dan operasi - termasuk situasi “tanpa proyek” 

- dalam hal potensi dampak lingkungannya; kemungkinan mengurangi dampak-dampak 

ini; modal dan biaya berulang; kesesuaiannya dalam kondisi setempat; dan persyaratan 

kelembagaan, pelatihan, dan pemantauannya. Untuk masing-masing alternatif, 

mengukur dampak lingkungan sejauh mungkin, dan lampirkan nilai ekonomi jika 
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memungkinkan. Menyatakan dasar untuk memilih desain proyek tertentu yang 

diusulkan dan memberikan alasan atas tingkat emisi yang direkomendasikan dan 

pendekatan untuk pencegahan dan pengurangan polusi.  

g) Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RKL-RPL/ESMP). Meliputi langkah-langkah 

mitigasi, pemantauan, dan penguatan kelembagaan; lihat garis besar di Lampiran 12.  

h) Lampiran: 

 Daftar penyusun laporan EA - individu dan organisasi.  

 Referensi - bahan tertulis yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan, digunakan 

dalam persiapan studi.  

 Catatan pertemuan antarlembaga dan konsultasi, termasuk konsultasi untuk 

memperoleh pandangan terinformasi dari masyarakat yang terkena dampak dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat. Catatan tersebut menetapkan cara 

apa pun selain konsultasi (misalnya, survei) yang digunakan untuk mendapatkan 

pandangan masyarakat yang terkena dampak dan LSM setempat.  

 Tabel yang menyajikan data relevan yang dirujuk atau dirangkum dalam teks utama.  

 Daftar laporan terkait (misalnya, rencana pemukiman kembali atau rencana 

pengembangan masyarakat adat).  
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LAMPIRAN 12: FORMAT ACUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RKL-RPL/ESMP) sub-proyek terdiri dari 

serangkaian langkah mitigasi, pemantauan, dan kelembagaan yang harus diambil selama 

pelaksanaan dan operasi untuk menghilangkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, 

mengimbangi, atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut juga 

mencakup tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah ini. Untuk 

menyiapkan RKL-RPL/ESMP, pemrakarsa proyek akan (a) mengidentifikasi serangkaian 

tanggapan terhadap dampak yang berpotensi merugikan; (b) menentukan persyaratan untuk 

memastikan bahwa tanggapan tersebut dibuat secara efektif dan tepat waktu; dan (c) 

menjelaskan cara untuk memenuhi persyaratan tersebut. Lebih khusus lagi, RKL-RPL/ESMP 

akan mencakup komponen-komponen berikut.  

Mitigasi  

RKL-RPL/ESMP mengidentifikasi langkah-langkah yang layak dan hemat biaya yang dapat 

mengurangi potensi dampak lingkungan yang secara signifikan merugikan hingga ke tingkat 

yang dapat diterima. Rencana tersebut mencakup langkah-langkah kompensasi jika langkah-

langkah mitigasi tidak memungkinkan, hemat biaya, atau memadai. Secara khusus, RKL-

RPL/ESMP:  

 mengidentifikasi dan merangkum semua dampak negatif signifikan pada lingkungan 

yang sudah diantisipasi (termasuk yang melibatkan penduduk asli atau pemukiman 

kembali secara tidak sukarela);  

 menjelaskan - dengan perincian teknis - setiap tindakan mitigasi, termasuk jenis dampak 

terkait dan dalam kondisi di mana hal tersebut diperlukan (misalnya, secara terus 

menerus atau dalam hal menjadi kemungkinan), bersama dengan desain, deskripsi 

peralatan, dan operasi prosedur, yang sesuai;  

 memperkirakan potensi dampak lingkungan dari langkah ini; dan  

 memberikan keterkaitan dengan rencana mitigasi lainnya (misalnya, untuk pemukiman 

kembali secara tidak sukarela, Masyarakat Adat, atau kekayaan budaya) yang diperlukan 

untuk proyek ini.  

 

Pemantauan  

Pemantauan lingkungan selama pelaksanaan proyek memberikan informasi tentang aspek 

utama lingkungan dari proyek, terutama dampak lingkungan dari proyek dan efektivitas 

langkah-langkah mitigasi. Informasi tersebut memungkinkan peminjam dan Bank Dunia untuk 

mengevaluasi keberhasilan mitigasi sebagai bagian dari pengawasan proyek, dan 

memungkinkan tindakan korektif untuk diambil saat dibutuhkan. Oleh karena itu, RKL-

RPL/ESMP mengidentifikasi tujuan pemantauan dan menetapkan jenis pemantauan, dengan 
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keterkaitan terhadap dampak yang dinilai dalam laporan AMDAL/ESIA dan langkah-langkah 

mitigasi yang dijelaskan dalam RKL-RPL/ESMP. Secara khusus, bagian pemantauan RKL-

RPL/ESMP menyediakan: 

 uraian spesifik, dan perincian teknis, langkah-langkah pemantauan, termasuk parameter 

yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi 

pengukuran, batas deteksi (bila perlu), dan definisi ambang batas yang akan memberi 

sinyal perlunya tindakan perbaikan; dan  

 prosedur pemantauan dan pelaporan untuk (i) memastikan deteksi dini atas kondisi 

yang memerlukan langkah-langkah mitigasi tertentu, dan (ii) memberikan informasi 

tentang kemajuan dan hasil mitigasi.  

 

Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan 

Untuk mendukung pelaksanaan yang tepat waktu dan efektif dari komponen proyek lingkungan 

dan langkah-langkah mitigasi, RKL-RPL/ESMP mengacu pada penilaian AMDAL/ESIA tentang 

keberadaan, peran, dan kemampuan unit lingkungan di lokasi atau di tingkat instansi dan 

kementerian. Jika perlu, RKL-RPL/ESMP merekomendasikan pendirian atau perluasan unit-unit 

tersebut, dan pelatihan staf, untuk memungkinkan pelaksanaan rekomendasi AMDAL/ESIA. 

Secara khusus, RKL-RPL/ESMP memberikan uraian spesifik tentang pengaturan kelembagaan - 

yang bertanggung jawab dalam melakukan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan 

(misalnya, untuk operasi, pengawasan, penegakan hukum, pemantauan pelaksanaan, tindakan 

perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf). Untuk memperkuat kemampuan 

manajemen lingkungan di berbagai instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, 

kebanyakan RKL-RPL/ESMP mencakup satu atau lebih topik tambahan berikut: (a) program 

bantuan teknis, (b) pengadaan peralatan dan persediaan, dan (c) perubahan organisasi. 

 

Jadwal Pelaksanaan dan Perkiraan Biaya  

Untuk ketiga aspek (mitigasi, pemantauan, dan peningkatan kapasitas), RKL-RPL/ESMP 

menyediakan (a) jadwal pelaksanaan untuk langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai 

bagian dari proyek, menunjukkan pentahapan dan koordinasi dengan keseluruhan rencana 

pelaksanaan proyek; dan (b) perkiraan modal dan biaya berulang serta sumber dana untuk 

melaksanakan RKL-RPL/ESMP. Angka-angka ini juga diintegrasikan ke dalam tabel total biaya 

proyek. 
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LAMPIRAN 13: PROSEDUR TEMUAN CAGAR BUDAYA 

Temuan cagar budaya adalah ketika material arkeologis, historis, budaya, dan reruntuhan 

ditemukan secara tak terduga selama konstruksi atau operasi proyek. Prosedur temuan cagar 

budaya adalah prosedur khusus proyek yang akan diikuti jika warisan budaya yang sebelumnya 

tidak diketahui ditemukan selama kegiatan proyek. Prosedur tersebut umumnya mencakup 

persyaratan untuk memberi tahu otoritas terkait tentang benda atau situs yang ditemukan oleh 

para ahli warisan budaya; untuk memagari area temuan atau situs untuk menghindari 

gangguan lebih lanjut; untuk melakukan penilaian terhadap benda atau situs yang ditemukan 

oleh para ahli warisan budaya; untuk mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan yang 

konsisten dengan persyaratan Bank Dunia dan hukum Indonesia; dan untuk melatih personel 

proyek dan pekerja proyek tentang prosedur temuan cagar budaya. 

 

Karena cagar budaya, baik berwujud maupun tidak berwujud, tidak tergantikan dan memiliki 

nilai intrinsik terhadap identitas dan keberadaan masyarakat tertentu, diperlukan upaya 

dinamis untuk mempertahankan dan mengembangkan keberadaan dan fungsi warisan budaya. 

NUDP tidak akan membiayai kegiatan apa pun yang memiliki dampak merugikan terhadap 

cagar budaya, termasuk penghapusan atau pengubahan benda budaya fisik apa pun (termasuk 

situs yang memiliki nilai arkeologis, paleontologis, historis, agama, atau unik) dan/atau 

pembatasan akses masyarakat tertentu ke situs tersebut. Dalam keadaan di mana kegiatan 

proyek secara tidak sengaja menemukan benda atau properti budaya selama pelaksanaannya 

seperti (tetapi tidak terbatas pada) lokasi arkeologis atau historis, sisa atau peninggalan budaya, 

kuburan atau makam selama penggalian atau konstruksi, pelaksana CSO/KSM dan masyarakat 

harus: 

1. Menghentikan segala bentuk kegiatan di area penemuan; 

2. Jelaskan situs atau area yang ditemukan ke NEA dan NSC untuk tindakan lebih lanjut; 

3. Amankan lokasi untuk menghindari kerusakan atau hilangnya relik. Jika ada sisa 

peninggalan kuno atau sejarah yang ditemukan, masyarakat lokal perlu dimobilisasi 

untuk menjaga daerah-daerah tersebut; 

4. Melarang pengumpulan relik oleh individu dan/atau pekerja; 

5. Dengan dukungan dari perwakilan masyarakat, segera beri tahu otoritas setempat; 

6. Catat benda temuan cagar budaya dan tindakan pendahuluan; 

7. Otoritas lokal harus melindungi dan menjaga lokasi sebelum menetapkan prosedur 

program selanjutnya. Keputusan apa pun harus dikonsultasikan dengan masyarakat 

melalui free, prior and informed consultations terkait dengan pengelolaan kekayaan 

budaya/situs yang ditemukan; 

8. Evaluasi penemuan oleh seorang arkeolog mungkin diperlukan untuk menilai 

pentingnya penemuan terhadap kriteria yang terkait dengan warisan budaya, termasuk 
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estetika, sejarah, ilmu pengetahuan atau kepentingan penelitian, ilmu sosial dan nilai-

nilai ekonomi; 

9. Keputusan yang dapat diterima bersama harus dibuat dengan masyarakat dan otoritas 

setempat mengenai penanganan penemuan.  Ini akan mencakup perubahan dalam tata 

letak proyek, konservasi, pemeliharaan, restorasi dan penyelamatan (seperti ketika 

menemukan reruntuhan sejarah tidak bergerak yang memiliki nilai budaya atau 

arkeologis); 

10. Pelaksanaan keputusan tentang manajemen penemuan disampaikan secara tertulis 

kepada perwakilan masyarakat dan kantor pemerintah daerah terkait;  

11. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup perubahan desain/tata letak proyek, 

perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau objek; dan 

12. Konstruksi dapat dilanjutkan kembali setelah izin diberikan oleh masyarakat dan otoritas 

setempat yang bertanggung jawab atas perlindungan benda fisik budaya. 
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LAMPIRAN 14: KERANGKA ACUAN KERJA UNTUK AHLI SAFEGUARD 

Di bawah pengawasan BPIW, aparat safeguard bertanggung jawab atas pelaksanaan ESMF dan 

harus menyediakan keahlian dengan tugas-tugas berikut: 

1. Bekerja sama dengan PMU dan PIU untuk memastikan bahwa ESMF dilaksanakan 

dengan baik; 

2. Memastikan integrasi yang efektif atas uji tuntas (due diligence) lingkungan dan sosial 

yang ditentukan oleh kebijakan pengaman Grup Bank Dunia serta dokumen praktik yang 

baik internasional ke dalam implementasi NUDP; 

3. Memberikan saran ahli kepada PIU sehubungan dengan persiapan penilaian lingkungan 

dan sosial yang strategis, penilaian dan rencana mitigasi, konsultasi publik, dan strategi 

berdasarkan analisis menyeluruh dari kerangka kerja hukum dan kelembagaan nasional 

dan dampak proyek, sehingga dapat memastikan kepatuhan terhadap persyaratan 

Peraturan Pemerintah Indonesia dan kebijakan operasional Grup Bank Dunia; 

4. Memberikan panduan ahli dalam pelaksanaan proyek dan dokumentasi siklus proyek 

yang relevan termasuk kerangka acuan dari instrumen perlindungan lingkungan dan 

sosial; 

5. Berpartisipasi sebagai anggota tim untuk pengembangan dan/atau pengawasan 

kegiatan NUDP dan mencari peluang untuk mengintegrasikan manajemen dan kebijakan 

lingkungan dan sosial ke dalam kegiatan; 

6. Memfasilitasi dan memelihara komunikasi yang efektif dengan multi-PIU, lembaga-

lembaga utama di tingkat pusat dan daerah, konsultan dan publik; 

7. Mengkoordinasikan semua kegiatan secara dekat dan berbagi informasi dengan anggota 

tim NUDP dan staf yang bertanggung jawab atas manajemen pelindung Proyek. 
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LAMPIRAN 15: PANDUAN UMUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN (EHS) 

GRUP BANK DUNIA 

 

Mengacu pada:http://ifc.org/ehsguidelines

http://ifc.org/ehsguidelines
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LAMPIRAN 16: DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK UNTUK ESMF 

(Notulensi, Kehadiran, dan Dokumentasi) 

 

Draf ESMF telah diungkapkan di situs web BPIW [bpiw.go.id] pada 14 Desember 2018 dan konsultasi publik pertama dilaksanakan 

pada tanggal 19 Desember 2018. Konsultasi kedua telah dilakukan pada 8 Februari 2019 dan telah memberikan lebih banyak 

masukan kepada draft ESMF. 

A. Notulensi 

Konsultasi Publik dengan Pemerintah (19 Desember 2018) 

Isu Utama 1) Mitigasi Masyarakat Adat. ESMF menyebutkan pentingnya mempertimbangkan keberadaan Masyarakat 
Adat. Namun, strategi untuk mengatasi masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas 

2) Indikator Pemantauan dan Evaluasi ESMF kurang jelas, terutama di tingkat PIU. 
3) Kapasitas Pemerintah Kota masih kurang dalam memasukkan isu tematis dalam RTRW. Selain itu, hasil 

proyek dan ESMF harus lebih jelas dan disesuaikan dengan kapasitas Pemerintah Kota. 
4) Struktur Peraturan untuk Rencana Tata Ruang khususnya terkait dengan implementasi RTRW dan RPJM 

seringkali tidak terintegrasi. Pemerintah Daerah sering kali memiliki kesalahpahaman bahwa RPJM lebih 
penting daripada RTRW yang mengakibatkan menurunnya urgensi dan kualitas RTRW. 

5) Koordinasi Antara ESMF dan KLHS harus dibentuk untuk mencegah tumpang tindih. 
6) Masalah-masalah sosial seperti gender, orang-orang yang rentan, dll. bervariasi di setiap kota dan harus 

ditangani dalam ESMF. 
7) Kurangnya Perhatian Terhadap Warisan Budaya di RDTR mempersulit kota-kota untuk menonjolkan 

budaya mereka. 

Tanggapan dan 
Tindakan yang 

Disarankan 

1) Pelatihan dan Lokakarya untuk pemerintah kota mengenai masalah tematik dalam perencanaan kota 
untuk menjadi bagian dari pengembangan kapasitas kelembagaan dalam esmf. 

2) Pertimbangan Gender dan Difabel dalam ESMF. 
3) Lebih memperhatikan penguatan identitas lokal dan budaya kota ketika mengembangkan perencanaan 

rinci. 

Konsultasi Publik dengan LSM (8 Februari 2019) 
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Isu Utama 1) Cagar Budaya. Perwakilan IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) menekankan pentingnya aspek cagar budaya 
dalam perencanaan kota baik pada pemrosesan CIP atau RDTR; 

2) Keunikan Kota. Perwakilan IAI juga mengangkat informasi penting bahwa beberapa kota akan memerlukan 
perhatian khusus selama pemrosesan perencanaan kota seperti di Banjarmasin dan Danau Sentani di mana 
penduduk setempat membangun pemukiman di permukaan danau atau sungai yang tidak memiliki izin 
bangunan. Selain itu, ada juga kasus-kasus di mana para penghuni liar menolak untuk meninggalkan tanah-
tanah milik negara karena fakta bahwa tanah-tanah ini seringkali tidak disertifikasi secara hukum; 

3) Klarifikasi diperlukan untuk memperjelas apakah manfaat yang diberikan oleh NUDP akan sama untuk 
pemerintah dan praktisi seperti perencana profesional, konsultan dll. (Ikatan Perencana Indonesia); 

4) Alasan untuk tidak memicu OP 4.04 tentang Habitat Alam dan OP 4.11 tentang Cagar Budaya tidak 
disebutkan secara jelas dalam ESMF; 

5) Adaptasi SDF/SAF di Indonesia harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena Indonesia memiliki sistem 
tanah yang berbeda dengan Afrika Selatan; 

6) Penilaian ESMF sangat umum dan tidak mencakup budaya kota, kawasan lindung, dll. Oleh karena itu 
penilaian harus dilakukan setelah pemilihan kota untuk menghasilkan analisis yang lebih akurat.  

Tanggapan dan 
Tindakan yang 

Disarankan 

1) ESMF Annex 5 dan 13 telah membahas aspek cagar budaya baik di tingkat hulu selama KLHS dan juga 
selama implementasi dengan memberikan prosedur temuan cagar budaya; 

2) Diskusi lebih lanjut antara praktisi utama mengenai sistem perencanaan nasional, SDF / SAF dan 
pengembangan kapasitas akan terus dilakukan sebagai bagian dari keterlibatan pemangku kepentingan 
yang diuraikan dalam ESMF selama implementasi proyek karena mereka memiliki banyak pengalaman di 
lapangan di bidang tersebut; 

3) ESMF telah direvisi untuk memberikan lebih banyak alasan untuk memicu kebijakan. Pemerintah juga telah 
menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa kemungkinan degradasi habitat alami atau menghancurkan 
cagar budaya di NUDP sangat kecil, karena sudah diatur dalam kebijakan nasional bahwa melakukan 
konstruksi di habitat alam dilarang dan merupakan suatu bentuk pelanggaran berat. Selain itu, habitat 
alami dan cagar budaya adalah bagian dari penilaian KLHS yang saat ini dilaksanakan sebelum finalisasi 
RTRW/RDTR. Selain itu, ESMF telah menyediakan ESCOP dan prosedur temuan cagar budaya untuk 
investasi masa depan yang dihasilkan dari NUDP; 

4) ESMF telah menyediakan mekanisme untuk melakukan persiapan dan konsultasi yang diperlukan untuk 
mengimplementasikan persyaratan ESMF untuk kota-kota yang dipilih; 

5) Pembangunan kapasitas untuk praktisi non-pemerintah harus dimulai dan akan menjadi bagian dari 
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pembangunan kapasitas kelembagaan dan pelibatan pemangku kepentingan selama implementasi proyek. 
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B. Surat Undangan dan Daftar Kehadiran 

Konsultasi Publik dengan Kementerian Indonesia 
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Konsultasi Publik dengan LSM 

 



123 
 

 

 



124 
 

 

 

C. Dokumentasi 

Konsultasi Publik dengan Kementerian Indonesia 

 



125 
 

 

 

Konsultasi Publik dengan LSM 

 



126 
 

 

 

 


